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ABSTRAK

Mama : Rhea Damarg
Program Stedi  © Magister Kenotariatan
Judul : Interpretasi “Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada

Ak1a™: Sebush Kajian Yuridis Terhadap Kasus Beckett Pie,
Lid. vs. Notaris miawan 2, 8., SH.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Iabatan Notasis
mewaiibkan notars untuk hanya memberikan salinan akia yang dibuainya kepada
orang yang berkepentingan langsung pada akta, kecusli ditentukan lain oleh
peraturan  perundang-undangan.  Namun, undang-undang  tersebut  Hdak
memberikan definisi yang jelas mengenal sizpa yang dimaksud dengan orang
vang berkepentingan langsung pada akia, Kasus Beckett Pre, 1.4d, dengan Notaris
Himiawan D. 8., SH, adalah permasalahan perbedaen interpretasi mengenal siapa
yang dapat disebul sebapai orang yang berkepenmtingan langsung pada akta
Saham-saham Beckett Ple. Ltd. telah dieksekusi gadal sabam oleh Deutsche Bank
wntuk pelunasan hutang PT Asminco Bara Utama. Pelaksanasn eksekusi gadai
saham tersebul diterangkan dalam Akia Jual Beli Szsham dan Akis Bernia Acara
Eksekusi Gadal Saham vang dibuat oleh Notaris [miawan D. S, SH. Notaris
Hmiawan D. §., SH. kemudian menolak membenkan salinan akia-akia tersebui
kepada Beckett Pte. Ltd. yang dianggap bukan sebagai pihak yang berkepentingan
langsung pada akia. Penolakan tersebut berbuntut panjang dan memaksa parg
pihak untuk membawa Kasus tersebut hingpa ke hadapan Majelis Pengawas Pusat
Notaris. Penelitisn yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum
normaiif dengan tipologi sksplanatoris untuk menguambarkan dan menjelaskan
lebib dalam siapa yang dimaksud dengan orang vang berkepeniingan langsung
pada akia.

Kata kunck:
Orang vang berkepentingan langsung pada akta, gadai saham
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ABSTRACT

Name © Rhea Damarg
Study Program © Master of Notary
Tiile . The Interpretation of “Persons Who Has A Direct Interest To

Deed™ Legal Analysis on The Case of Beckett Pte. Lid. vs.
limawan D 8., SH., Notary

Urder Law Number 3¢ of 2004 regarding Notary Position, & potary could
only provide the copy of deed made by him fo the persons who has a direct
interast o deed, unless stipulated otherwise by laws and regalations. However, the
said law does not provide a clear definition on “persons who has a direct inferest
to dead”. The Case of Beckett Pt Lid. versus limigwan . 8., SH,, Notary, 18
questioning about the difference i interpretations sbout whe could be called as
the persons who hag a direct interest (o deed is. The case was tripgered by
Deutsche Bank™ action that is, exstuted Beckeit Pre. Ltd.’s shares to repay PT
Asminco Bara Ulama's debt, The implementation of the shares pledge execution is
stated in Deed of Shares Sale And Purchase And Deed of Shares Pledge
Execution Minutes made by Hpdawan D. 8, SH, Notary, The said notary refused
to provide copy of those deeds to Beckeft Pte Lid I s this refusal which
ulimately forced both parties to bring the case to the Central Supervisor
Assembly of Notary, The method used in this Thesis is 4 legal normative method
with an explanatory tvpology to provide a profound deseription and explanatior
about the interpretation of persons who has 2 direcl interest 1o deed.

Keay words:
Persons who has a direct interest 1o dewd, pledge of shares
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BAE1
PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, untuk kepentingan masyarakat umum dan unfuk itu kepadanya oleh
undang-undang diberikan kepercavean yang begitu besar! Setiep pemberian
kepercayaan, maka akan terletak suatn baban tanpgung jawab di atas bahunya,
baik it berdasarkan hukums maupun besdasarkan moral dan etika. Kepercavaan
vang begita besar tersebut dapat dilthat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notans (“UUJIN) yang menysbuikan seorang
nolaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengensi semua
perbuaian, perjenjian, dan keletapan yang dtharuskan oleh peraturan perundang-
undangan danfatan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan uniuk dinyatakan
dalam akia otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akia, menyimpan akia,
memberikan prosse, salinan dan kutipan akia, semuanya ite sepanjang permbuatan
akfa-akia itu #idak jupa ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain ateu
orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang,

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dipshami pentingnyz kedudukan
seorang nolaris sebagai sustu fimgsionaris dalam masyarakat karena ia berfugas
menjalankan sebagian kekuasaan negars di bidang hukem perdata, yakes
menvatakan kepentingan orang-crang yang menghadapnya ke dalam svatu akla
otentik. Segala sesuatn yang ditulis serta ditetapkannya {konstantir) adalsh berar,
Behubungan dengan kewsnangan yang dibenkan oleh undang-undang fersebut,
seorang notaris harus selale menjalankan kewajibannya dengan menjunjung tinggi
etika hukum dan murtabat serta kelvhucan jabatannva sebab apabila hal tersebut

' Komer Andasasmita, Newaris 11 Percturem Jabaton, Kode Evik Dan Asosiasi
Netaris/Notarics, (Dacrah Jewa Barat: Tkatan Notaris indonesia, 1991), hal 255-236,

Yniversitas ndonesia
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diabaikan oleh seorang notaris maka akan herbabaya bagi masyarakat umum vang
dilayaninya

Ralah satu kewajiban seorang notans sehubungan dengan akia-akta vang
dibuatnya, diafur dalam Pasal 54 UUIN vang menyebutkan nofans hanya dapat
memberikan, memperiihatkan, atau membentahukan gt akia, grosse akia, salinan
akta atap kuiipan akta, kepada orang vang berkepentingan langsung pada skia,
ahti waris, atan orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh
peraturgn perundang-undangan, Pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang
dapat diberikan, diperiihatkan, atau diberitabukan isi akia, grosse skiz, salinan
akta alau kulipan akta memmpukkan  bahwa  undangundang  tkdak
memperkenankan semua orang untuk dapat mehhat alau mengefanui isi akta-akia
yang dibuat oleh notaris,

Namun ierhadap siapa-siapa saja yang dapat discbut sebagal “orang vang
berkepentingan langsung pada akia”™ tidak dijelackan lebih lanjut dalem undang-
undang Padahal peagertian yang defimuf mengenal orang vang berkepestingan
langsung pada akla tentulagh sangat penling miengingat seorang nofaris juga
diwgiibkan oleh undang-undang untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai
akia vang dibustnya dan segala keterangan vang diperoieh guna pembuatan akia
sesuai dengan sumpah/ianji jabaian, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ?
Sehingpa apabila seorang notaris membernikan salinan akta kepada pihak yang
tidak dapat disebut sebagar orang vaeg berkepentingan tangsung pada akia, maka
terhadap notaris yang bersangkulan dapat dipersalabkan telah melanggar UUIN
dan Kode Etik Notans.

Definist adalsh suatu penafsivan suatu kata alau istilah vang mengandung
unsur penting alau esensial kata atsu istilah tersebut.® Esensialia suatu kata ini
harus ada dalam suatw definisi untuk menentukan apakah suabu tindakan,
perjenjian atan kejadian memenuhi svatu karg atau istilah yang disebut dalam

} Indonssia (5), Undong-Unidang Jahatan Notoris, U1 Ne. 30, LN No. 117 Tahun 2004,
TLN M. 4432, Pusal 16 ayat (1) huruf e,

Y Tan Thong Kie, Buku J, Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris, Celokan kedua,
(Jakasta: PT Ichtiar Boru Van Hogve, 20000, hal. 153,

Universitas Indonesia
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undang-undang * Perbedan pengertian atau penafsiran yang berkembang di lengah
mrasyarakat mengenai sustu kata ateu istilah dadem wndang-undang dapat
menimbulkan perselisihan atau sengketa Dengan fidak adanya pengertian vang
definitif mengenai siapa yang dapat disebul sebapai orang vang berkepenlingan
langsung pada akis, dapat menysbabkan teriadinva perbedaan pengertian atau
penafsiran yang berujung pada perselisihan atav sengkela di antara pihak-pibak
tersebut.

Sengkela yanp teriadi sebagai akibat dan perbedaan pengsriian atau
penafsiran atas siapa yang dapat disebui sebasai orang yang berkepentingan
langsung pada akta dapat dilthat dalsm kasus Beckett Pte. Lid. dengan Notaris

Hmizwan D. 8, SH..
/ Y BFA J \

[ PT Asminco J----- '( Deutsche Bank ]

[&2[ Td F 3

3
L PT Swabara J

Gambar 1.4

4

| Becken Pro. L. ]

Keterangan:
I3FA Bridge Facility Agreement tanggal 24 Okicber j907
i Chuced 40% snhun milik PT Asmineo dalam BT Adare;

2 Gadad 40% sahan milik PT Assiineo dalam FT IRT:
3
& '

Gadai 99.95% sshare milik PE Sweaborg dalam PT Asmines: dan ’
(3adal 74,2% saham milik Beckedt Pie, 114, dalam PT Swﬁi?&mA//
Kasus i bermula dari PT Asminco Bara Utama (“PT Asmince”™) vang

memperoleh fasilitas kredit dari Deuische Bank berdasarkan Bridge Facility

[}

LR

* tbid,
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Agreement ("BFA”). Sehubungan dengan fasilitas kredit vang didapatkan ¢leh PT
Asminco, Deutsche Bank mendapat jaminan gadai berupa:®
1. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adare Indonesia (“PT Adare™),
2, 40% ssharn mihk PT Asminco dalam PT Indonesia Bulk Terminal ("PT
IBT),
3. 9993% saham milik PT Swabara Mining and Energy ("PT Swabara™)
dalam PT Asminco; dan
4. 74,2% saham milik Beckett Ple. Lid. dalam PT Swabara.

Pada saat jatuh tempo PT Asminco tidak dapal melunasi hutangnya sehingga
dinyatakan tidak mampu  membayar, Pihak  Deuische Bank  kemudian
melgksanakan eksekusi gadai atas spham-saham tersgbut, termasuk sabam mibik
Beckett Pte. Lid., melalui jual beli di baweh tangan. Pelaksanaan eksekusi gadai
saham fersebul kemudian ditvangkan dalam akia-askta yang dibual oleh dan d)
hadapan Notaris Imiawan D, 8., SH. Ak Berita Acara Eksekusi (adai Sanam
dan Akta Jual Beli Saham tersebut antara lain:®

1. Terhadap 40% saham milik PT Asmince dalam PT Adaro vang dijual
kepada PT Dianlig, dibuat.
a. AktaPomor 17 tanggal 15 Februarl 2002, dan
b. Aktz Nomor 18 tanggal 15 Februarn 20602,
2. Terhadap 40% sabam malik PT Asminco dalam PT IBT vang dijual kepada
PT Bianlia, dibuat
a.  Akia Momor 19 tanggal 15 Februan 2002; dan
b, Alkta Momor 20 tanggal 15 Februard 2002,
3. Terhadap 74,2% saham milik Beckstl Ple. Lid. dalam PT Swabata vang
dijual kepada PT Multhendi Sentosa Abadi ("PT Mulhendi™), dibuat:
a  AktaNoror 21 tanggal 13 Februan 2002; dan
b Akta Nomor 22 tanggal 13 Februari 2002,

¥ Putusan Majelis Pengewss Pusal Nomor: Q14537 PPN/2006, 10 Mavember 2006, hal,
30; “Berbekal Kesepekaian, Eksehusi Pisa dileinvkas Tertulup, Eksekust Onded Seham”,
whimAfrswnebubumonliie eanafdennil asdidem] 1 A4 &elsBerilen. 3 WMot 2008,

* Putusan Majelis Pengawss Wilayah Nowris DKI Jakarts Nomor: 01/LMALLZ006, 22
Marel 2006, hal. 2; “Riceh Beckett, Notaris Digugut”, Media Norariar, Fdist 4 Februari (2008),
Bal. 26-29.

Universitas indonesia
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4, Terhadap 99,95% saham milik PT Swebara dalam PT Asminco vang dijual
kepada PT Akebiliru, dibuat:
a. Akia Nomor 23 tanggal 13 Februar 2002; dan
b. Akia Nomor 24 tanggal 15 Februari 2002.

Seiring dengan gugatan Beckett Pie. Ltd. terhadap Deutsche Bank di
Penpadilan Negeri Jakarta Selatan ("PN Jakarta Selatan™) atas keberatannya
terhadap prosedur eksekusi gadat yang dilakukan Deutsche Bank terhadap seham-
sahamnya dan  sshame-saham  perusahsan  afiliasinvs, Beckett Pre Ltd
membutuhkan salinan akta dari Akta Benta Acara Eksekusi Gada: Saham dan
Akta Jual Beli Saham tersebul unfuk diajukan sebagai bukti di dalam persidangan,

Namun Notaris Imiawan D. 8., $H, menolak memberikan salinan akta dari
Akta Berita Acars Eksekusi Gedat Saham dan Alia Jual Beli Saham tersebut
dengan alasan Beckeli Pte. Lid tdak dapat disebut sebagai orang yang
berkepentingan langsung pada akta terhadap Akta Berita Acara Eksekust Gadai
Saham dan Akta Jusl Beli Saham

Berbeda dengan pandangan Notaris Hrmawan I S., SH. tersebut, menurut
Beckett Ple. Lid. ia dapat disebul sebager orang yang berkepentingan langsung
pada akia karena szham-sabiam yang dicksekust gadai saham olsh Deutsche Bank
adalah saham-saham miliknva dan saham-saham milik anak-anak perusahaannya ’
Beckett Pre. Lid kemudian melaptrkan Notans Himiawan D. S, SH ke MPW
DKI Jakaria alas dugaan pelanggaran Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris karena
felah menolak membenkan salipan akta kepada Beckeit Pte. Lid. MPW DKI
Jakarta kemudian memutuskan bahwa Beckett Pie. Ltd. berhak atas salinan akia
dari Akta Jual Beli Saham dan Akia Berita Acara Fksekusi Qadai Saham
mengenat saham®ahamnya dan tidak berkak diberikan salinan akia dari Akt Jual
Beli Sgham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadal Saham lainnya yang memuat
tentang sahamesaham anak perusahasnnva. Notans limiawan D. S, SH,
kemudian mengajukan banding karena tidak terima dengan hasil putusan tersebut
kepada Majelis Pengawas Pugat Notaris (MPP). Dalam putusannya tanggal 22
Maret 2006 vang lalu, MPP menyainkan bahwa apa yang ditetapkan oleh

? Putusan Majelis Pengawns Wilayah Notaris DK] Jakania, op, ¢it,, hud. 3.
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Penpadilan Negeri Jakarta Barat sudah benar dan tepat. Dengan kaia fais, menurut
MPP tindakan Notaris Iimiawan D, 8., SH. untuk tidak memberikan salinan akia
kepada Beckett Ple. Lid. adalah sudsh benar dan memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dari uraian singkal mengenai Kasus Beckeit Pte. Ltd. dengan Nolaris
Hmiawan D. 8., SH. & atas, dapat dilinat bagaimana perbedaan penpertian atau
penafsiran tentang orang vang berkepentingan langsung pada akiz berujung pada
perselisiban, Qleh karena itu, berdasarkan Iatar belakang dan vpraian permsalahan
tersebut di ates, maka penulis tertarik ontuk menslitl, mengkait dan membahas
permasaiahan tersebul dalam tesis yang beudul “Inferpretasi "Orang Yang
Berkepentinpan Langsung Pada Akte”: Sebuah Kajian Yuridis Terkadap Kasus
Beckesri Pre. Lid. vs. Notaris llmiawan D. 8., SH.”.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan urazian latar belakang di alas dapal dirwmsskan pokok
permasalahan yakani,
Apakah Beckett Pre. Lid. merupckan orang yang berkepeniingom langsung pada
akia terhadap Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Suham dan Akia Jual Beli
Suhar vang dibuat oleh Notaris ibmigwan 1. S, SH.?

13. Metode Penelitian

Dalam melakokan penyusunan Tews ini, penulis menggunskan metode
penelitian hukum normatif, Penulis mengpunakan tipe penelitian tersebut karena
penelitian ini diharapken dapal menggambarkan dan menjelaskan berbagai aspek
hukum, #8258 hukum, dan sistematika hukum yang terkail dengan padai saham,
pihak dalam akia, dan orang vang herkepentingan langsung pada zkta, seris
bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur hal-hai tersebut ®

Sehubungan dengan pokok permasalshan yang diajukan, penclitian akan
dilakukan dengan tipologi penelitian eksplanatoris demi menggambarkan atau

¥ Sri Mamudji, er of, Metode Penelition Dian Perlisan Hukum, Cer. I (Jakaris: Badan
Pensrbit Fakultas Hukuoy Uisversitas Indonesis, 20033, hal.10;  Scerjond Sockanto, Pesgwifar
Perwlitian Hhulum, Cel. 3, {lskaria: UT Press, 2007, bal. 5152,
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menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang vang berkepentingan
iangsung pada akia® Penelitian pun akan dilakuksn dengan menggunakan saiu
disiplin ilmu (meno disipliner) yaitu disiplin jlmu hukum ™

Oleh karena metode penelitian yang digunakan adalah melode penelitian

hukum normatif, maka jenis data yang zkan digunakan adalah data sckunder'!
yang terkait dengsn pokok permasalahan penelitian Data sekunder adalah data

yang diperoleh langsung dari bahan pustake, dan sering disebut juga sebagai
secondary data.'* Oleh karena itu, data sekunder adalah data yang sudah diolsh,
dianalisis, dan siap untuk digunakan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang
digunakan adaiah berupa:

1.

Bahan bukum primer, vang terdin dan Undang-Undang Nomaor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2004
tentang Jabatan Notaris, Kitab Usndang-Undang Hukum Perdata, dan
peraturan penundang-undangan berlaku lainnya terkait dengan pokok
permasaiahan. Bahan hukum primer il azkan digunakan sebagai dasar
hukum #taw landasan hukum menpgena bagaumana mengartikan orang
vang berkepentingan langsung pada akfa secara tepat, khususnya dalam
kasus Becket Pte. Lid. dengan Notaris llmiawan D 5., SH.,

Bahan hukum sekunder, yang mencakup buku-buku cetak, artikel,
disertasi, tesis, skripsi dan dokwmen lainnya termasuk artikel-artikel yang
didapat  melalul  internet  yang memiliks  kaitan  dengan  pokok
permasalaharn;

Bahan hukum tfertier, mencakup ensiklopedi dan kamus, baik kamus
Bahasa Indonesia maupun kamus Bahasa Ingeris sehapgai sumber referensi
langsung terhadap igtilah-istidah hukurn vang ada

? 1bid, bal 4.
@ rbict, hat 5.

' Winarmo Suraklunand, Dasar Darr Telmik Research, Pengantar Metodnlogi Hmioh,

(Bandung: Tarsity, 1978}, hal. 36,

Zgneriono, Soekanto, op. 2if., hal. 12.
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Data-data yang diperoleh akan diolah, dianalisis dan dipresentasikan dengan ’
mengpunakan pendekatan secarz kualilalif vang akan menghasilkan data
deskeiptif analitis” vang kemudign akan digunakan untuk merumuskan

kestmpulan dan saran dafam penelitian inl.

14, Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam Tesis int lerdin dari 3 (tiga) bab, yaitu sebagai

herikul:

Bab 1 : Pendahuluan
Merupakan bab pembuka vang menguratkan falar belakang, pokok
permasalahan, metode peneliian dan sistematika penulisan dan Tesis

i

Bab 1l : Interpretast Teatang Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada

Akia Dalam Kasus Beckett Pte. Lid, vs. Notaris Hmbawan D. 8.,
SH.
Bab ini akan terdivi dan dua sub-bab. Sub-bab yang pertams bensi
landasan terori di mana panulis akan menguraikan teori, konsep dasar
dan landasan hukum mengenai gadai, sabam, akia, dan orang vang
herkepenlingan langsunpg pada akia Sedangkan sub-bab yang kedua
berisi studi kasus dan aralisa yang akan menguraikan kasus Beckeit
Pte, Ltd. dengan Notans fimiawan D. 8., SH., putusan MPW DKI
Jakarta, putusan MPP Notaris, dan ansliss mengenal sispa vang dapat
dissbut sebapgal orang vang berkepentingan langsung pada akia
khnasugnya dalam kasus Beckett Pie Lid. dengan Notanis llmigwvan D.
S., SH. tersebut.

W St Marmdji, et al., op it hal. 67, Socrions Seekanlo, ihid., bel 250,
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Bab 1M : Penufup
Dalam bab int penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisa
dan interpretas: ierhadap pokok permasalshan, dan saran demi

perkembangan hukum di Indonesia
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BAB NI
INTERPRETASI TENTANG ORANG YANG BERKEFPENTINGAN
LANGSUNG PADA AKTA DALAM KASUS BECKETT PTE. 1L.TD, V&
NOTARISILMIAWAN D. S, SH,

2.1, Tinjsuan Umum Mengenai Gadai Sebagai Jaminan Kebendaan

Kata “hutang piutang” dalam bahasa sehari-bari maupun sebagal istilab
hukum menunjuk kepada peranjian pinjam wang.” Pada dasamya suate hutang
atay kredit akan diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur,
kepribadian yang menimbulkan 1asa percaya diri kreditur, bahwa debitur akan
memeniuhi kewajiban pelunasan hutangnya dengan baik Hal ini sesuai dengan
pengertian dari asal kata kredit, yaitu credere, yang tidak lain berarti kepercayaan.
Untuk mendapatkan kepercavaan dari kreditur, adanye jaminan dalam susty
hubungan hulang piulang adalah fakior yang sangat penting untuk lerealisasinya
perbuatan hukum fersebut Salab satu bentuk jaminan yang kerap digunakan
dalam perkreditan adalzh jarminan gadar

2.1.1. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dart lerjemahan kata pand atan vwisipand (bahasa
Belands) atau pledpe atan pown (bahasa Inpgris). Lembaga jaminan gadai
diatur dalam Buky 1] Bab XX Pasal 1150 — Pasal 1160 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUH Peridasa).
1Lembags jaminan gadal masih banyak dipergunakan di dalam praktik bisnis.
Kedudukan pemegang jaminan gada menjadi nilal tersendiri bagi para
kreditur yang memiliki hak untk menguasai benda jaminan gadai. Dalam hal

3. Satrio, Hukum Jominan, Mok Javinon Kebendaon, Hak Tarnggungan, Buky 1,
{Bandung: PT Citra Aditys Baks, 2002), hal. 106,
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ini kreditur merasa terhindar dari itikad buruk pemberi gadai, sebab dalam
gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan
pemberi gadat.

Pengertian gadai dapat ditemukan dalam Pasal 1150 KUH Perdata yvang
berbunyi sebagai berikut:

“Gadal adalah suata hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu
benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau
seorang Jain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si
berpistang o untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secars
didahulukan daripsda oreng-crang  berpivteng  lainnys,  dengan
kekecualian biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya vang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkannya seielah benda itu digadaikan,
biaya-biaya mana harus didshulokan”.

Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjaniian
ritl, vaitu perjaniian yang disamping kata sepakat diperiukan perbuatan nvata
{dalam hal ind penyerahan kekuasaan atas benda gadai).’® Penyerahan itu
dilakukan oleb debitur pemben gadai dan dirosukan kepada kreditur penerima
gadai,

Perdasarkan rumusan  tersebut pula maka gadai pada dasarnya
merupakan salah saty hek kebondasn (zakelik rechl) atas benda bergerak
stk orang lain dan bertujuan tidak memben kemkimnaian atas benda lersebut
melainkan untuk memberi jaminan pehmasan hutang orang vang memberikan
jaminan tersebut.”” Dengan demikian benda-benda itu kbusus disediakan bagi
pelunasan hutang si debitur atau pemilik benda. Bahkan gadai memberi hak
unfuk didehulukan dalam pelunasan hutang bagi kreditur tertentu serta
memberikan wewenang bagi kreditir ontuk menjual sendiri benda-benda vang
dyaminkan

" Ruchmadi Usme, Hukum Jaminan Keperdaraan, Bd, 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), hal. 104,

% Gunpwan Widiajs dan Ahmed Yanl, Serd Hudmimr Bisnis: Jominan Fidusia, B4, 1, Cet.
ke.3, (Jakeetn: P Raps GrafSindo Persads, 2003, hal, 93,

Y Friede Husi Hashullsh, Hukum Kebendaon Perdata: Hok-Haok Yang Memberi
Jaminan, Jilid i, Celakon Kedus, (Iakarta: Ind-HHI-Co, 2005}, hal 22,
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Hak gadai tersebut dikategorikan sebagai pangertian hak kebendaan,
oleh karena melekat pada suatu benda dan akan tetap berada, meskipun
barangkali milik atas benda tersebut kemudian jatuh ke tangan orang lain.*®
Disamping itu, karena hak kebendaan akan memberikan kekuasaan langsung
atas suatu benda kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap tiap orang ™
maka setiap pibak yang berkedudukan sebagai pemegang gadal berhak untuk
secara hukum memperiahankan hak tersebut kepada pihak lain,

Timbulnya gadai pertama-tama karena dipejaniikan. Peganjian tersebut
dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dan dipertegas
dalam Pasal 1133 KUH Perdala vang menyataken balwa hak untuk
didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa,
hak gadai dan hak hipotik.

Menurut Pasal 1151 KUH Perdata, perjanjian gadai dibuktikan dengan
segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjaniian pokcknya. Dalam
kehidupan sehari-hari, perianjian gadai dapat berupa akta ofentik atau akia di
bawah tangan mengikuti benfuk perjanjian pokoknya ®®

Di dalam perjaniian gadai tidak boleh disvaratkan bahwa kreditur akan
memiltki  benda gadai apabila debitwr tidak memenuhi  kewajibane
kewalibanmys, Jika ada syarat demikian maka peranjian gedal batal demi
hukum.® Tujuan dari pasal tersebul adalah untuk melindungi kepentingan
debitur yaitu pihak yang ckononunya jauh lebih lemah dibandingkan dengan
kreditur. Pada wmumnya benda gadai mempunyai nilai yang lebih tingei
dibendingkan dengan nilai hitangnya, dan jika syarat tersebut diperbolehkan
maka tiap kreditur akan diuntungkan dengan adanya svarat yang demikian.

* Wigono Prodiadikoro, Mukum Perdata Tentong Hok-Heok Atas Bercda, {Jskarta; PT

Pembimbing Mase, 1063), hal, 181

¥ Subektl, Pokok-Pokok Hukum Perdota, Cet. ke-13, (Jukarta: PT Iniermasa, 19783, hal.

*® M. Bahsan, Hidaun Jaminen Dar Jaminan Kredit Perbarnken Indonesia, Bdisi |,

{(Jukarte: PT RetaGrafinddo Persada, 2007), hat, 13

¥ Kitab Undang-undang Hidum Perdota (Burgerliik Werboek), Giterjernshkan oleh

R.Subekii dan R, Tjitrosudibie, Cet. 28, {Jakarte: Pradayz Parmmita, 1995), Pasal 1134,
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2.1.2, Subyek dan Obyek Gadai
Subyek gadai adalah setiap manusia selaku pribadi (ratuurlijke persoon)
dan setiap badan hukum {rechts persoon).” Mengpadaikan termasuk dalam
lindakan pemilikan yang membawa konsekuensi vang sangal besar, karenanya
uniuk dapat menggadaikan suain benda, diisvaralkan adanya kewenangan
bertindak,
Dari perumusan Pasel 1150 KUB Perdata, pada wsmumnya dalam
perjaniian gadal melibatkan dua pilak vaitu”
1. Pemben gadat ateu debitur  {(pandgever) vaitu pihek vang
mengeadaikan bendanya, dan
2. Penerima padal afau pemepang gadar alan kreditur {pandnemer) vaitu
pihak yang menenma gadal,

Benda yang dapat dijadikan sebhagal ebjek jaminan padai adaizh harus
benda bergerak™ sehagaimana diperinct dalam Pasal 1152 ayat (2) dan Pasal
1153 KUH Perdata, yaitu sebagat berikut:

1. Benda bergerak yang berwujud, misalnya: emas, kendaraan bermotor,
lelevist, arloj dll,

2, Benda bergerak vang tdak berwujud, vang berupa macam-macam
lagihan, agar mendapatkan pembayaran sejumizh  uvang, dapat
digunakan surat-sural piufang, Svrat-surat piutang yang dimaksud
terdiri atas:®
2. Surst piutang atas nama fyordering op noamy), yaitu suratalta

yvang ¢i dalamnya nama kreditor disehut dengan jelas tanpa
tambahan  epa-apa, contohbnya szham alas nama,  deposiio
berjangka.

2 Subwkd, op. ¢if, hal 31,
B 5. Sawdo, op. cit., bl 8990,
M 1bid., hal, 91,

P Atk Indriyani, Huken Jamivan Benda-Benda Selain Tanah Sebagai Jamingn Kredit,
Edisi Pertama, {Jakarta: PT Semests Asa Bersama, 2008), hal. 32,
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b, Surat patang atas bawa'kepada pembawa fvordering aan toonder
atau to bearer), yatu swrat/akis yang di dalamnya nama kreditur
tidak disebut, atau disebut dengan jelas dalam akia namun
dengan tambahan kats-kata “atau pembaws”, contohnya cek,
sertifikat deposito,

¢ Surat piutang kepada penggentifstas twunjuk vordering von
order), vailn surat/akia vang di dalamnva nama kreditur disebut
dengan jelas dengan tambohan kata-kata “atau penggant”,

contchnya wesel,

2.1.3. Sifat-Sifat Gadai
(Gadai sebagas hak jaminan kebendaan, mempunyal sifat umum don sifat
khusus. Sifat-sifat gadai antara lain: %
1. Sifat wmum gadai:
a Hak Absolut
Atas semuatu hak kebendaan seseorang dapat mempunyai sustu
keduduken beskuasa (bezig), hak milik {eigendom), hak warns,
hzk pakai hasik, hak pengabdian tanah, hak gadai ataupun hipotik.
b. Droit de suite dan hak menggugat
Apabila benda padui hilang dani tangan penenma godw atau
kecurian sebagaimana yang tercantumn dalam Pasal 1152 avat (3)
KIH Perdata, maka ia berhak menuntutya kemball sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata. Pasal ini
mencerminkan adanys sifat droir de suite karena hak gadai zkan
terus mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut
berada. Denvkian juga ¢ dalammya terkandung suatu hak
nenggugat karena si penerima gadai berhak menuntut kembali
benda yang hilang tersebut.

* fhid, hwl, 34 - 35,
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¢. Droit de preference
Dalam Pasal 1133 juncte Pasal 1150 KUH Perdala, gadai
mermpunyai sifat vang didabulukan (droit de preference), arinva
memberikan  kekussaan  kepada seorang  kreditur  univk
mengambil pelunasan  dard haslt peninalan benda secara
didahulukan daripada kreditur lainnya,

2. Sifat khusus gadai

a Accessoir
Yaifu berlakunya hak padai tergantung pada ada alau tdanya
perjanjian pokok aten hutsng piutang ardimya jika perjanjian
hutang piudang sah maka penanjtan padai sebagai perjaniian
tambaban juga sah dan sebaliknya jika perjanjian hutang piutang
tidak sabh maka perjanjian gada juga tidak sah. tika kerena satu
alasan tertentu perfanjian gadal batal, maka perjanjian hulang
prutang masib tetap berlaku asal dibuat secara sah.

b, Ondelbaar (tidak dapat dibagi-bagi)
Berdasarkan ketentuan Pasal 1160 KUH Perdata, benda gadai
tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun utangnya di anlara para ahli
wans si berutang atau di antara para ahli waris si berpiutang
dapat dibagi-bagi, Dengan demikian padai melipud sehurub
bandanya sebagal satu kesatuan, artinya sebagian bak gadai tidak
menjadi hapus dengan dibavarmya sebagian hutang,

¢. Benda yang digadaikan merupakan jaminan bagl pembayaran
kembali hutang debitur kepada kreditur, Jadi benda jaminan tidak
boleh dipakai, dinmikmat apalagi dimiliki, kreditur hanya
berkedudukan sebapai Aouder bukan burgeriijke bezitter.

4. Benda vang digadakan dalam kekuasaan kreditur alau penedima
eadal sebagal akibal adanya syarat inbezitstelling,
Svarat inberitstelling vang dimaksud dapat disimpulkan darn
ketentuan yang terdapat dalant Pasal 1150 dan Pasal 11532 ayat
{2y KUH Perdata dan meropskan syarat utama wuk sahnya
suatu perjaniian gadat, Dalam Pasal 1152 ayat (2} dikatakan tidak
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sah adalah hak goadai atas segala benda vang dibiarkan lelap
dalam kekuasaan i berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang

kembalt atas kemauan si herulang.

2.14. Terjadinya Gadai
Berdasarkan rumusan Pasal 1150 KUH Perdata ¢ atas dapat diketaghui,
bahwa padai akan terjadi apabila:

1. Benda gadainya diletakkan di bawah penguasaan kraditur {(pemegang
gadai), artinya penguasaan benda gadainya dialihkan dan debitur
{pernberi gadai) kepada kredifur {(pemegang gadai). Penguasaan benda
gadal oleh kreditur {pemepany gadat} tidak menyebabkan benda padai
ilm beralih atau menjadi milik kreditur {pemegang gadai), Kreditur
{pemepang gadai} mempunyai hak umuk menahan thak rerentic) benda
gadal yang digserahkan debitur (pemberi gadal) tersebut sampai hulang
debitur {(pemberi padai) lunas;

2. Berdasarkan kesepskatan bersama antara debitur dan kredutur, maka
benda gadai wrsebut dapat saja diletakkan di bawzh penguasaan pihek
kefiga, asalkan bends padal #u hdak lagt (letap) beradz di bawah
penguasaan debitur {pemberi gadal), artinya benda gadat ity harus
‘diketoarkan’ dari penguasaan debstur, Ini merupakan syarat mutisk
terjadinya hak gada,

Menurut Pasal 1151 KUB Perdata penangian gadar harus dibukdikan

dengan alat yang diperkenankan vrduk membukukan pedaniian pokoknya,
1.  Bendahargerak yang berwujud

Dalam hal benda yang akan digadaikan merupskan benda bergerak

yang berwujud, maka hak gadai dapat terjadi melalui dua tahap yaitu®

a Pada tahap perfama dilakukan perjanjian antara para pihak vang

berisi kesanggupan kreditur untuk merminjamkan sejumlah uang

kepada debitur dan kesanggupan debitur untuk menyerahkan

# Ibid, hul. 37,
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sebuah/sejumlal benda bergerak sebagal jaminan pelunasan
hatang (pond uvercenkomsi). Pada tehap it perjaniian masih
bersifat konsensual obligafoir oleh karena baru meletakkan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Undang-undang tidak
mensyaratkan bentuk tertentu maka perjaniian dapat dilakukan
secara tertulis arinya dengan akta otersik atau di bawah tangan
dan dapat juga secara hisan.

b. Tahap Kkedua diadakan perjanjian kebendaan (zakelijke
overegnkomst) yaitu kreditur menyerahkan sejumlah uang kepada
debitur, sedangkan debitur sebagal pemben gadar menyerahkan
benda bergerak vang digadaikan kepada kreditur penerima gadat
{syaral  imbezirstelling).  Penyeraban  secara nyala
mengisyaratkan bahwa secara yundis gadai telab tecadi Dika
debitur tidak menyerahkan bendanya kepada kreditur maka
berdasarkan Pasal 1152 avat (2) KUH Perdata gadal tersebut
tidak sah,

Benda bergerak tidak berwujud

Jika bends yong digadaikan adalah benda bergerak yang tidak
berwujud maka fergantung pada benmtuk surat piutang  yang
bersengkutas apakah tergolong aan foonder, aan order aiau op naam.
Namun terjadinys hak gadai atas surat plutang vang digadaikan pada
dasarnya juga dilakukan melalui dua tshap ™

a  Gadal piulang kopada pembawa fvordering oon joonder atau io
heareri
Terjadinya gada pistang kepada pombawa adalah sama dengan
terjadinya gadal pade benda berperak yang berwujnd yaitu
melalul shap-tahap sebagai benkut:

i Para pihak melakukan perjanjian padai yang dapat
dilakukan baik secars tertulis {otentik) maupun di bawah
tangan ataupon secara hisan (Pasal 1151 KUH Perdata).

% thid, hal. 3839,
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Menpacu pada ketentwan Pasal 1152 ayal (1} KUH
Perdata, hak gada dilakukan dengan menyerahkan surat
piutang atas baws kepada pemegang gadal atau pihak
ketiga yang disetujut kedua belah pihak (inbezitstelling).
Surat piutang ini dibuat oleh debitur yang di dalamnya
menerangkan bahwa debitur mempunyai hutang sejumilah
uang kepada pemegang surat lersebut. Pemegangnya imi
berhak menagih kepada debitur sejumlab uang tersebut
sambil mengembalikan sural vang bersanghutan kepada
debitur. Contoh: sertifikat deposito.

b. Gadai piutang atas teniuk (vordering van order).

Terjadinya gadal piutang atas tunjuk dilakukan dengan:

i

1.

Diadokan perjanjian gadai vaitu persetujuan kehendak
urtuk mengadakan hak gadai yang dinyaiakan para pihak
Berdasarkan Pasal 1152 bis KUH Perdats, hek gadai
terhadap pladang  atas  tumjuk  dilakukan  dengan
endossement atas pama  pemegang  gadal  sekaligus
penyerahan suratnya. Dengan endossement,  kreditur
dimungkinkan meizkukan hak-hak yanpg timbul dari susat
pitang tersebut, sedangksn pemepang padai berhak
menagih menunat hukum sesual dengan i5i surat piutang

FHIS

¢. Gada protang atas nama {vordering op naam.

Terjadinya gadai piutang atas nams dilakukan dengan:

1.

i

Pada tehap ini pihak debitur dan kredifur mengadakan
perjaniian gada yang bentuknya hares tertulis. Seperti
halnya dafam perjanjian sural piotang [ainnya, pada tahap
ini perjanjian masih bersifat obligaicir dan konsensual.

Menurut Pasal 1153 KUH Perdatg, hak gadai atas benda-
benda bergersk yang tidak bertubub, kecuali surat-surat
runjuk {aan erder} dan surai-surat alas bawa {pon order),
difakukan dengan pemberilahuan terhadap siapa hak yang
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digadaikan itu  harus  dilaksanakan.  Tentang
pemberitahuan serta ijin oleh si pember gadai, dapat

dimintakan suatu bukti tertulis.

2.1.5. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai
Hak-hak pember gadai atau debitur antara lain: ®

1. Hak untuk meminta kembali benda gadai setelah membayar hutang
pokok, bunga dan sepala biaya untuk menyelamatkan benda gadai
yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai.

2. Hak untuk menuntut ganli rugi jika pemegang gadai lalai mengurus
dan menjaga benda gadai sehingga benda gadai rusak.

3. Hak untuk menerima pemberitahuan dar kreditur akan adanya jaiuh
tempo atas utangnya

4. Hak untuk meminta kelebihan hasil penjualan benda gadai apabila

harga penjualan benda gadai lebih besar dari nilai pinjaman.

Sedangkan kewajiban pemben gadai atau debitur anlara lain:
l. Berkewajiban melunasi utangnya sesual yang diperjanjikan.

2. Membayar biaya-biaya lain atas pinjaman yang telah diterima.

2.1.6. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai
Hak-hak dan pemegang gadai menurut KUH Perdata anlara lain adalah
sebagai berikut:*®
1. Seorang kreditur dapat melakukan parate executie (eigenmachtige
verkoop) yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur
dalam hal debitur Jalai atau wanprestasi. Hal ini tercantum dalam Pasal
1155 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

“Apabila oleh para pihak iidak telah diperjanjikan lain, maka si
berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai
cidera janji, setelah tenggang waktu vang ditentukan lampauy,

B Ibid , hal 43.

* Winono Prodjodikoro, op. ¢it., hal. 185-186.
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atau jika tidak felah difentukan suatu tenggang wakty, setelah
dilakukannya suatn peringatan untuk membayar, menyurub
memjual benda gadainya di muks umum menurut kebiasaan-
kebiasaan setempat seria alas syaral-syarat yang lazim beriaky,
dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumish pictangnya
beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut™

Penjualan ovleh kreditor ates benda gadal debitur apabila debitur
wanprestast adalah untuk mendapatkan pembayaran hutang dar vang
pendapatan penjualan benda vang digadaiken (verhaalsrechl). Hal
mana dapat diakekan tanpa melalui perantaraan  hakim  alau
pengadilan atan tanpa melalul suatu Gitel eksekutorial. Dalam gadal hak
int diberikan oleh undang-undang, jadi tidak perlu dipeganjikan,

Maenurut Pasal 1155 KUH Perdata penjualan harus dilakukan di
muka omum dan didabului dengan suatu feguran untuk membayar
hutang. Kalzu benda gadai berupa benda dagangan alau surat-sural
yang biasanya diperdapangkan dalam pasar buma, maka peniualan
harus dengan peraniaraan dua orang makelar, yailuy orang-orang
pedagang perantara
Kreditur bediak mienjual benda bergerak milik debiur  melalui
perantgraan hakim (riez! sxecutie).

Hal ini tercantum dalars Pasal 1156 KUH Perdaia yang berbunyi:

“Bagsimanapun, apabila 5i berutang atau si pernberi padal gidera
Jjanji, si berpiutang dapat menuntut di muke hakim supaya benda
gadai dijual memurut cara vang ditenfukan oleh Hakim untuk
melunasi hutang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim atas
funtutan st berpintang, dapat menpabulkan babwa benda padai
akan tetap pada si berpiutang unfuk suate jumizh yang akan
ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beseria bunga
dan biaya”. ;

Jadi Menurut Pasal 1156 KUH Perdata, dalam ricel execusie ini
kreditur dapat menempuh jalan lain vaitu dengan melakukan funtutan
kepada hakim melalui dua cara yaiw: >

A Atik Indriyeni, op. cit, tal. 41,
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a.  Atas ijin hakim, agar menetapkan cara bagaimana kreditur hams
melaksanakan  penjualan  benda-benda  debitur  untuk
mendapatkan pelunasan utangnya ditambah bunga dan biava-
biaya fain,

b Atas {jin hakim, agar menstapkan kreditur tetap memegang atau
menjadi pemiliki bende gadai sebapal pembayaran hutang,
seluruhnya atao sebagian. Dalam hal tersebut, niaka harga nilas
dari benda-benda adaleh lebih dari sisa hutang dan kelebihan
tersebul harus dibayar berupa uang tunal oleh si pemegang gadal
kepada st pemiben gadai

3. Dalam melksanakan hak gadal dengan cara menival benda gadal, si
pemegang gadal berhak untek didahulukan menerima pembayaran
wtangnya sebelum para bespivlang lain {rech? van voorrang).

Hal ini ditegaskan oleh Pasel 1150 KUH Perdata yang
menyshbutkan dua pengecuahian, vartu bahwa terdapat 2 (dua) macam
hulang yang harus dibayar lebih dahulu daripada hutang yang dijamin
dengan hak padai, yaitu biaya sita dan pelelangan untuk melaksanakan
hak gadai seria biaya yang perlu dikelwarkan untuk memperiahankan
benda gadai dari kemusnahan,

4. Sesua dengan bunyi Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata, kreditur berhak
mendapatkan penggantian danl deintus semua biaya yang bermanfaat
vang lelah dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai.

Dengan kata Jain kreditur berhak untuk memperhitungkan biaya-
biaya yang periu guns mempenashankan benda gadyl.

Sebaliknya apabila benda gadel hilang atau menjadi kurang harga
nilainya akibat kesalahan si pemegang gadai, maka kerugian tersebut
harus diganti oleh si pemegang gadai.”> Dalam hal yang digadaikan
adalah ssham-ssham darl suatt persercan terbatas, lalu terdapat
keraguan mengenai hak-hak yapg melekal pada pemegang saham
tersebut, ferutama hak wntok menpeluarkan seara dalam rapat umum

2 Kitgh Undang-undarg Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. cit., Pasal TI57 ayat
(i)
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pemegang saham, maka hal ini dapat diantisipasi apabila dalam
pemberian gadai saham fersebut dilakukan perseiujuan khusus yang
memperkenankan si pemegang gadal mengeluarkan svara dalam rapat
umom pemegang saham, dengan berdasarkan afas suatu sural kuasa
dari pemben gadai kepada pemegang gadar.

Kemudian Pasal 1158 KUH Perdata menvatakan, jike suatu pintang
digadaikan dan pintang itu menghasitkan bunga piutang tersebut untuk
dibayarkan kepadanya Jadi si pemegang gadai mempunyai hak untuk
mienagih hutang lersehul

Apabiiz hak ini dianggap ada, maka dapat dipersoafken apakah

bertentangan dengan ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata yang secara
mutiak tidak memperbolehkan si pemegang gadai pntuk memiliki
bendas gadai, sedsngkan hak menagih hutang tersebut tidak berbeda
dengan hak memiliki benda fersebut Pendapat yanp ndak
memperbolehkan si pemegang gadal menagih hutang tersebut adakah
kaku, oleh karena merwrut pendapat irn pelaksanasn dari hak gadai
hanysz dapat dilakukan secara menjual piateng di immuka vmum, dengan
tjuan supayva mendapal pembayaran hutang, jadi prakils sama saja
dengan penagihan utangnya secara langsung,
Kreditur mempunyai bak reensi vaitn hak kreditur untuk menshan
benda gadai sampai debitur membayar sepenubnya hutang pokok
ditambah bunga dan biaya-biava lainnya yang telah dikeluarkan oleh
kreditur untuk menjaga keselamatan benda gada,

Hal ini dinyaiakan dalam Pasal 1159 avat (1) KUH Perdata yang
juga menyebutkan selama pemegang padai tidak melakukan misbruik
aiau memukal secara tidak sesual dengan maksudeyalsifalnya benda
gadal tersebut  Sedengkan Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata
memperluas hak menahan tersebut dalam hal terdapat hutang kedua
dan si berutang yang sudah harus dibayar pada saat hutang pertama
yang dijamin dengan gadai belum dibayar, Dalam hal ini pemegang
gadal dapat menshan benda gada sampal dengan hulang kedua
terscbut dibayar lunas,
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Kewajiban penerima/pemegang gada, diatur datam Pasal 1156 dan Pagal
1157 KUH Perdata yaitu:™
1. Hanya menguasai benda selaku howder bukan sebagal  bezitrer seria
menjaga keselamatannya Dengan demikian kreditur tidak boleh
menikmati atau memindabtangankan benda-bends vang dijaminkan
it
2. Kreditur waith memben be debine bila benda gadal akan dyual
selambat-lambainya pada han berkuinys apabida suatu periubungan
pos harlan atau soatu perhubungan ielegral, atau jika idek dapat
dilakukan diperbolehkan roelalui pos vang berangkat pertama. M
3. Kreditur bertongpung jawab aas hilangnya atau merosomya nilai
benda gadai jika terjadi karena kelalaimmnya *®
Sebagai imbalan terhadap kewajiban tersebul 12 berhak untuk
memperhitungkan ongkos terhadap pemibk benda Ongkos-onskos
vang dapat diperhitungkan adalah ongkos-ongkos yang bermanfaat,
sekahpun tidak periu biss dimoma kembali dari pemiliknya. Akan
tetapi ongkos vang bagaimana yang dianggap bermanfazl dan yang
bagaimana yang periu akan berganhung kepada keadaan dan harus
ditinjau kasus demi kasus,
4. Kreditur wajih mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok,
bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan  bemda  vang
bersangkutan 1elah dibayar lunas.

2.1.7. Berakhirnya Gadai
Hak gadal hapus atau dapat berakhir karens hal-hal sebagai berikut ™

* Wirjono Prodjodikero, ap. «it, hal. 185186

¥ Kitab Undang-undang Hukum Ferdata (Burgerlik Wetboek), op. cit, Pasal 1156 ayat

* ibid_ Posal 1157,

* Atik Indriyans, op. oit, hal 41,
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1. Karena hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadzi >’ Hal
ini sesusi dengan sifat accessoir dari gadai, sehingga apabila perikatan
pokoknya hapus maka hak gadal jupa akan hapus. Perikatan pokok
hapus karea pelunasan, kompensasi, novast dan penghapusan hutang.

2. Karena musnahnya benda gadai.

3. Karena percampuran, yaitu hak milik dan hak gadai berada dalam satu
tangan.

4. Apsbila benda gada keluar dant kekuasaan s1 pemegang gxia dan
peregang gadai masih mempunval bak untuk menuntuinya kembali
dan kalaw berhasil, maka undang-undang mengangpap perjaniisn
gadai tersebut tidak pemah putus.*®
Karena kreditur telah menyalahgunakan benda gadai *

6. Dengan dilepaskennya benda gadai secara sukarela,

2,18, Eksckusi Gadai

Transaks: perkreditan yang dilindungt déngan jaminan i disebut juga
sebagai secured transaction.® Dalam secured iransaction, apabila debitur
lalat memenuhl kewsjibannyva melunasi piutang kreditur, keeditur teriindung:
dengan dapat dieksekusinya barang jaminan kepunyaan debibwr guna
pemenuhan pelunasan hulang,

Gadat termasuk jaminan vaong memilikh hsk didshvlukan {droit de
preference) guna pemenuhan pelunasmn hutang, Berdasarkan Pasal 1133 KUH
Perdata, padat samg dengan hipotik, artinya dilindungt hek preferen yattn hak
didahulukan. Oleh karenanya, pemegang gadai mempunyat hak mengambil
pelunasan hutang dan benda gadat dengan cara mengesampingkan breditur
lain, Bertitik tolak dari hal tersebuwt & atas, Pasal 1134 KUH Perdala

¥ Kitab Undang-undang Hulewm Perdata (Burgerlifk Wetboek), op. eit., Pasal 1381,
B thid, Pasal 1152 ayat (3).
¥ fbid.. Posal 1159 ayal (1)

® M Yahva Harshap, Ruang Lingkup Permusaiohan Eksekust Bidang Perdate, Edisi
Kedua, Cetakiin kezrnpat, {Jakenz: Sinar Grafikie, 2009), had. 179,
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mensmpatkan pemegang gadal sebagal kreditur yang lebih tinggt tingkatnys
dan kreditur konkuren.

yaifil:
1

Salah satu prinsip pokok gadai diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata,

Objek benda berperak dan piutang

Perjanjian gadai banya terbatas atas benda bergerak dan piutang,
sehingga tidak dibenarkan gadal atas benda tidak bergerak yang telah
diatur secara kKhusus (untuk objek berupa tanah akan ditkat dengan Hak
Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, kapal
di atas 20m° dan pesawat terbang diikat dengan hipotik berdasarkan
Hab XX Buky I KUH Perdata Pasal 1162-1232}

Benda gadel mesti berpindab fangan di bawsh kekuasaan kreditur
{pemegang gadai}

Syaral atay asss im bersifat imperatif vakni benda gadai tidek boleh
tetap berada di bawah kekuaasn debitur {pemberi gadaf), letapl mesti
dialihkan ke tangan kreditur. Pelanpgaran atas asas ini, vakm
membiarkan benda gadai tetap berada di dalam kekuvasaan debitur,
mengakibalkan hak gadai menjadi tidak sah Sehubungan dengan asas
ini, apabila benda gadai lepas dari kekuasaan pemegang gadai, dengan
sendirinya menurut hukum bak gadai akan hapus. Namun demikian,
apebila lepasnya benda gadar tersebut disebsbkan dicwri, maka
berdasarkan Pasal 1977 avat {2) KUH Perdata pihak vang mengussa
benda gadat fersebut akan diangpap sebagat pemiliknya

Cara meletakkan hak gadai atas sorat hnjuk {aon onder)

Ketentuan mengenal bal ini diatur dalam Pasal 1152 bis KUH Perdata,
vaitu dengan endosemen dan selanjutnya surat akan disershkan secara
fisik  kepada pemsgang gadai. Dengan endosemen, kreditur
dimungkinkan melakukan hak-hak yang timbul dari surat berharpa
tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini kepemulikan atas surat berharga
tersebut tidak beralih dan pemegang gadai berhak uniuk menagih
menurut hukum bak atas surat berharga tersebul.
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Timbulnya hak pemegang gadai untuk melakukan eksekusi diatur dalam
Pasal 1155 KUH Perdata, waitu debitur cidera janji melaksanakan
kewajibannya dalam ienggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau
apabila tenggang waktu pememuhan kewajiban tidak ditentukan dalam
perjanjian, debitur diangpap melakukan cidera janji memenvhi kewajiban
setelah adanya peringatan untok membayar.

Tata cara eksekusi gadat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1155
dan Pasal 1156 KUH Perdata telah ditentukan secara limitatif dan mmperatif
dengan cara dan bentuk tertentu yaitu:

1. Penjuslan &1 rnuka umum

Penjualan dengan cara umum akan dilakukan menurnt kebiasaan
selempal menurut syarat-syaral yang lazim berlaku.® Dari hasil
penjualan, kreditur mengambil hasil pelunasan yang meliputi hulang
pokek, bunga dan biaya yang timbul dan penjualan. Pasal 1135 pada
dasarnva juga mengahar penjualan secara ipso juri memberikan hak
porate evecuiie dengan hak menjual atas kuasa sendin {rechis von
eigenmachtige verkoop, the right 16 sefl) objek bends gadai kepada
pemegang gadai, namun Pasal 1155 KUH Perdata mengatur prinsip-

prinsip pokok sebagai berikut;
g Penjualan benda lelang harus dilakukan di muks umom melaln
lelang {executoriale verkoopy,

b. Ketentuan penjualen benda lelang di muka umum bersifat
“mandat memaksa” (imperatif mandaat ateu mandatory
instrucrion) yang diberikan kepada pemegang gadai atau
kreditur dalam kedudukannya sebapai eigenmachrige verkoop.

Denpan hak parate eksekusi, kraditur atan pemegang gadai dapat
fangsung menjual benda gada seakan-akan menjual benda miliknya
sendiri, Hak untuk mengambil pelunasan secara parale eksekusi ini
diberikan kepada kreditur oleh undang.undang, sehingpga tidak perlu

“ Wirjons Prodjodikore, ap. cit., bal, 273,
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diperjanjikan. Hak kreditur ini merupakan resiko debitur sepanjang
unsur “si berutang atau si pemben gadai bercidera janji” dan unsur
“setelah dilakukannya sualu penngatan untuk membayar” telah
terpenuhi. ¥

Untuk penjualan benda gadai tidak disyaratkan titel eksekulorial.
Pemegang padai melaksanakan penjualan tanpa perantaraan
pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita untuk mendahuluinya
dengan sualu sitaan. Hak pemegang gadai untuk menjual benda gadai
tanpa titel eksekutorial inilah yang disebut sebagai parate eksekusi.
Hak ini dikarenakan kreditur tidak perfu suatu titel eksekulonal, tanpa
perlu perantaraan pengadilan, tanpa butuh bantuan juru sita, maka
seakan-akan hak eksekusi selalu siap, paraat, di tangan pemegang
gadai.®® Jadi pemegang gadai menjual benda gadai seperti menjual
benda miliknya sendin berdasarkan hak parate eksekusi.
Benda perdagangan dijual di pasar atau efek dijual di bursa

Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata mengatur bahwa penjualan atas
benda perdagangan atau efek dapat dilakukan dengan cara
menyimpang dari aturan pokok penjualan di muka umum, yailu:

a. Penjualan benda-benda perdagangan dapat dilakukan di pasar
ternpat benda-benda tersebul biasa diperdagangkan;

b.  Penjualan efek dapat dilakukan di bursa;

c.  Syarat penjualan harus dilakukan dengan perantaraan 2 orang
makelar yang mermliki keahlian dalam melakukan penjualan
atas benda-benda tersebut.

Penjualan menurut cara yang ditentukan hakim

Cara eksekusi ini diatur dalam Pasal 1156 KUH Perdata yang
mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, kreditur dapat menuniut
kepada hakim agar benda gadai dijual menurut cara yang ditentukan
hakim atau hakim mengizinkan agar benda gadai tetap berada di

“ 1. Satiro, op. cit, hat, 121.

% Ibid., hal. 122.
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iangan pemegang padal atau kreditur, sebaga pelunasan afas jumish
vang akan ditentukan oleh hakime dalam putusan sampai meliputi
hutang pokok, bunga dan biaya*® Ketentuan ini pun dapat menjadi
dasar pengecualian dan dilaksanakannya cara penjuslan benda
perdaganpan dan efek sebagaimana dintur dalam Pasal 1132 avat 2)
KUH Perdala Dengan demikian, sckiranya pemegang gadal tidak
menghendaki penjualan benda padai di muka umum atau penjualan
benda dagangan atau efek menurut di pasar alan bursa, pemegang
gadai dapal mengajukan gugatan wptok meminla agar pengadilan
memutuskan cara penjualan lain yang ditentukan oleh pengadilan ™

Dengan demikian, untuk dapat melaksanakan eksekusi gadai
dengan penjualan secara privat ini, maka mutisk didapatkannya
penetapan pengadilan, Dalam penelapan tersebut hakim menentukan
mengenal adanya persetujuan kreditur atan pemegang gadai dengan
debitur atau pember gadai untuk tidek melalukan eksekusi gadal
menurut Pasal 1133 aval (1) KUH Perdata, cara eksekusi benda padai
yang disepakatl para pihak, penilalan terhadap nilai benda pada unuk
mengetahui nilai benda gadai pada saat eksekusi, dan mengenai satinya
eksekosi, *

Dalam hal pengadilan telah mengsluarkan penetapannya, maka
nyataiah bahwa ada perjaniian gadsl vang ates benda gadal vang
dimaksud 1eiah dapat disksekusi untuk dapat diambil sebagai
pelunasan hutang dengan cara penjualan secara privat Penetapan
pengadilan ini menjadi dasar pembuatan premisse dalam akia berita
acara eksekust benda gadai dan akia jua! belt benda gadat.

Kemudian, setelah terjadi jual beli benda gadai secara privat
maka diperlukan penelapan pengadilan lenjutan yang menyatakan
bahwa jual beh benda gadai adalzh sah dan mengkonfirmasi nilai dan

* Wizjono Prodjodikoro, up. oir., hat 274,
* this

® “Gadai Sahure Kembali Menvai Sengkets,”
st fbdsavonlineom/delsil asp®id=1 2380 & ol e, & Maret 2005.

Univarsitas indonesia

Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH Ul, 2009



kepemilikan atas benda gadal yang telgh dicksekusi Penetapan ini
sangat diperlukan mengingat bahwa tata cara eksekusi benda gadal
yang dilakukan adalah untuk mengenyampingkan tata cara eksekusi
gadai melalui parate eksekusi. Setelah mendapatkan penetapan
pengadilan tersebul, penjualan benda gadat sebagai cara eksekusi
untuk pengambilan pelunasan hulang lersebut wajib diberitahukan
kepada debitur atau pemberi gadai ¥’

Dengan adenva penetapan pengadilan untuk  melakeanakan
eksekusi ssecara privat dan kemudian dilakukan penundaban hek
dengan cara jual beli dengan akta pemindahan hak (dalam hal ini akta
jual belr) vang disahkan dengan penetapan pengadilan pula, maka telah
tegadi pemindahan hak aias benda gadal secara sah.

2.2, Tinjauan Umum Mengenal Saham

2.2.1. Pengertian Saham

Meryjuk pada keientuan Undang-Undang Nomer 40 Tahon 2007 tentang

Perseroan Terbatas (“UUPT™} Pasal 31 ayat (1), modal perserpan terbatas
ferdin atas seluruh mlal nominal saham, Moskipun demikian, UUPT tidak
menutup kemungkinan adanya peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal vang menpatur modal perseroan terbaias ferdin atas saham tanpa nilai

nominal, *®

Pasal 60 ayat (1} BUPT merumuskan pengertian saham sebagai beriku;

“Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.”

(2).

Y Kitab Undang-undang Hidum Perdata (Burgerlik Wethoek), op. cit, Pasal 1156 ayat

2 Indonesia (b), ndueng-Lndang Perseroan Terbatas, WU No. 40, LN No. 106 Tahun

2607, TLN No. 4735, Pasal 31 ayat {23,
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Salah satu pengertian Jain dari saham adalah sebagai wujud konkrit dan
modal perseroan terbatas® Selanjntnya penjelasan Pasal 60 ayat (1) UUPT
menyatakan sebagai bertkut:

“Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak membedkan hak
kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan kepada
setiap orang.”

Berkaitan dengan rumusan ketentuan di atas, Pasal 52 ayat (1) UUPT
menyebutkan hak-hak pemilik yang diberikan oleh ssham yakni sebagai
berikut:

I.  Hak untek menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

2. Hak untuk menenma pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil
Tikuidasi;

3. Hak untuk menjalankan hak-hak lasnnya berdasarkan UU im,

Berdasarkan wrefan di atas, maka dapat diperhatikan ciri-cini ssham
adtalah sebagai benkut:

1. Merepreseniasikan adanya kepemilikan suatu porsi permegang saham
dalem perseroan sebagai akibat dari adanya kontribusi pemegang
saham yang bersangkuian ke dalam perseroan terbatas, ™

2. Memberikan hak kepada pemiliknva untuk:

8 Menghadinn dan mengeluarkan suarz dalam Rapat Umom
Pemegang Saham suatu perseroan terbatas;

b. Menerimsa pembayaran deviden dan sisa kekavaan hasil Hkuidas:
parseroan terbatas;

c. Menjalankan hak-hak Iain vang dapat dilakukan oleh pemegang
saham perserozan terhatas menurut ketentvan UUPT,

d. Memberikan hak kebendsan kepada pemiliknya yang dapat
diperighankan kepada setiap orang

® Ahmed Yani dan Gunasan Widinja, Seri Hickum Bimis Perseroon Terbatas, (Jakarta:
Raja Grafinds Persuds, 20068, Hal. 53,

* Bryan A, Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, (Mimssots: West, Thomson,
2004y, hal. 1408,
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Berbeda pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas, UUPT mengatur bahwa verseroan lerbatas
hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya sehingga
tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.”’

Lebih lanjut lagm, Pasal 49 UUPT mengatur sebagai berikut:

(1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata vang Rupiah,
(Z) Haham tanpa nilai nominal tidak dapat dikelvarkan;
{3) Keentuan schagaimana diatur dalam ayat (2) tdak memalup
kemungkinan disturmys pengeluaran saham tanpa nai nomdnal
dalwn peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

Rumusan pasal di afas semakin memperiegas karakteristik saham vang
harus memiliki miai nominal yang dicanturnkan dalam male vang Rupiah
Namun dernikian, hal ini secara hukumn dapat disimpangi sejauh diatur secara
berbeda dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Nilai
nominal bisa saja lidak sama dengan nilal pasar (harga pasar) dari sabam vang
bersangkutan, karenanya sescorang dapat menjual sahamnya dengan harga di
atas milai nominalnya, dimana hal i sangat bergantung kepada nilai dan
perusahaan ita sendiri pada saat saham tersebut dijual,*

Pemegang ssham akan mendapatkan bukii kepemilikan soham dard
sabam yang dimili'ﬁim” Sedangkan mengenai bentuk darl bukt kepemilikan
atas saham lersebut, dapat diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan
terbatas vang bersangkntan,™

2.2.2, Klasikasi Saham
Kelentuan Pasal 33 UUPT mengatur sehapal benkut:
(1) Anggaran dasar menetapkan 1 {satu) Kasifikasi sabam atau lebib,

M Indonesia (a), op. ¢it., Pasal 48 dan Penjelasan Pasal 48,

* Munir Fuady, Hubum Perusahaan Dalam Parodigma Hukum Bisnis, (Bandixag: PT
Cita Aditya Bakti, 2002), hal. 36.

*® Indonesia (a), op. ¢it., Pasnl 51

* Ihid, Penjelosen Pasal 51,
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(2) Setiap saham dalam klzsifikasi yang sama memberikan kepada
pemegangnyva hak yang sama.

{3} Dalam hal terdapat lebih dan 1 {satu} klasifikasi saham, anggaran
dasar menetapkan salah sata di antaranya sebagai saham biasa

{4} Klasifikasi sabam sebagaimana dimaksud pada avat (3), antara

lain

a.

b.

c.

saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;

saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggofa
Direksi darvatau anppota Dewan Kornisans;

sabam yang setelsh jangka wakitu tertentu ditarik kesnbali
atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;

saham vyang membenkan hak kepada pemegangnya untuk
menerima dividen iebih dahuln dan pemegang saham
klasifikast kun alas pembagian dividen secara kummlatf atau
nonkumulatif;

saham vang membenikan hak kepada psmegangnya untuk
menenima iebik dahulu dan pemepang saham kiasifikasi lzin
atas pembagian sisa kekavaan Persercan dalam likuidasi.”

Dengan demtkian, berdasarken ketentuan tercebut di atas, ssham dapat

diklasifikasikan sebagai berikut;

1
2
3.

Saham dengan hak suara
Saham tanpa hak suara
Saham dengan hak suara untuk mencalonkan anpgota direksi danfatau

dewan komisaris;

Saham yang setgiah jangka wakio tertentu dapat
a. Ditank kembaiy, stay
b. Ditukar dengan klasifikasi saham yang lain

Saham vang membertkan hak kepada pemeganpnya

a. Pembagian deviden secara kumulanf; atau

b. Pembagan deviden secara non kumulatf

Saham yang memberkan lebih dehulu kepads pemegangnya dan

pemegang saham klasifikast vang [ain alas pembagian deviden dan sisa

kekayaan Perseroan dalam Ikwidasi,
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2.2.3. Saham Sebagai Benda Bergerak Tak Berwajud

22.3,1. Gadai Saham Sebagai Jaminan Kredit

Pokok-pokok keientuan mengenal gadal sampal saat ini masik
mengacu dan merujuk pada kelentuan gadai secarz umum berdasarkan
ketentuan Buku It Bab ke-20 dari KUH Perdata dan belum diatur secara
terperinci dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, gadal dikenal
sebapai lembaga jaminan yang tertuju pada benda-benda bergerak. Benda
bergerak yang digadaikan tersebut harus diserahkan dan dikuasal serta
disimpan oleh kreditur.® Dengan demikian, apabila benda tersebut
dikembalikan kepada pamiliknya maka jaminan gadai menjadi batal *

Pada awalnya yang dimaksud benda bergerak adalah benda vang
memitiki sifat tdak dapal tergabung dengan tanah atau dinaksudkan untuk
mengikuli tanah atay banpunan®® Seiring dengan perkembangan zaman
dan duria perdagangin, pengertian benda berperak memadi luas sampai
kepada benda bergerak yang tidak berwujud.

Pasal 60 ayar (13 UUPT menyatakan sebagai benkut:

“Kepemilikan atas saham scbagat benda bergerak memberikan hak
kehendaan kepada pemiliknya Hak tlerssbut dapat dipertabankan
kepada setinp orang ™

Ketentuan pasal lersebut di alas memberikan makna bahwa saham
diartikan sebagai benda bergerak dan juga memberikan hak kepemilikan
kepada pemiliknya Pengertizn saham sebagai benda bergersk ini juga
disebutkan dalam Pasal 511 KUH Perdata vang menyebutkan:

“vang dianggap sebagal barang bergerak karena ditentukan undeng-
undang adalah:

... bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan vang,
persekutuan perdagangan atau persekutnan perusahaan, sekalipun

? Abdulkadis Muhammsd, Hukum Perusahapn Indonesiz, (Bandung: PT Cita Aditys
Bakti, 2002), hal. 296,

* getnowolan Sutustio, Xepila Selefta Hulum Ekonomi, (fekorls: Tkaan Hakim
Indonesia Cabang Mahkamah Apung Bepublik Indonesia, 19853, hal, 140,

¥ Subekt, op. cir, hal 51,
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barang-barang bergerang yang bersangkutan dan perusshasn itu
milik persekutuan. Bukli saham atau saham ini dipandang sebagai
benda bergerak, ietapt hanya terhadap masing-maging peserta suja,
selama persekutuan berjalan. ”

Saham termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud
karena ssham lebih merupekan hak daripada barang dalam arti nyata*®
Saham memiliki hakekat yang memberikan hak tagih bagi pemegangnya
untuk mendapatkan sustu keuntungan tertentu dan’ merupakan instrumen
peryertaan modal seseorang atay lembaga dalam suam perusahsan, Saham
juga merupskan surat berharga vang mencantumbkan kata saham i
dalaminya, sebé,ga.i tanda bukti kepermubikan sebagian dari mwodal
perseroan.®

Kedudukan saham sebagal objek jaminan telah dikemukakan dafam
SK Sireksi BI No.: 24/32/Kep/Dir, tangpal 12 Agostus 1991 ientang
Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit Dengan Agunan Saham,
yang menvebuikan, bank diperkenankan pnaik memberiken kredit dengan
agunan tambzhan berupa saham dan perusshaan vang dibiayai dalam
rangka ekspansi atau skuisisi. Pelaksanaan proses pengikatan gaial sgham
tersebut akan tunduk kepada ketentuan mengenai gadai vang diatur dalam
KUH Perdata *

Oleh karena i, sepamjang tidak ditentukan lain dalam anggarsn
dasar perseroan lerbalas yang bersangkutan, saham dapat dijadikan obiek
Jarminan gadat untuk menjamin pelaksanasn kewafiban pemenuhan hulang
debitur kepada kreditur.

* Wihyone Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, “Jual Beli Den Aspek Peralihan Hak

Bilik Suath Besidz {Dslam Konstrukst Gadai Saham)”, Juwmed Hulum & Pembangunan 35
{20053, hal. 50,

# M. Irsan Nasaroddin den Iodra Surya, dspek Hubkum Pasar Madal Indonesia, catakan

k-4, (Jukarta: Kencoon Prenada Media Group beleria sams dengan Lembagn Kadlan Pasar Modad
& Kevnngan, 20973, hal. 188,

P toni Emiczon, Hulvm Surat Berharga Dan Perkembangonrys Di Indoresta, (Jakarta:

PT Prenhallinde, 20013, hal 72

*! Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung: CV, Mandar Maju, 2000), hal, 75,
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Telah disebutkan sebelumnya bahwa benda vang digadaikan tersebut
harus diserabkan dan dikuasai seria disimpan olch kreditur. Apabila hal
tersebut tidak dilakukan maka jaminan gadai menjadi tidak sah,®* Dalam
konsep gadal sebagaimana diatur dalarn ketenivan Bab XX Pasal 1150
1160 KUH Perdata, penyerahan objek gadai ke dalam kekuvasaan kreditur
mengakibatkan adanya pengalihan hak sehingga kreditur atau penerima
gada dapat menikmati manfaat dan hasil dan benda yvang digadaikan,

Dalam kaitannya dengan saham sebagai objek gadai, saham vang
bersangkutan harus disershkan kepada kreditur atau penerima gadal agar
perjanjian gadai menjadi seh. Akibat diserahkannya saham vang menjadi
benda jaminan kepada kreditur alav penenimiz padai alau pemegang gadai
miaka terjadi penguaszan atas saham vang digadaikan Hak menguasal
yang Gimbul dari adanya pengalihan secara fisik dan yuridis saham vang
digadaikan memberikan kewenangan bagi kyeditur untuk bertindak sebags

penguasa atas sahan tersebut.

Walaupun terjadi pengalihan secara fisitk dan yundis dar saham-
saham vang dijadikan benda gadai, perlu diperhatikan hak-hak wiama
selaku pemegang saham yang lidak dialihkan kepada pemegang gada,
Hak-hak zpa saja yang tidak dialinkan ity distur dan disepakati oleh
pemben gadal dan penenima gadai dalam perjanjian gadai saham,

Menurut Pasal 52 UUPT, hak-hak yang dimgliki oleh pemegang
saham sebagat konsekuensi atas kepemilikan sshom dalam perseroan
1grbatas anara lain sebagai berikut:

i. Hak untuk menghadin dan mengeluarkan suara dalam Rapat
Umum Pemegang Saham;

2.  Hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil
likandasi;

3. Hak untuk menjalankan hak kainnya berdasarkan UUPT,

S Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlik Wetboek), op, eit,, Pasal 1152 ayat
2).
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Lebih lanjut lagi dalam Pasal 60 aval (4) UUPT disebutkan bahwa
hak suara atas saham yang dijaminkan dengan gadai tetap berada pada
pemegang saham Dengan demtkian berdasarken ketentuan-ketentuan
tersebut, para pihak dalam perjanjian gadal ssham dapat menentukan hak-
hak mana saja yvang tetap berada pada atan beralih dan pemben gedal,
asalkan hak untuk mengeluarkan suara atas sabam telap bernda pada
pernegang saham. Untuk kepentingan pemegang padai hak svara atag
saham yang digadaikan dapat diberikan oleh pemegang saham aiau
pemberi gadat pada pemegang gadai dengan suatu kuasa khusus uniuk,
termasuk namun tdak terbatas, nntuk hadir datam rapat umum pemegang
saham dalam membenkan suars.

Penyershan sabam kepada kreditur atas pemegang gadal sebagai
jaminan pelunasan hutang harus dibedakan dengan pemindahan hak aias
ssham sebagaimana dimaksed dalam Pasal 56 UUPT. Pasal 36 UUPT
menentukan pemindshan hak atas sabam dilakukan dengan akia
pemindahan hak, Hal ini fentu saja berbeda denpan penyerahan saham
sebagai jaminan gadai yang dilakukan dengan akia perjanjian gadal,

Pemindahan hak atas saham karena padai hanva dapat terjadi bila
debitur ielah dinyatakan wanprestasi schingpa kreditur  karena
kekuasaannya dapat menjual saham vang digadaikan sebagai pelunagan
plutangnya Karena pengambilan pelunasan piwtang oleh kreditur atan
pemegang gadai dibalasi oleh ketentuan Pasal 1154 ayat (1) KUH Perdata,
yang menyatakan kregditor tidak dibenarkan memiliki benda vang menjadi
objek gadai meskipun debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka
eksekusi benda gadal harus dilakukan dengan tata cara eksekusi yang telah
disepakati ofeh debitur dan kreditur dalam perjanjian gadai.

Penjualan atas saham inilah yang akan menyebabkan legadinva
pemindahan hak atas saham dari penjual (kreditur) kepada pembeli saham.,
Pemindahan hak atas saham fersebut dilakukan dengan menuangkannya ke
dalam akta jual belt saham sebaga beniuk pemindahan hak atas saham
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2.2.3.2. Hak Milik Dalam Gadai Saham

Terhadap benda bergerak, seliap orang dapat mentkrean hak
kebendaan vang memberiken kenikmatan vang berupa bhsk milik
{eigendom) maupun bezit.

Hak milik diatur di dalam Pasal 570 KUH Perdata yang
menyebulkan;

*“Hak milik adalah hak uniuk menikmati suatu barang secara leluasa
dan untuk berbuat terhadap barang #Hu secara bebas sepenuhnya,
asalkan Gdak bertentangan dengan undang-undang atay peraturan
umum vang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak
mengganggy hak-hak orang lain; kesemuanya im tidak menpgurangi
kemungkinan pepcabutan bhak depy kepentingan umum  dan
penggantian kerugian vang pantas, berdasarkan keientuan-ketentuan
perundang-undangan”

Berdasarkan ketentuan di atas, hak milik memberikan kewenangan
kepada pemegang hak untuk menguasal, memanfaatkan  dan
mempergunakan benda yang dimaksud dan mempenabankannya terhadap
siapapun.

Permasalahan benda bergerak dalam hubungannya dengan keadaan
berkuasa (bezit) dapat dnemukan dalam Pasal 1977 KUH Perdata yang
menyebutkan;

“Barangsispa menguasal barang bergerak yang tidak berups bungs
atau piutang vang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap scbagai
pemiliknya sepenvhnyz.

Walaupun domikian, barangsiapa kehilangan ataw kecurian suatu
barang, dalam janpka waktu tiga tashun, terhitung seiak hari barang
ite hilang alau dicun, dapatish memmtut supava barang yang hilang
atan dicurt iu dikembalikan pemepgangnya, 1anpa mengurangi hak
orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugl kepada orang
yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula lanpa mengurangl
ketertuan pasal 582.%

Pasal 529 KUH Perdata yang membahas mengenal bezit sendiri
menjabarkan dalam kalimatnya:

“Yang dimaksudkan dengan bezir adalzh kedudukan menguasai atan
mkmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara
pribadi atay dengan peraniaraan orang lain, seakan-akan barang it
miliknya sendin®

Universitas Indonesia

Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH Ul, 2009



13

Pasal 574 KUH Perdata menyinggung salah satn akibat dari bezir
terhadap benda tidak berwujud, yakni:

“Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga vang menguasat
barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimans
aéazzya.)i

Bezit sendiri terdini dan bezir benda dan bezit hak. Bezir benda ialah
bezit mengenai benda-benda berwujud, sedangkan bezit hak ialah bezit
terhadap benda-benda tidak berwujud ataupun hak *

Ssham sebagai sustu benda bergerak membenkan hak kebendaan
vang memberikan kenikmatan kepada pemiliknya Kebenduan yang
dimaksud menurut Pasal 529 KUH Perdaia harus dilibat sebagai
keseluruhan benda dilihat secara umum, baik bergerak dan tidak bergerak,
Fupa berwojud maupun tidak berwujud.

Jika dikaitkan dengan ketentuan-kelentuan tersebut di stas, meka
jelas bahwva saham dapat dimiliki dengan hak milik dan merupakan benda
bergerak yang dapat di bezir.

Cara memperoleh hak milik diawr dalam Pasal 584 KUH Perdala
yang menyatakan

“Hak milik atas seatu barang tidsk dapat diperoieh selain dengan
pengambilan untuk dimiliki, dengan perickatan, denpan kedaluwarsa,
dengan pewarisan, batk menund undang-undang maupun memirut
surat wasiat, dan dengan penunjukan atay penyerahan berdasarkan
suatu petistiva perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan
oleh orang yang berhak untuk berbuat techadap bamang it.”

Pasal 1977 KUH Perdate pada dasarnya merupakan pengecualian
dari kelentuan Pasal 582 KUH Perdata, di mana terhadap benda borgerak,
bagi siapa yang menguasai benda bergerak terhadap dirinyalals dianggap
sebagai pemilik benda bergerak tersebut Letak perlindungan hukum
menuret Pasal 584 KUH Perdata berbeda dengan perlindungan hukum
menurut Pasal 1977 KUH Perdata yang membernikan perlindungan hukum
kepada pembeli beritikad batk.

® Wahyono Darmabraty dan Ari Wehyudi Hertanto, op. £it., hal. 53.
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Dalam kaitannya dengan gadat sabam, hak gadai hapus apabila
saham yang digadaikan keluar dan kekuasaan si kreditur. Apabila barang
tersebut hilang dari 1angan kreditur atau dicun darinya, si kreditur berhak
menuntuinya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2)
KUH Perdata, sedangkan apabila saham tersebut kembali diperolehnya,
hak gadai dianggap tidak pernah hilang **

Lebih lanjut Pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata menyatakan, hak tidak
berkuasanys 5i pemben gadai alau debitur untuk bertindak bebas dengan
sgharm yang digadaikan tidsk dapat dipertanggungiawabkan kepada
kreditur yang telah menerima saham tersebut dalam gedal, dengan tidak
mengurangl pihak vang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk
menuntuinya kembali **

2.3. Tinjauan Umum Mengenat Akta
23.1. Pengeriian Akia
Mengenai arti atau definist davi suaty akia dapat dilthat melalut pendapat
yang diberikan cleh beberapa pakar hukum, diantaranya adalah Prof. Subekl
yang mengatakan: %

“Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan
seeuatn hal @au penstiwa, karenanya suatu akta harus  selalu
ditandatangani”

A Pitlo berpendapat bahwa: &

“Akta adalah suatu sural yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai
sebagai bukt, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa
sural itu dibuat”

® Kitab Undong-wutang Hiuwken Perdaty {Burgerlisk Wetboek), op. eit., Pasal 1152 aynt
32

5 M. Duhsan, op. cit,, hal, 14,
% Subekti, ap. cit, hal. 178.

¥ Teguh Samudrs, Hidn Pembuktion Dalam Acara Perdata, cel. 2 (Bandung: Alumni,
2004), hal. 37, sebagaimana mengutip Pitlo, Pembuldian Dan Daluwarsa, cel. 1, {Inkarta;
Intermasa, 1978), hal. 52.
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Menurut Sudikne Mertokusumeo:

“Akia adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-
peristiwa yang menjadi dasar daripada suatn hak atau perikatan, yang
dibuat sejak semula dengan sengaja uniuk pembuktian,”

Selain pendapm dari pakar hukum-pakar hukem iersebut & atas,
pengertian akia juga dapat ditemukan dalam Black's Law Dictionary yang
menyebutkan akta sebagai: ©

%1 Something that is done or carried out; an act or action,
2. Awritten instrument by which land iy conveyed;
3. A: common knw, gny instrumemt ot is signed, seoled and
delivered and that conveys spme interest in properpy.”

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat ditank kesimpulan
babwa akta dapat diartikan sebagai suatu surat, dokumen, atanpon alat yang
menyatakan kebenaran suvatu perbuatan bukum vang diteangkan ke dalam
media secara tertulis.

Dengan demikian akia dapat dipergunakan sebagal suatu bukli sehingga
dapat menyempumakan perbuatan hukum seseorang, sebagai tanda, data-data
alaupun identitas subjek hukum dinyalakan secara legas di dalam zkia dan
ditandatauzani  olsh  subjek hukum  vang  bersangkutan, serta  telsh
dilakukannya perbuatan hukum anlara para pibak yang dinyatakan secara
tertulis,

Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata, dapat dikemukakan adanyz dua
macan akia yang dikenal, vaite:

. Akig Dtentik
Pasal 1868 KUH Perdada menyebulkan,

“Suatu zkta otenbik jalah suzty akfa vang dibuat dalam bentuk
yang diteniukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat
wmum yang berwenang uniuk itu i tempat akta itu dibuat.”

* thid., sehagaimana mengulip dari Sudikno, Hubwm Acara Perdata Indonssia, eei. 1,

(Yogyakirta: Liberty, 19773, hal. 101.

@ Bryan A, Garmer, op. it hal, 444,
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Menurut GH.S. Lumban Tobing, apabila suatu akia hendak
memperoleh slempel otentisitas, maka harus memenuhi persyaratan-
persyaratan sesuat dengan Pasal 1868 KUH Perdata di atas, yaitu:

a.  Akta itu harus dibuat oleh {door) atau & hadapan (ten oversiaan)
ssorang pejabat urmnum;

b. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang; dan

¢. Pejabat umum oleh alaw ¢i hadapan siapa akta itu harug
mempunyal wewenang untuk membuat akta tu. Pejabat umum
pembual akia vang dimaksud selain nolans adalah panilera,

jurusita, pegawal pencatat sipil, hakim, dan lain-lain.

Dan uraian di atas dapat dikelghw ada 2 {(dua) macam zkia
otentik, yaitu:’

&  Akta relaas atan akia pejabat
Akta yvang dibuat “oleh” (door) notans yang menguraikan secara
otentik sesualu tindakan yang dilakukan atau suafu keadaan yang
dilthat atau disaksikan oleh pembuat akia itu, yakm netaris
sendin, di dalam menjalankan jabatannya sebagat notaris.

Termasuk di dalam akta relass ini adalah berita acara rapat

para pemegang saham dalam perseroan lerbatas, akla pencatatan
budel, dan akia-akta lain yang dibuat oleh notaris dan apa yang ta
iihat, saksikan, dan alami saat menjalankan jabatannya.

b, Akta pariij
Akta yang dibuat “di hadapan” (ten oversiaan) notaris vang
berisikan suatu “centa” dari apa yang 1erjadi karena perbuatan
yang dilakukan gleh pihak Iain di hadapan notanis, artinya yang
diterangkan afau diceritakan oich pihak lain tersebut kepada

notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana

® (GHS Lumban Tobing, Peratwran Jabatan Notarss, {Jakaris: Eriangge, 1992), hal. 48,

# Thid. hat. S1.
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pihiak lain itu sengaia datang di hadapan notanis dan memberikan
keterangan itu ataw melakukan perbuatan itu di hadapan notaris,
agar keterangan atsu perbuatan itu dikonstantir oleh notaris di
dalam suatu skta otentik.

Termaguk di dalam akta parti} ini adalah perjanjian hibah,
perianiian jual beli, wasiat, kuasa, perjaniian kredit, dan uraian-
uraian lain mengenal keterangan-keterangan dan orang-orang
vang berindak  sebagai  pihak-pihak  untuk  mienvatakan
kehendaknya di dalam akta

2. Akla di bawah tangan
Pasal 1869 KUH Perdata menyebutkan:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akia otentik,
baik karepa tidak berwenangnyva ateu tidek cakapnva pejabat
umum  yang  bersangkutan maupun  karena  caca!  dalam
beatukatya, mempunyat kekeatan sebagat {ulisan & bawah tangan
bila ditandatangani oleh para pihak ”

Dari pasal tersebut di atas dapat diketahui akia di bawah tangan
adalah akta vang seagaja dibuat uniuk pembuktian oleh para pihak
tanpa bantvan dari seorang pejabat Jadi semata-mals dibuat anfara
para pihak vang berkepentingan. Akta di bawals fangan diatur dalam 8,
1867 Nomeor 29 uniuk wilayah Jawz dan Madurs, sedangkan untuk
hsar wilayah Jaws dan Madura diatur datam Pasal 286 —~ Pasal 305
RBg {Rechisreglement Buitengewesten), diatur juga pada Pasal 1874 —
1880 KUH Perdata. Termasuk dalam surat di bawah tangan menurut S,
1867 Nomor 29 adalah surat-surat dafar (register), calatan rumah
fangga, dan surat-surat lainnya yang idbual tanpa banfuan pejabat.

Pengertian akia otentik dan akia di bawah tangan juga dapat ditemukan
dalam UUIN, yang menvebutkan:
1. Akta notans adaleh akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan
Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUIN.™

? Indonesia (&), ap. oit., Pasal | angka 7.
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Bentuk dan fata cara yang dimaksud mengacu pada Bab VI tentanp
Alda Notaris, Pasal 38 — Pasal 65 UUIN,
Akta di bawah langan adalsh akta yang tidak memesuli beniuk dan

{ata cara menurut ULINLP

Menurut GH.8. Lumban Tobing, perbedasn terbesar antara akia otentik

dan akia di bawah tangan adalah:™

R

Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang mengenal langgal
dari akia yang dibuat di bawah tangen tidak selalu demikian,

Grosse dan akiz otentik dalam beberspa hal oeompunyval kekuatan
eksekutong seperh pastusan hakim, sedang akta yang dibuat & bawah
iangan fidak mempunyal kekuatan cksekutorial;

Kemungkinan akan halangnya akta yang dibuat di bawsh tangan lebih
besar dibandingkan dengan akia otentik.

2.3.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Pembuktian dalam hukum agara mempunyal artl vang sangal penling

bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dan para pihak

tersebut. Tujpan dant pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian

kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.”® Untuk dapat
mermbukiikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukh yang
diakui oleh undang-undang. Menurut Pasal 164 HIR, alat-alal vang dapat
dijadikan sebagai alat bukti antara lain;

L
Z
3

Bukti dengan surat {fulisan);
Bukti dengan saksi;
Persangkaan-persangkean:
Pengakuan;

24,

® fbid., Pasal 16 ayet (1) huruf ), Pasal 16 ayat (73, Pasel 39, Pasal 40, Pasal 52, dan Pasal

* GHS Lomban Tobing, op oif, hal. 34,

¥ Qudikno Mertokusumo, Hulomn Acorn Pardoty ndonesia, B389 keompat, (Yopyakarts:

Liberty, 1993), hal. 21
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Sumpah

Sehubungan dengan bahasan dalam Tesis ini dan uratan sebelumnya,

pembuktian dengan surat (tulisan) dapat dilakukan melalui tulisan yang
otentik (akta otentik) atau dengan tulisan di bawazh tangan (akia di bawah
tangan).”® Namun berbeda dengan akia di bawah tangan, akta otentik memiliki

kekuatan pembukfian yang sempuma” Kekuatan pembuktian suatu akia
otentk dibedakan menjadi:”

1.

Kekuatan pembuktian ighiriah
Akta otentik memiliki kemampuan dart akia it sendirl untuk
membukiikan sendiri keabsahannya sebapai alia otentik (aeta publice
probant sese ipsa). Apsbila suatu akla kelhaiannya sebagai skia
otentik, artinya menandakan dirmys dari lvar, dan kata-katanya
sebagai vang berasal darl secrang pejabat umum, maka akia it
terbadap sefiap orang diangsap sebagal alia otentik, sampai dapat
dibuktikan bahwa akia ity adaish Bdak oentik

Menurut Pasal 1875 KUH Perdata, kemampuan ini tidak dapat
dibenkan oleh akta di bawah tangan, karena akta di bawah tangan baru
berlaku sah apabila para pihak yang menandatanganinya rmengakui
kebenaran dart tanda tangannya itu atau apabila dengen cara vang sah
menurut hukum depat dianppap sebagal telah diskui olch yang
bersangkutan,
Kekuatan pembuktian formal
DPengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akia otentik dibuktikan,
bahwa pejabat vang bersangkutan teleh moenyataken dalam tulisan itu,
sebagaiana yang lercantum dalom akia #u dan selain darn itu
kebenaran dan apa yang divrailan oleh pejabat dalam akta ito sebagai

™ Kitah Undong-undang Hukwn Perdata (Burgeriijk Wetboeks, op. cit., Pasal 1867,
? Ibid, Pasal 1870,

* (GHS Lumban Tobing, foc. cil..
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vang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya
tta.

Pada akta di bawah langan, kekuatan pembukfian ini hanya
meliputi kenvatasn, bahwa keterangan ity diberikan, apsbila fanda
tangan ity diakw oleh yang menandatanganinya atan dianggap sebagai
telah diakui sedemikian menurut hukum,

Kekuatan pembuktian materal

Dalam kekuatan pembuktian ini, (idak hanya kenyataan babwa adanva
peristiwa hukum saja, akan tetapi isi dari akta 1tu dianggap dibukiikan
sebagai yang benar terhadap sefiap orang. Bagi notaris yang membuat
akta tersebut, akia itu sebagai tanda bukti pula terbadap dirinya (prewve

preconshituee),

233, Pengertian Pibak Dalam Akta

Seseorang dapat dengan beberapa cara mergady pihak dalan suate akla

notaris, yakni: ™

e

Dengan kehadiran sendiri (in persoon)

Bahwa yang berkepentngan, hadir dan bertindak untuk diri sendin
untuk kepentingannya,

Melalui atan dengan peraniaraan kuasa {door gemachiigde)

Dalam hal terfentu pihak yang berkepentingan dapat memenuhi
kepentingannya dengan memberikan kuass kepada orang lain untuk
bertindak atas nama dan untuk pihak vang berkepentingan tersebut
Dalam hal demikian, maka yang mewakilinya disebut sebagai pibak
dalam kedudukan selako kuasa, sedangkan pihak yang berkepentingan
yang diwakilinya disebui sebagal pihak melalui atau  dengan
perantaraan kuasa

Dazlarn jabafan atau kedudukan (i Aoedanigheld) misalnya sebagai

wali, kurator alau pelaksana wasiat,

® Ibid, hel 14%.
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Terjadi apabila seseorang menyatakan, bahwa ia bertindak di dalam
akta yang bersangkutan bukan untuk dirinya sendisi, akan etapi untuk
orang lain atau badan, yaknl bukan untuk membela kepentingannya
sendini, akan tetapl kepentingan orang lain, sepertt anak-angk di bawah

urour, direksi dart suatu persercan terbatas, dan sebagainya,

Telah divratkan pada pembshasan sebelumnya bahwa akta merupakan

dokurnen, yang dapst diadikan sebagai alat buldi, vang menyatakaa
kebenaran suatu perbuatan bukum yang dilvanpkan ke dalam media secara
lertukis, Salzh satu perbuzian hukum yang diuralkan dalam akta dapat benupa
perikatan antara pihak yang sati denpan pihak vang lain.

Dalam kaitannya denpan penkatan tersebut, untuk dapat menjadi pihak

di dalam sktz atau untuk dapat melakukan suate perjanjian, sangal emt

kaitannya dengan syarat subyektif vaitu kecakapan pihiak yang bersanpkutan
untuk melakukan suate perikatan yang askan ditvangkan ke dalam suatn

perjanjian.®® Orang-orang yang diangpap tidak cakap hukum antara Jain:™

1

Orang-orang vang belum dewasa yakni mereka vang belum mencapai
wmur genap dua puluh satu tehun dan tdak kawin sebelumnya;® dan
Mereka yang ditarub 8i bawsh pengampuan;

Perempuan, daiant hal-hal yang ditetapkan cleb undang-undang, dan
pada uwmumnya seémua orang kepads siapa undang-undang telsh
melarang membuat perjmnjian-perjanjian tertentu,

Namun berdasarkan Surat Edawan Mabkamah Agung No.3/1963
tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan Hdak lagi
digolongkan sebaga: vang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan
perbuatan hukum tanpa bantuan stau izn suaminya

2 Ktiob Undang-undang Hulum Perdata (Burgerliie Wesboek), op. oit,, Pasal 1320,
N Ihid., Pasal 1330
% Ibid., Pasal 330.
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“t ¥

Dalam kaitannya dengan akta, perlu diperhatikan hubungan antara pihak
di dalam akia dengan penghadap di dalam akta. Menurui GHS Lumban
Tobing, perkataan “penghadap” harus diartikan dalam arti biasa, yakni orang
vang datang menghadap kepada notaris® Jadi tidak termasuk di dalam
pengertian tersebut bag mereka vang diwakili di dalam akta, bak diwakili
secara lisan maupun secara terdulis, slaupun dalam kedudukan atau jabatan,
Dengan demikian, penghadsp di dalam akta sudah fentu merupakan
pihak di dalam akta yang bersangkutan. Namun seseorang yang menjadi pihak
di dalam 2kiz belum tentu merupakan penghadap di dalam akia, karena pka
kedudukan pihak tersebut diwakili oleh seorang kuasa, maka pihak tersebut
tidak dapat dikateporikan sebagal orang vang menghadap notans.
Berdasarkan Pasal 39 UUIN, untuk menjadi penghadap di dafam akia
haras memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Pahng sadikit beramuor 18 (delapan belas) tabun alau telah menikah;
dan
2.  Cakap melakukan perbuatan hukum,

2.3.4. Pengertian Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta
Pasal 54 TJUIN menvebutkan:

"Wotaris  hanya  dapal memberikan, memperbhatkan,  ateu
memberitahiukan 181 akm, {Brosse Akia, Salinan Akta atau Kut:pan Akia,
kepada erang yvang berkepentingon fonpsung pada olaa, ahli waris, atau
ofang yang mmpmieﬁx hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundangundangan”™

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ULUN tersebut, hanya orang vang
berkepentingan langsung pada akia, vanp dapat memperoleh salinan akia
Dengan demikian dapat dipshami dengan jelas bahwa undang-undang tidak
memperkenankan semua orang untuk dapat melibat atau mengetahui isi akia-
akia yang dibuat oleh notaris, Hal ini sejatan dengan maksud rahasia jabatan
seorang nolans yang wanb merahasiakan segala sesvatu mengenal akta yang

8 GHS Lumban Tobing, ap. eit., hal. 176.
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dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleb guna pembuatan akia sesuad
dengan sumpah/ianii jabatemn, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ¥
Namun terdapat perkecualian agar pihak ketiga dapat mempersieh isi
akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan skin, yaitw dalam hal untuk
kepentingan proses peradilan. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,
penuntut wmum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah
herwenang unuk:*
. Mengambil fotokopt minuta akta dan atau surat-surat yang ditekatkan
pada minuia akia atau protokol nelaris dalam penyimpanan notaris;
2. Memanggil nolans untuk badir dalam pemeriksaan yang berkaltan
dengan akia yang dibuatnya aiau protokol notaris vang berads dalam
penyimpanan notars.

Perkecuslian vang lain dapat ditemukan dalam Pasal 848 Herziene
Indenesisch Reglement (HIR) yang menyebutkan:

“Barangsiapa selama dalam suatu proses hendak memperoleh furinan
atau kubtipan sesuatu akia, di mana ia tidek pemah merupakan pihak,
harus mengajukan tuntulannya agar diberikan dengan paksa dengen
suatu akta pengacara Kepada penpacara”™

Dengan demikian, hanya dengan pendapal dan hekim, seseorang yeng
bukan pihak dalem skia dapat mempunyai kepentingan pada skia itu, orang
yang bersangkutan dapat mengajukan funtutan untuk memberikan kepadanya
salinan dani abla itu secara paksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 848 HIR ™

Sehubungan dengan orang yang berkepentingan langsung pada ala,
salah saty perateran perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 54 UUIN
adaizh Pasal 848 HIR Jadi, orang-orang yang bukan pihak dalam alta
maupun pihzk yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap akta dapat
mempercleh grosse, kutipan dan/atau salinan akia hanya dengan cara yang
thatur dalam Pasal 848 HIR.

# Indonesia (1), ap. cit, Pozal 16 ayal (1) horuf ¢ juncie Pasal 4 ayst (2),
% thid , Prssl 65,

% GHS Lumban Tobing, op. ¢it, hal. 264,
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Mengenal siapa vang dimaeksud dengan orang yang berkepentingan

langsung pada akig, dikenal beberapa pendapat vaitu antara lain®’

1.

Menunit Hoge Raad dafam arresinya tgl 20 Junt 1213 (W P N.R. 2278,
N.L 1913) menyebutkan bahwa orang yang berkepeniingan langsung
pada akta adalah bukan mereka yang mempunyai kepentingan pada
akta, akan tetapi mereka yang mempunyai hak atas akta, artinya yang
mempunyal hubungan hukum dengan akta, yang bersumber dari
penugasan yang diberikan kepada notans untuk membual akla it
{pandangan sempit};

Menurat Libourel, orang yang berkepentingan langsung pada akda,
tdak terletak pada jawaban alas perfanyasn siapa vang berbak atas
akta, akan ietapi dalam jawasban atas perfanyaan siapa vang
mempunyat kepentingan, vakni kepentingan langsung pada akia
{pendapat luas).

Menunit Egpens, orang yveng berkepentingan langsung pada akia
adalah mereka bagi stapa isi akia itu diperuntukkan, mereka vang
menjadi pihak pada 151 akta, sekalipun mereka ddak ikut sebagai
penghadap dalam akta yanng bersangkutan Dengan demikian bukan
pihak-pihak dalam akia, akan tetapi pibak-pihak pada akta

Untuk dapat memahami siapa saja vang dimaksud dengan crang vang

berkepentingan langsung pada akia, ada baiknya melihat rumusan pasal-pesel
lain dalam UUIN mengenal daftar akia daflar klspper, den rahasia jabatan

naiarns.

Salah saiu passl tersebut adsieh Pasal 58 ayat {2} UUIN mengenal daflar

akta {dahulu disebut sebagal repertorium} yang dibuat oleh notaris:

“Dralam daftar akta, Notaris sefiap hari mencatat semua akda vang dibuat
oleh atau di hadapsnnya, baik dalam beniok minuia akia maupun
origingll, tanpa sela-sela kosong masing-masing dalsm ruang vang
ditutup dengan garis-garis tinfa, dengan mencantumkan nomor wnit,
nomor bulangn, fangpal, sifat akta, dan nama semuag orgng wng
bertindak baik untuk dirinva sendirt maupun sebagai kuasa orang lain”™

¥ Ibid., hal. 263,
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Kemudian Pasal 59 ayat (2) UUJN mengenal daflar klepper sebaga
kutipan dari dafiar akia, berbunyi:

“Pafiar klapper memuat nama gemua orgne wing menvhadap dengan
menyebutkan. di belakang Gap-tiap nama, sifat, dan nomor akla, atau
surat yang dicatat dalam dafiar akta dan dafler serat i bawah tangan.”

Pengadaan daftar akta dan daflar kiapper untuk akta-akta yang dibuat d
hadapan notaris sangat perly, selain untuk memberikan keyakinan fentang
adanya akta itu dan tanggal akda itu sendin, juga untuk memudshkan
pencarian akta. Nama-nama vang harus dan dapat dimasukkan dalam daftar-
daftar tersebut sdalzh nama dari semua orang yang bertindak sebagal vang
berkepentingan dalam akta yang dibuat oleh notaris itu, baik yang bertindak
untuk diri sendin maupon dengan perantaraan seorang kuasa afaupun

mewakii orang lain®®

Sehingga orang-orang 4 luar pihak  vang
berkepentingan dalam akia, seperti saksi-saksi pengenal, penterjemah, alay
orang lain vang ikut menghadap sebagai saksi pada pembuatan akia {makelar
atau penpacara) tidsk periu dicantumkan i dalam dafar akia alsu dafiar
klappsr.

Apabila notaris  memasukkan npama-nema orang  yang  fdak
herkepentingan {ersebut ke dalam daflar akia dan selanjuinys dalam dafiar
kiapper, maka semua orang vang ditulis namanya tersebut dapat memperoleh
isi akla, grosse akta, salinan akia atau kutipan akta Hal ini bertentangan
dengan rahasia jabatan notaris di mana nofaris wajib mershasiokan segala
sesuatn mengenai akia yang dibuatuya dan segala keterangan yang diperoleh
guna pernbuaian akts sesual dengan sumpah/ianii jabatan, kecuali ditentukan
lain oleh wzdang»undng,”

Tin Kesatuan Sikap dan Pemshaman Dalam Pelaksanzen Undang-
Undang Jabatan Notaris {berdasarkan SK PP-INI No.. 333/SK/L/2005, 15

Februari 2005) — telah membuat kesepakatan bersama pada tangpal 30 Juni

B Ibid, hel 252,

* Indonesia (b), ap. ¢it., Pasa) 16 ayat (3) baruf .
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2005 mengenai siapa yang dapat disebit sebagal orang vang berkepentingan
langsung pada akta, yaifu:gﬁ

i

Untuk diri sendin yaita yang langsung menandatangani dan menjadi
pihak dalam akia atau yang memperoleh hak atau penggantinyg;

Untuk pihak yang diwakili dalam akta baik berupz badan maupun
orang,

Penerima kusse yang menandatangeni akia dan dalam kuasanya
disebut boleh mengambil salinan akia;

Pihak vang meminta dibuatkan akia, khoususnya untuk akia relass.

Meourut G.H.S. Lumban Tobing, yvang dimaksud dengan orang vang

langsung berkepemingan pada akia sebatkaya selalu dikembahikan kepada

pengertian “pihak”™ {portlf), vakni mereka yang menugagkan kepada notaris
untuk membusikan alal bukii notaril Perkaigan pibak dalam hal ini harus
diartikan sebagai “pihak dalam akia” dan bukan sebagai “pihak pada skts™ >

2.4. Iaterpretasi Tentang Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta
Dalam Kasus Beckeit Pée, L1d. vs. Neotaris Bmiswan B, 5., SH.
2.4.1. Kaswus Posisi

Kasus mi bermula dad PT Asminco yang memperoleh fasilitas kreddit

dani Deutsche Bank berdasarkan Bridge Fucility Agreement (“BFA").
Sehubungan dengan fasilitas kredil yang didapatkan oleh FT Asminco,

Deutsche Bank mendapat jaminan gadai berupa: ™

i

2
3.
4

40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro;

40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT;

99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco; dan
74.2% ssham milik Beckett Pte Lid dalam PT Swabara

* Putusan Majelis Pepgawas Pusal, op. cif., hal. 21,
* GHS Lumban Tobing, op. cit., hal. 268,

7 Supra noie 5.
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Pada saat jath fempo PT Asminco tidak dapat melunasi hutangnys
sehingga dinyatakan tidak mampu membayar. Pihak Deutsche Bank kemudian
melaksanakan cksekusi gada ates saham-saham tersebut, termasuk saham
milik Beckett Pte. Lid, melalui jual beli di bawah tangan Pelaksanaan
cksekusi gadai ssham fersebut kemudian ditvangkan dalam akia-akta yang
dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hmiawan D. $., SH. yaitu dalam Akta
Berita Acara Eksekusi Gadal Saham dan Akte Jual Beli Ssham. Seiring
dengan gugalan Beckett Pte. Lid. terhadep Deutsche Bank di PN Jakara
Selatan atas keberatannyz terhadap prosedur eksekusi gadal yang ditakukan
Deutsche Bank terhadap sahamesghamnya dan saham-saham perusshaan
afiliasinya, Beckett Ple. Ltd. membutuhkan salinan akta dan Akia Bera
Acara Eksekust Gadai Saham dan Akla Jual Bell Saham fersebut untuk
dizjukan sebagai bukti di dalam persidangan *

Berikut ini adalah ningkasan singkst mengenai Kasus Beckett Pre. L.
denpan Notaris imiawsan D. 8., 8H. berdasarkan kronologt wakte: **

1. Tanggal 24 Okober 1997
Dibual den ditandatangaminya BFA antarz P Asminco {dehitur)
dengan Deuische Bank (kreditur) entuk fasilitas keedit sebesar USS
100 juta
2. Bulan November dan Desember 1997
Sebapgai jaminan atas fasilitas pinjaman dan Deuische Bank tersebut,
dibuatlah akia-skia Share Pledee Agreement {Perianiian Gadai Szham}
dimana saham-saham vang dijaminkan adalah:
A 40% ssham milik PT Asminco dalam PT Adaro;
b, 40% sakam milik PT Asmince dalam PT IBT;
¢ 99.95% saham mihk PT Swabara dalam PT Asminco; dan

¥ Putusan Majelis Pengawas Wilaysh Nolarls DK Jakaria, Zoe. cit.

# udai Sahars Kembul Menuai Senghets™, loo. cit.; “Berbekal Kesepakatan, Ekselusi
Bisa dilshakan Tertutup, Eksekust Gadai Seham™, foe, ¢ir, “Pengadilan Sinpapura Tolok Gugatan

Becketl™, <hispAvaw hukumonline sopdetnil asphidst 28828 clseriis>, 24 Seplember 2007,
*Pembeli Sahiaen Bexitikad Baik Hors Dilindung”,
<gripdfwaav inkgnentine comfdelail aspfid=t 26668 cl=Heriig>, 16 April 2005, “Upaya Hukum
Terhadap Penetapan Pengedilan Neperi Jaddi Perdebatan”™,

<oy hukumonlisecomilstait op2id=] 2438&ch=Berite, 15 Marst 2005,
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d. 74,2% saham milik Beckett Pie. Lid. dalam PT Swabara

Dalam Share Pledge Agreement itu disepakali, jika lerjadi kelalaian
dari PT Asminco, Deutsche Bank lanpa memperoleh keputusan
pengadilan manapun, boleh menjual semua atau sebagian dan agunan
yang digadaikan dalam lelang (penjualan umum) atau (sejauh
diperbolehkan undang-undang) secara tertutup alias di bawah tangan.
Tanggal 7 November 1997
PT Asminco mendapalkan pencairan periama atas fastlilas kredit yang
dibenikan oleh Deutsche Bank.
Tanggal 7 Agustus 1998
Adalah tanggal jatuh lempo, sebagaimana ditentukan dalam BF A, yang
dihitung sejak 9 bulan setelah tanggal pencairan pertama [(asililas
kredit dan Deutsche Bank

PT Asminco belum dapat membayar lunas hulang-ulangnya
sehingga oleh Deutsche Bank, PT Asminco dinyalakan gagal bayar
seielah jatuh tempo. Atas pemyvataan Deutsche Bank tersebui, PT
Asminco meminta dilakukannya penjadwalan pembayvaran hulang
hingga tiga {ahun berturut-turut
Awal bulan Desember 2001
Setelah melalui dua kali perundingan, yakni pada tanggal 30 Mei 2000
dan 26 Desember 2000, guna memberikan kesempatan bagt Asminco
untuk mengupayakan pengembalian hutangnya sampai dengan tanggal
29 Juni 2001, Deulsche Bank menyatakan menolak memberikan
penjadwalan pembayaran hutang kepada PT Asminco.
Tanggal 6 Desember 2001
Deutsche Bank mengajukan penetapan eksekus: gadai saham ke
Penpadilan Negen (PN) Jakarta Selatan
Tanggal 11 Desember 2001
PN Jakarta Selatan mengeluarkan 12 penetapan eksekusi gadai saham,
bahwa Deutsche Bank dapat melaksanakan eksekusi gadai saham
dengan melakukan penjualan di bawah tangan, dengan alasan

permohonan itu sudah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.
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Tanggal 15 Pebruari 2002
Seteleh mengantongi 12 penetapan PN Jokaria Selatan, Deutsche Bank
dan para pembeli saham-saham yang dieksekusi ke hadapan Notaris
Ulmiawan [ S, SH. untuk dibuatkan Akia Berita Acara Eksekusi
Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yaitu sebagai berikut:
a. Terhadap 40% saham milik PT Asmioco dalam PT Adaro yang
dijual kepada PT Dianlia, dibuat:
i. AkiaNomor 17 tanggal 15 Februari 200Z; dan
ii. Aktz Nomor 18 tangpal 15 Februan 2002
b. Terhadap 40% saham mulik PT Asmince dalam PT IBT yang
dijuat kepada PT Dianlia, dibuat:
i. Aksa Nomor 19 tanggal 15 Pebruan 2002; dan
it Akia Nomor 20 tanggal 13 Febran 2002
¢. Terhadap 742% saham milik Beckeit Ple. Litd dalam PT
Swabara yvang dijual kepada PT Mulhendt, dibuat;
1, AkiaNomor 21 tanggal 15 Februan 2002; dan
1. Akia Normor 22 tanggal 15 Februari 2002
d. Terhadap 99,95% saham muhik PT Swabara dalam PT Asmingo
yang dijual kepada PT Akabilirg, dibuat:
i, Akta Nomor 23 fangeal 15 Februan 2002, dan
it. Akis Nomor 24 tanpgal 13 Febiuari 2002
Tanggal 15 Februan 2002
PN Jakaria Selatan mengabulkan permohorzn Deuteche Bank vang
menyatakan sah eksekust gadai saham pada tanggal 15 Ferbuani 2002,
Alasannya adalah eksekusi past saham telab dilakukan sesuai dengan
perafuran perundang-undangan yang berlaku dan para pembeli sebaga
pemegang saham yang sah dan dengan dermkian berhak dan
berwenang melakukan tindakan dan mentkmati segala hak sebagal
pemegang saham.
Tanggal 7 Mei 2003 dan 22 Mei 2003
Sehubunpan dengan saham-sahamnya, Beckett Pie. Lid. melayanghkan
surat kepada Noteris Hmiawan D. &, SH., meminta salinan resmi atas
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Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham
untuk dijadikan bukt di dalam persidangan di PN Jakaria Selatan.
Becketl Pte. Lid. memang sudah memiliki fotokopi Akta Berita
Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang
dimaksud. Mengenai dokumen-dokumen fotokopi sebagai alat bukt
sudah lumrah diajukan dalam persidangan. Namun agar folokopi
tersebut sah sebagai akta otentik sehingga memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna maka harus dapat diperlihatkan salinan
aslinya. Demikian penegasan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609
K/Pdt/1985 yan'é menyatakan bukti fotokopi yang tidak pernah
diajukan alau lidak pemngh ada surat aslinya, harus dikesampingkan
sebagai surat bukli. Penepasan im menunjuk pada ketentuan Pasal
1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kekualan pembuktian
suatu bukti tulisan adalah pada akia aslinya, apabila akta ash itu ada,
maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikstisar itu sesuai dengan aslinya
yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya **
11, Tanggal 22 Mei 2003
Notlaris Iimiawan D. S., SH. menyatakan menolak memberikan salinan
Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham
dimaksud dengan alasan bahwa:

a Deutsche Bank, PT Dianlia, PT Akabiliru, dan PT Mulhendi,
selaku orang-orang yang berkepentingan langsung pada akia
tersebut di atas tidak mengizinkannya untuk memberikan salinan
Akla Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akia Jual Beli
Saharn tersebut; dan

b. Beckett Pte. LTd. bukan orang yang berkepentingan langsung
pada akta sehingga salinan akta hanya dapal dibenkan kepada
orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta
sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.

12. Tanggal 25 September 2003

*5 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Péimbuktian dan Putusan Pengadiian, (Jokania: Sinar Grafika, 2005), hal. 588-589.
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15,

Notaris Hnviawan D. S., SH pada tanggal 25 September 2003 meminia
petunjuk dari Pengadilan Negeri Jakaria Baral (“PN Jakarta Barat™)
mengenal lindakannya yang ielah menolak membenkan salinan alta
Akia Berita Acarz Eksekusi Gadai Saham dan Alda Jual Beli Saham
kepada Beckett Pre. Lid.

Tanggal 16 Oktober 2003

Melaiui surat Nomor: W7.Db.Hk 04.10.4119/2003, PN Jakarta Bara?
menyatakan tindakan penolakan membenkan salinan akia dari Akta
Berila Acara Fksekuns: Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang
dilakukan oleh Notans Jlhmuawan D $., SH adzlah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Jabalan Nolans Pasal 40 serta fidak melangpar
kaidah dan notma etika profes: nolans,

Tanggsl 4 Maret 2005

Satu dan lain hal sehubungan dengan mesih dibufuhkamnva salinen
akia Akta Berita Acara Eksekust Gadai Sgham dan Akia Jual Beli,
Beckett Pie. Lid kembali mengirimken surat untuk kedua kalinya
kepada Notaris Inuawan D. 8., SH. berisi pembenitabvan dan
peringatan bahwa tindakan Notaris Ihmiawan D. §, SH. adaleh
tindakan yang menghalang-balangi dan ataw menunjukan keberpihakan
dan atau bekerjasama dengan pihak-pilak yang disebul-sebut sebaga
orang-orang vang berkepentingan langsung pada akta sehingga dapat
diancam sebagai tindakan yang melanggar UUNN dan Kode Eik
Notaris, Menurut Beckett Pre, Lid,, i3 adalak pihak yang paling
berkepentingan dalam cksekusi gadai saham miliknya oleh karena itu
ia berhak alas salinan akta dan Akta Berita Acara Eksekust Gada
Saharn dan Akia Jual Beli Saham,

Tanggal 7 Maret 2005

Notaris Hmigwan D. S, SH, membalas surat Beckelt Pte. Lid. tersebut
dengan tetap menolak memberikan salinan Akia Benia Acara Eksekus
Gadai Saham dan Akda Jual Bel Sabham vang diminta oleh Beckelt Ple,

14d. dengan elasan yang sama, yakmi Becketl Pte Ltd bukan

merupakan orang yang berkepentingan langsung pada akia.
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Notaris Hmiawan D. 8., SH. juga memperkuat alasannys dengan
melampirkan  folokopt  surat PN Jskarte  Barat  Nomor
W7.Db.Hk 04.10.4119/2003 tanggal 16 Okiober 2003,

Tangpal 10 Maret 2005

Beckett Pe. Ltd. melaporkan Notaris Hmiawan . 8., SH. ke Majelis
Pengawas Wilayzh Notanis DKI Jakara (“MPW DK Jakarta™) untuk
memohon pemenksaan terhadap dan menyatakan Notans Hmiavean D.
S., SH.

a. Melanggar Peraturan Jabatan Notaris (8. 1860:3) khususnya
terhadap Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 dengan tidak menjalankan jabalan secara jujur, seksarma,
mandiri dan tidak berpihak dan Pasal 40 dengan tindakan
menclak membertkan Akia kepada pihak yang berkepeniingan
(Beckeit Pte. Lid}, atan dengan setelah beriakunya Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,
melanggar Pasal 4, Pagal 16 huruf {8}, dan Pasal 34;

b, Muelanggar Kode Btk Tkatan Notaris Indonesia khosusnya Pasal 3
mengenat Kewajiban vang harus dilaksanakan Noiarig dan Pasal
4 mengenai Larangan bagt Nolans.

Tanggal 22 Maret 2006

Atas laporan Beckett Pte. Lid. kepada MPW DKI Jzkarta, berdasarkan
Putusan Nomor; O/LMAI2006, MPW DKI Jakarta menyatakan
Beckett merupakan pihak dalam akia atau pi}iak yang berkepentingan
langsung dalam Akla Nomor 21 tanggal 15 Februari 2002 dan Akta
Nomor 22 langgal 15 Februari 2002 yang keduanya memuat saham-
saham Beckeft Pte. Litd.. Sedangkan terhadap akia-akta Jain yang
mermuat saham-saham anak pernsahannys, Beckett bukan pihak dadlam
akia, sehingga fidak mendapat salinan akia dari:

Akia Nomor 17 tangpal 15 Februan 2002;

Akta Nomor 18 tanggal 135 Februari 2002;

Akia Nomor 19 tanggal 15 Februan 2002;

Akta Nomor 20 tanggal 15 Februari 2002;

v © o P
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e. Akla Nomor 23 tanggal 15 Febroar 2002;

£ Akia Nomor 24 tanggal 15 Februar 2002,
Tangpal 9 Agustus 2006
Keberatan denpan hasil putusan MPW DKI Jakarta, Notaris iimiawan
D. S., SH. mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris
{'MPP) vang tercatat dalam regisier Nomor:
M.01. Banding/ VI 2006
Tanggal 10 November 2008
Berdasarkan Putusan Nomor: 01/78/Mj PPN/2006, MPP membatalkan
Puinsan MPW DKI Jekarta tangpal 22 Maret 2006 Nomor:
01/LM/A311/2006 dan menyatakan sependapat dengan surat PN Jakarta
Barat Nomor, W7.Db Hk 04.104119/2003, 1angesl 16 Okiober 2003
Dengan demikian MPP berpendapat bshwa tindakan penoclakan
memberikan salinan akia vang dilakukan oleh Notaris limiawan D, $,
SH. adalah sesua: dengan kelentuan Pasal 40 Peraturan Jabatan Motans
serta tidak melanggar kaidah dan norma etika profesi notans.
Ketentuan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris ini sama dengan Pasal
34 UUIN dimana UUIN merupakan peraturan vang berlaku saat ing,
menggantikan Peraturan Jabaran Notaris,

Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dan Putusan Majelis
Pengawas Notariz

24.2.1. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Dalam surat Nomor W7.DbHk04.10.4119/2003 tertanggal 16

Oktober 2003 yang ditujukan kepada Wotaris Imiawan D. S, SH,
Pengadilan Megeri Jakarta Barat menvatakan:

Menjawab surat Saudara tertanggal 25 September 2003, perihal

sebagairoana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami jelaskan bzhwa
tindakan Saudara dengan tidak memberikan akta-akta yang dimaksud,
{ciah sesvai dengan Peraturan Jabatan Nolaris di Indonesis Pasal 40, serta
tidak melanggar kaidzh dan norma etika profesi Notaris.
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2.4.2.2, Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakaria

Terhadap laporan Beckelt Pl Lid. atas tindakan Notaris Hrotawan

Dekrit Supatmo, SH., dalam Putusan Nomor: 0UVLMAIZ006, wrtanggal
22 Maret 2006, Majslis Pongawas Wilayah Notans Daerzh Khusus
Toukota Jakarta memutuskan:

L

Meniyatakan Becketi Ple. Lid. merupakan pihak dalam akta/pihak
vang berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15
Februari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Februari 2002 yang
kedua akta tersebut dibuat di badapan/oleh llimiawan Dekrit
Supatmp, SH. Sedang terhadap akia-akia yang lain sebagai benkut:

a.  Akta Nomor 17, tanggal 15 Februan 2002;

b, Akia Nomor 18, tanggal 15 Februari 2002,

¢ AktaNomer 19, tanggal 15 Februan 2002;

d  Akta Nomor 20, tanggal 15 Februari 2002;

e, Akta Nomor 23, tanggal 15 Februari 2002; dan

{.  Akta Nomor 24, tangpal 15 Febroari 2002,
Beckett Pte. Lid. bukan pihak dalam akta,
llmiawan Dekrit Supatmo, SH. dapat mengeluarkan Salinan Akta
Berita Acara Eksekusi Gadal Saham dan Akta Jual Beli Sasham
tersebut kepada Beckett Ple. Lid. yaity Akta Nomor 21, tanggal 15
Februari 2002 dan Akia Nomor 22, tanggal 15 Februari 2002 vang
kedua akia tersebut dibust oleh/dibadapan limiawan Deknt
Supatmo, SH. sesua ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor
3¢ Tahun 2004 tentang Jabaten Notaris.

2A23. Potusan Majelis Pengawas Pusat Notaris

Terhadap penmohonan banding Notans Imiswan Dekrit Supatmo,

SH. atas putusan Majelis Pengawas Wilaysh Notaris DKI Jakarta Nomor:
O1LMMIZ2006, terianggel 10 November 2006, dalam Putusan Nomaorn
01/BM PEN/2006, Majelis Peogawas Pusat Notaris memutuskan:

i

Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk memeriksa permwhonan
dari Pembanding/Terlapor dan Pembanding/Pelapor,
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2, Menyaiakan permichonan banding dari Pembanding/Terlapor dan
Pembanding/Pelapor dapat diterima;

3. Menyatakan Majelis Pengawas Notars tidak berwenang untuk
menfsirkan ‘pihak yang berkepentingan” dalam Undang-Undang
‘Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarig;

4. Membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI
Jakarta tanggsl 22 Maret 2006 Nomor OIAMMIV2006 dan
selaniutnya memutuskan sendini nermaohaonan
Pembanding/Terdapor dan Pembanding/Pelapor;

5. Maelis Pemeriksa Pusal Notans sependapal dengan surat
Pengadilan Negert Jakarta Baral Nomor,
W7.DbHk 04.10.4119/2003, 1angesl 16 Oktober 2003, sebagai
lembiaga vang berwenang untok melalkukan pengawasan terhadap
Notaris sebelum berlskunya Undang-Undang Nowwr 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris.

243, Analisis

Pasal 54 UUIN yang menyebutkan notans hanva dapat membeérikan,
memperlihatkan, atau membenitahukan isi akta, grosse akta, salinan akea atau
kutipan akis, kepada orang vang berkepentingan langsung pada akta, ahii
wan§, atau orang vang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh
peraiuran perundangundangzan. Pembatasan terhadap pihak-pihak fertentu
vang dapst diberikan, diperfihatkan, atan diberitahukan isi akta, prosse akta,
salinan akia atau kutipan akiz, menunjukkan bahwa undang-undang tidak
rmemperkenankan semua orang untuk dapat melihat aten mengetshai isi akta-
akia vang dibuat olch notars.

Untuk dapat memahami dengan baik siaps yang dapat disebut sebagai
orang yang berkepentingan langsung pada akta dalam kasus Beckett Ple Lid,
dengan Notaris llmiawan D. S, SH. ini harus dilibat dari transaksi hutang
piutang dengan jaminan gadal saham antara PT Asminco dengan Deutsche
Bank Ssham-saham yang digadatkan sebagal jaminan pelunasan hutang FT
Asminco antara fan
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1.  40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro;

40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT;

99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco; dan
74 2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara.

Ll

Pengertian gadai dapat ditemukan dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang
berbunyi sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu
benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau
seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara
didohulukan daripada orang-orang berpiutang lainnva; dengan
kekecualian biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah benda itu digadaikan,
biaya-biaya mana harus didahulukan™. :

Dari rumusan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam gadai,
pembenian jaminan gadai saham harus dilakukan oleh pihak yang berwenang
untuk melakukannya Dalam hal ini, Beckett Pte. Ltd. selaku pemilik saham
dalamn PT Swabara, memiliki kebebasan dan kuasa (atan dengan kata lain
berwenang) untuk menjaminkan sahamnya dengan padai secara sukarela
kepada Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco.

Gadai adalah sah apabila benda gadainya diletakkan di bawah
penguasaan kreditur (pemegang gadai).”® Dengan demikian, saham milik
Beckett Pte. Ltd. harus diserahkan ke dalam kekuasaan Deutsche Bank agar
padai sahamnya sah Akibat diserahkannya saham yang menjadi benda
jaminan kepada Deutsche Bank, maka terjadi penguasaan atas saham yang
digadaikan. Dengan kata lain, Deutsche Bank memiliki hak kebendaan yang
absolut atas saham-saham itu, yaitu suatu kedudukan berkuasa atas saham-
saham untuk mengambil pelunasan piutangnya Hak menguasai ini timbul dart
adanya pengalthan secara fisik dan yuridis saham milik Beckett Pte. Lid. yang
digadaikan tersebut. Namun penguasaan benda gadai oleh Deutsche Bank
tidak menyebabkan benda gadai itu beralih atau menjadi milik Deutsche Bank,

% Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. cif., Pasal 1152,
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sehingga Deutsche Bank tidak dapat memakai, menikmati apalapi memifiki
saham-~-saham tersabut,

Timbulnya hak Dewtsche Bank untuk melakukan eksekusi untuk
mengambil pelunasan pivtangnya adalah pada sast PT Asminco cidera janji
melaksanskan kewajibannva dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam
BFA, setelah adanya peringatan untuk membayar.”’ Faktanya hingga tanpgal
jatuh tempo, yaka tangpal 7 Agustus 1998, dan setelah diberi peringatan
untuk membayar, PT Asminco belum dapat membavar lunas -hulangnva
Deutsche Bank kemudian menyatskans PT Asminco dalam keadaan pagal
bayar pada tahun 2001,

Dengan ielah lalainya PT Asminco membayar hulangnya, Deulsche
Bank memiliki kewenangan dan kussa untuk melakukan eksekusi atas sabam-
saham vang digadatkan kepadanva sebagai pelunasan hutang PT Aspunco.
Termasuk yang menjadi objek eksekusi gadai seham tersebut adalah saham.
saham milik Beckett Ple. Ld. Meskipun Deutsche Bank bukan pemilik saham
selayaknya Beckel Pte. 114, namun dengan adanya penanjian gadai saham,
kedudukan tersebut tidak menghalangi Dentsche Bank untuk dapat menjual
henda gadar (sabamesgham} yang telsh memiliki koasa alas saham-saham
lersebut. Bohwa hal menjadi tidak berkussanya Beckett Pte. Lid., uniuk
bertindak bebas dengan barang gadainya, tidak dapat dipedanggungjawabkan
kepada Deutsche Bank yang telah menerima barang tersebut dalam gadai *®

Dan uraian 4i atas dapat dipabami bahwa meskipun Deutsche Bank
bukan pemitik saham, dengan adanya perjanjian gadai saham, Deutsche Bank
dapat menjual saham-saham tersebut seakan-akan ssham-saham  vaag
digadaikan itu adalah miliknya sendiri. Bahwa hal menjadi tidak berkuasanya
Beckett Pte. Lid., untuk bertindak bebas dengan sahamnya, tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepada Deuteche Bank vang telah menenma saham-
saham tersebut dalam gadai®

* Ibid,, Pasal 1155,
= Ibid., Pasal 1152 eyat (4).
% 1hid | Pasol 1152 ayat (4).
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Pelaksanaan eksekus: gadai saham vang dilakuken oleb Deutsche Bank
tersebut, kemudian ditnangken ke dalam Akta Berila Acara Eksekusi Gadai
Saham dan Alaa Jusl Beh Sabam vang dibuat oleh dan di hadapan Notaris
Hodawan D, 8, SH., yaitu:

1. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro yang dijuel
kepada PT Dianlia dibuat:
8 Akta Nomor 17 tanggal 15 Februari 2002, dan
k. Akta Nomor 18 tanggal 18 Februar 2002
Z.  Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT yang dijual
kepada PT Dianha, dibualk:
a  Akta Nomor 19 fanggat 15 Februari 2002, dan
b, Akta Nomor 20 tanggat 15 Februari 2002
3. Terbadap 74.2% sabam mulik PT Becketl dalam PT Ssvabara vang
dijual kepada PT Mulbendi, dibuat:
a. Akta Nomor 21 tanggal 15 Februari 2002; dan
b Alda Nomor 22 tanggal 15 Februan 2002
4, Terhadap 99,93% sabam milik PT Swabara dalam PT Asmince yang
dijual kepada PT Akabiliru, dibuat:
a. Akla Nomor23 tanggal 15 Februari 2002; dan
b. Akta Nomor 24 tanggal 15 Februan 2002,

Salinan akta dan Akta Berita Acara Fksekusi Gadai Saham dan Akia
Jual Belt Saham tersebut di atastah yang diperlukan Beckett Pte. Lid, untuk
ditadikan sebagai alat bukti persidangan di PN Jakarta Selatan,, yvakni dalam
perkara gugatan ferhadap Deulsche Bank

Seperts telah disebutkan sebelumnye, pengaturan mengenal salinan akta
dalam Pasal 54 mengandung pernbatasan fethadap pihak-pihak fertentu yang
dapat diberikan, diperlihatkan, atau diberitehukan salinan akia Hal i
menurgukkan bashwa undang-undang Udak memperkenankan semua orang
untuk dapat melihat atan mengetahw isi akta-akia yang dibual oleh notans.
Dengan kata lan, perobalasan ini berkaitan ¢rat dengan rahasia jabatan

seorang notarts vang waiib merghasiakan sepala sesuatu mengensi akta yvang
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dibugtnya dan segala keterangan yang diperpleh guna pembuatan akia sesuai
dengan sumpah/jani jabatarnya, '

Mengenal hanya “orang vang berkepentingan langsung pada akia” yang
dapat memperoleh salinan skia, Hoge Raad dalam arrestnya tgl 20 Jun 1913
(WP NR 2278, N.J. 1913) menyebutkan bahwa orang yang berkepentingan
fangsung pada akia adalah bukan mereka yanp mempunyai kepentingan pada
akia, akan telapi merska yang mempunya hak atas akiz, artinya yang
mempwiyal hubungan hukum dengan akia, vang bersumber dan penugasan
vang diberikan kepada notans untuk membuat akia itu,

Relain dalam arest Hoge Raad, Tim Kesaluan Sikap dan Pemahaman
Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notans (berdasarkan SK PP-INI
No,. 333/8KAN2005, 15 Februan 2005) - telah membuat kesepakatan
bersama pada langgal 30 Juni 2003 mengenal siapa yang dapat disebut sebagai
orang yang berkepentingan langsung pada akia, yaitu:'

1. Unk dini sendini vaitu yang langsung menandatangand dan menjadi
pthak dalam akta atau yang memperoleh hak atan penggantinya;

2. Untuk pihak yang diwakili dalam akia bak berupa badan maupun
arang;

3. Penenima kuasa yang menandatangani akia dan dalam kuasanya
disebut boleh mengambil salinan akta;

4. Pihak yang meminia dibuatkan akia, khususnya untuk akta refaas,

Sehubungan dengan arrest Hoge Ruad dan kesepakalan bersama Tim
Kesatuan Sikap dan Pemahaman Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan
Notaris tersebut, secara tidak langsung berkaitan ¢rat dengan akta otentik yang
berupa akia parrif. Di mana akia partif mervpakan akia vanp diboat “di
hadapan™ {ten oversiaan) noians yang bensikan suatu cerita dan apa yang
terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notans,
artinya yang diterangken ataw diceritakan oleh pikak lain 1ersebut kepada

% Supra note 85.

¥l Supra noe 31,
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notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain
itu sengaia datang di hadapan nolans dan membenkan keterangan ity atau
melakukan perbuatan ity di hadapan notanis, agar keterangan aiau perbuatan
itu dikonstantir oleh notaris di dalam suatu akéa otentik. '™
Oleh karena ity, atas Akia Benta Acare Eksekust Gadal Saham dan Alda

Jual Beli Saham vang dibuat oleh dan 41 hadapan Notaris miawan D S, SH,
yang dapat disebul sebagai portif pada Akla Berls Acarg Ckselust Gadai
Saham dan Akia Jual Beli Saham tersebut adalah:

1. Deutsche Bank selsku pemegeng gadw dan karenanya merupakan

peniual saham;

2. PT Dianhz selaku pembell sakamn;

3. PT Akabiliru selaku pembeh saham; dan

4. PT Mulhendt selaku pembeh saham,

Keempat perusahaan tersebutlah, menurut amest Hoge Raad, yang
memiliki hubungan hukum dengan akia, di mana hubungan hukum tersebut
hersumber dari penupasan yang diberikan mereka kepada Notans Thruawan D,
3., SH. untuk membuat Akta Berita Acara Ebsehugt Gada Sabam dan Akta
Jual Beli Szham.'™ Hubungan hukum pada akta inifah vang tidak dimiliki
oleh Beckett Pte. Lid, meskipun vang menjadi objek eksekust gadar saham
tersebut  adalah saham-sahaminya dan  sahamesabam milik perusshaan
afiliasinya

Beckett Pte. Lid memang memibks kepentiogan terhadap vansaksi
eksekusi padal saham mengingat seham vang dieksekusi sebagal pehunasan
hutang PT Asmince adalzh saham-saham miliknyz dan  perusabzan-
perusahaan afiliasinya. Namun ferbadap  sshamesshamnys yang telah
digadarkan lersebut, Beckett telzh “kehilangan™ kekuasaan untuk bertindak
atas saham-saham dimaksod. Dengan hilangnya kekuasasan Beckett terhadap

2 GHS Lumban Tobing, op. cif, hal, 48.

Y thid,, hal. 263.
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benda gadai maka Becket! fidak lagi memiliki kapasitas penuh sebagai permilik
saham.

Berdasarkan analisis tersebut 4 atas dapat dipahami, Beckelt Pt Lid.
bukanlah orang yang berkepenlingan langsung pada akia sebagaimana
dimnaksud dalem Pasal 54 UUIN, karena Beckelt Pte. Lid. tidak mempunyai
hak atss akta, yaitu idak memiliki hubungan hukum dengan Akia Berits
Acara Eksekusi Gadal Saham dan Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh dan
di hadapan Notaris miawan D. §, SH.™

Bila karena satz dan hin hal Beckest Ple. Ltd. hendak mendapatkan
salinan gkia atas Akia Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Alda Jual Beli
Saham maka ia dapat mengakan permohonan intuk mendapatkan peneiapan
penpadilan agar dapat memperoleh salinan zkia atag Akta Berita Acara
Eksekus: Gadat Saham dan Akta Jual Beli Saham sebagaimans diatur dalam
Pasal 848 HIR.'*

P4 Ibid., hal. 288,

S thid _hal. 284,
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PENUTUFP

3.1, KESIMPULAN

Becketi Pie Ll bukan merupaken orang vang berkepentingan langsung
pads akta techadap Akta Berita Acars Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli
Saham yang dibuat oleh Notaris flmiawan D. 5., SH. Meskipun saham-sabam
yang dieksekusi oleh Deutsche Bank adalah saham-saham miliknya dan saham-
gaham milik perusshaan afiliasinya, Beckell Pte. Lid. tidak mempunyai hak atas
akia, vaitu tidak memiliki hubungan bukum dengan Akia Berila Acara Eksekusi
Gadat Saham dan Aktz Jual Pell Saham. Hubungan hukum dengan akia
bersumber dari penugasan vang diberikan kepada Notaris Hmiawan D 8§, SH
untuk membuat akta itn, '

Ketiadaan habungan hukum dengan Akta Benta Acara Eksekusi Gada
Saham dan Akia Jual Beli pada Becketi Pte Lid sudah teradi sejak
diserahkannya saham-saharn vuliknya kepada Deutsche Bank melalui jaminan
gadal sakmm wntuk pelunasan hutang PT Asminco. Dengan digadaikannya
saharn-saham tersebui, Deutsche Bank selaku penerima gadai, menjadi penguasa
puls aias saham-saham milik Beckelt Pte, Lid.

Hak menguesai mi tinbul dari adanya pengalthan secara fisik dan yunidis
saham vang dipadaikan dari Beckett Ple. Ltd selaku pemilik saham kepada
Deutsche Bank vang merupakan kreditur, Pengalihan secars fisik dan yuridis ini
memberikan kewenangan bagi Deulsche Bank untuk bertindak sebagai penguasa
atas saham tersebul. Bahwa hal menjadi tidak berkuasanva Beckett Pte. Lid,,
unfuk  berlindak  bebas  dengan  barang  gadainya,  lidak  dapat
dipertanggungiawabkan kepada Dsutsche Bank yang telah mensnma benda

% SHS Lumban Tobing, up. oit., hal, 263 & 268.
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tersebut dalam gadal. %7 Oleh karena itu, terhadap saharn-sghamnya vang telah
digadaikan tersebut, Becketl Pte. Lid. telah kehilangan kekuasaan untuk
bertindak atas saham-sahamnya Dengan hilangnya kekuassaan tersebut maka
Beckett Pie, Lid. bdak lagi memiliki kapasitas penuh sebagai pemilik saham,

Bila karena salu dan lain hal Beckett hendak mendapaikan salinan akta dari
Akia Berita Acara Eksekusi Gadai Szham dan Akia Jual Beli Saham maka
menurut Pasal 348 HIR, fata caranya adalsh dengan mengajukan permohonan
untuk mendapatkan penelapan pengadilan. Hanya dengan keputusan dan hakim,
Beckent Pte. Lid. yang bukan merupakan pihak dalarm Akia Berita Acars
Eksekusi Gadal Saham dan Aktz Jual Beli Saham, mempunyai kepeniingan
langsung atau tidak langsung untuk mengetahui isinya ataupun memperoleh
salinan akta dari Akia Berita Acara Bksekusi Gadal Szham dan Akfa Jual Beh
Saham ferscbut.™®

Jadi, untuk dapat disebut sebagat orang vang berkepentmgan langsung
pada gkia menurut Pasal 54 UUJN, orang vang dimaksud harus mempunvai
hubungan atas akla yang bersumber dari dari penugasan yang diberikan kepada
notaris untuk membuat akta itu. Dengan kata lain, orang tlersebut harus
merupakan pihak di dalam akila

3.2, SARAN

Permasalzshan mengenal interprefasi suatu istiish dalam  perundang-
undangan tidak hanya terjadi dalamy kasus Beckell Pie. Ltd. dengan Notans
Imiawan D. 8., SH. int saja. fstilah-istilah dalam perundang-undangan kerapkali
menimbulkan perbedaan inigrprefasi antara pihak yang satu denpan pihek
lasnnya dan Hdak sedikit darr perbedaan tersebut berujung dengan keleriibatan
raeja hijau atas pihak Ketiga lainnya untuk menyelesaikannya,

Dalamn kasus Beckett Pte. Lid. dengan Notanis Hmiawan D. S., SH. dapat
dilihat dengan jelas bagaimana istilah orang vang berkepenlingan langsung pada
akta dalam Pasal 54 UUIN menimbulkan perbedaan interpretasi di antara

B 1hid., Passl 1152 ayat (43, Wehyeno

1% 185, hal, 264.
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keduanya. Namun sangat disayangkan setelah melalui PN Jakarta Barat hingga
sanmipai di hadapan MPP, inlerpreiast terhadap siapa vang dapat disebut sebagal
orang vang berkepentingan langsung pada akia belum juga jelas bagi para pihak
vang bersengketa Hal ini dapat dilihat dalam surat dan putusan-pulusan yang
dikeluarkan oleh maging-masing lembaga tersebut, vang tidak memberikan
penjelasan lebih {anjut mengenai istilah “orang yang berkepentingan langsung
pada skig”.

Demi menghindari sengketa atau konflik di kemudian hatd, definisi veng
jelas mengenai suatu istilgh dalam perundang-undangan mutisk diperiukan Hal
ini dimaksudkan agar masyarakal dapal mengerii dan memahami maksud dan
tujuan dari perundang-undangan itu sendiri, Oleh karena itu, menurut penulis,
adanya penjelasan lebil larjul mengenai Pasal 34 dalam UUIN sangatlah
penting. Dengan kals lain, diperlukan adanys perubshan terhadap UUIN,
khususnva mengenal Ketentuan Pasal 54 UUIN.

Khusus mengenal istilah “orang vang berkepentingan langsung pada akta”
menimbulkan keragu-raguan tersendiri pada notaris di masa yang akan datang,
ada balkmya notaris yang bersanghutan memchon pendapat  danfatau
pertimbangan dari Majelis Pengawas Notanis selaka lembaga yang mempunyai
kewenangan dan kewaiiban uniuk melaksanakan pembinaan dan pongawasan
ierhadap notaris, atau pendapat danfatau pertimbangan dari Tkatan Notans
Indonesia selaku perkumpulanforganisasi bagi para notans, Pendapsi dan/atau
pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dan/atau Tkatan
MNotaris Indonesgia itu dibarapkan memberikan Glik terang agar pihak lain vang
merasa berkepentingan atau dirugikan, seperti Beckelt Pte. Ltd, sewgjamya
dapal mengert maksud dan tjuen dari perundangan-undangan kKhususnva
Undang-Undang NMomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut.
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JENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
JL.LET.JEN.S.PARMAN NO.71 SLIPI
JAKARTA BARAT

fomor : W7.Db.Hk.04.10.%%9 72003 Jakarta, /s Oktober 2003
ampiran -
*srihal : Permchonan Kepada TYth.

Sdr. ILMIAWAN DEEKRIT 8., S8H.
J1. Meruyya Ilir No. 24
Komp. Qaryah Thayvibah Blok A
Di -
Jakarta Barat

Menjawsb surat Saudara tertanggel! 25 September 2003,
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini
kami jelaskan bashws tindskan Saudsra dengan tidak
memberikan akta-sgktz yang dimaksud, telah sesusi dengan
Peraturan Jabatan Notaris di Indonesisz pasal 40, serta
tidak melanggar kaidah dan norma etiks profesi Notaris.

Demikian harvap menjadi maklum.

:‘ ‘4
7 KETUA PENGADILAN NEGERI +
JAKARTA BARAT.

AHTAR RITONGA, SH.
NIF. 040017884.-
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MATELIS PENGAWAS WILAYASL NOTARIS DAERAH EHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DEPARYEMEN HUKCUM DAN HAK ASAST MANUSIA
KANTOR WHAYAR DALRAN KHUSHS IMUKDTA JAKARTA
B MY Haryooo Ne. 34 13830, Falp, 07 1-8090704 cxt. 3 13, Faz 8050712,

SALINAN PUTUSAN
Namor ; OXLMAIIEE

Majslis Peppawas Wilayeh Nowaris DRI Jukara selanjumya disebut MAJELIS yvang
_ keapagotzammys terdirl ats |

L MULKI MANRAPI, SEMM Kew
7. NURMANRIZAL, SH. Wakil Kerua
3. SUMARNE ALAM, SHMH Angeota
3. RATIRUSMIATY 582 Anggotz
5. PROF. WAIYONO DARMABRATA, SH.MIL AnzTom
6. DR. AGUS SARDIONG, SHMHON. o Angaoe
7. MILLY KARMILA SARFAL, SH Angzoa
8. R MUHAMMAD HENDARMAWAN, 51 Apggolz
9. DR.FELIX GENTOENG SOEBAGIO, SHILM. “Angzata

Fads hari Ini, Rabu tzoagel 22 Mara 2008, pukul 1100 Wakts Imdonesia Batat,
e rapet < Kanter Wilavah Departamen Hukr don Hak Asast Manusia DK Jaharte,
MAJELIS wich mongambil putusen ates Japoran masvarakatr dengan permasaluhan
sebagdai berikut :
BECKETY Fre.Ltd badan hukum asing sang didinkay memunst bukum Negarz
Stngapura ders berkedudukan di Singapura berkantor & 4 Shenton Way
F#OL03.50% Centre 2 Singapum 068807, smtuk sclanjuinys disshut
“BECKETT", telah memberi kuasa kepada OTTO CORNELIS
BALIGLS, SH. AdvokatPenaschat Hukum borkamtor  di Jalan
Majagahit 18.20 Komplek Majapahit Perowei Blok B 1224123, Blek L
101, Jakarm 10160 hevdsearkan Surat Kuasz Tanggal 13 Macet 2083,
untuk selasjitnya disebut sebagat PELAPOR
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Melsper kan:

TLAAWAN DEKRIT SUPATMO, SH., Notanis bertempat kedudukan di Jakana
Barat berkantor i J Raya Merwya Iir Mo, 24 Xompleks Qaryzh
Thayyibah Blok A No. 24 Jakarta Barst 11630, untuk sclanjumys

disebut sebagai TERLAPOR.

MAJELIS rersebut talah ;

1. membaca surn lapomar mesveraker dan surassurar lainnys vang
wrkait dari PELAPOR;

b

wempelajar Laporan Hasil Pemenksaan Tim Pemenksa vang
dibennsk oleh Majelis yang memerikss dan rpendengar kemrangan
PELAPOR dan TERLAFOR,

TENTANG POKOK PERMASAT AHAN

5. Babwa PELAPOR densan surat jeporennya tenapggal 10 Mare: 2605
No. 385/QCK 12005 peribal laporan dan mohon pemeriksazn vang
diregisier dalam Agenda Nomor | 13553/0CK Vil/2005,

Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut
1. Bahwa TERLAPOR telah menertytkan akiz-akta
(1) Nomor 17, tasggal 15 Pebruarni 2002;
{2} Nomor 18, tanggal 13 Pebruari 2002,
{3} Nemor 19, tangeat 15 Pebruan 2007,
(4 Womar 20, tangesl 15 Pebruan 2602;
(%) Momor 2§, tanggal 15 Pebruan 2002;
{6) Nomior 22, tanggal 19 Februart 2002,
{73 Nomor 23, taugpsl 13 Pebruan 2602,
{8} Nomor 24, tanggat 15 Pebruan 2007,

2. Bahwa kedelapan Akts dimaksud padz butir | adalah alns-Aka yanyg
terkait deggan Akta Berita Acarma Eksekusi Gadat Saham dan Akta Jual
Beli Sabem.

s w Beis i a4 ¥ Fmidms A - e T

L

Wmﬁ{; et
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wr mewasnw GG MKLG Defita Acars BEksekusi (adat Saham dan Akta Juai
Beit Sabam dimaksud telah dilakukan Eksekusi Atas Saharo-Saham Milik
BECI(.I{?:IT, yang telah dijeminkan schubungan dengan huiang piutang
oleh anak perusabaan pada turunan derajst ke-dua,

4. Babwa oleh karenanya PELAPOR, berdasarkan fakts kapemilikan sahams-
sabamn adalab pibek yang berkepentingaa langsung dengen kepemilikan
saham-sahamnya pada asak pensshasnnys, fevmasuk berbepentingan
langsung  ams  kepemiikan  sehamesabsm  oleh a8k pensahasn
BECEKETT pads anak perusahasn df bawabava iag,

}Jl

Rahwa Yao Apul & Relan, padz wakin ina bemindak dalem kedudukannyva
sefaku Kuasa Hokue: BECKEETY, sebagsimanz delam Bukd | dan 2
telal mengupayzkan mmtuk memperoieh Ake-Akta dumakzod peda buir {
dari TERLAPOR. '

6. Bahwa TERLAPOR scbagaimaga Bukti 3 secara nyma dan fakrual tidak
mandir, hal mam tdak perlu dibuksikan gl dengan alat bubti lain,
dengan memints izin kepada pihak yang tidek mempunyai kewenangan
sebagaimana yang diztur datam Peratopan Jabatan Notarks, yakai dengan
uraign TERLAPOR sebagai berikut ©
“ddopun tanggapan darl pikak yang berkepentingen fangsung tersebur
selurzbnye menolak memberikon izin kepeda saya...”,

7. Bahwa PELAPOR selzbu kuzsa hukum karesenya bertindak untuk dan
atay namg BECKXETTY, sshaggimana  dafam  bukti 1L-7 kembali
mengupayakan kepads TERIAPOR unwk memperoleh  Akia-Akta
sebagaimans dimalsud pada batiy 1.

2. Bazhwz TERLAYOR sebagaimana wemyai dalam Bukii L4 kembali
secara nyata dan fakmal, hal mana tidak perin dibknloen lagi dengan alac
bukti fain, menolak memberikan Alda dimaksod, antara tain menyatakan
“.yang kami sompaikan kepada Kantor ddvokar dan Ronsudan Hudour:
YAN APUL dan fekan pods prinsipmye berdasarkan Swrot Kerua
Pengadilorns Negeri Jatwri Baror tertonggal 16 Oktober 2003
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Nomor W-7.DbH 04, 10431972003 telah sesuai dengon Feroturan
Jebatan Noteris di Indoresia serta tidak melanggar kaidoh dan sorma
Etllen Profesi Notaris™.

. Bahwa tindsksa THERLAPOR dengan wepgajukan surat kepads

Peogadilan Megeri Jakarta Barat agar Pengadilan Neged Jakarta Barat
membernkan penilaian stas tpdakan menolzk memberikan Akis terkair
ekselousi gadal saham milik BECKKETT, wish salah alamar, karepz
sesual dengan Kode Euk [kawan Notaris Indogesis Pasad 7, 1elab
menegaskan bahwa pengawasen dan pelaksanasn Kode Bk dilakukan
oleh Peogurus Dasmah Tkatar Nowmrds Indonesiz dan Majelis Kehormarar
Daerah pada ingkat penama.

‘Semmentara jika dibaca buku "Hekum Notans Indonesia Suan Penjelasan”,
karangan R Soegondo Notdizoerdie, Edisi 1, Cewakan badua, bslaman
185, menguratkan sesara jelas dalem hal ada keraguaaguan Nowris
memberiban salinan atau kupan, sebafimya minta svam keputusan
{beschikking} kepads Pengsdilen, bukan mohon suatu pengarahan
terhadap tindakan vang teiah dilakukan Notaris.

10, Bahwa di sxioping ity membaca surat TERLAPOR kepada Pengadtian

Negeri Jakariz Bargt secam jelas den fakmal felah mengorabkan
sedemiivian T - dan secars fuktual juge wish berpihak — menempatian
BECKKETT, sebagai bukan pihak yang berkzpentingan langsung & mana
TERLAPOR secara jelas mepgarabkan dan menempatkan phak yang
berkepentingan langsung adalah

{1} DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, -
{23 7. MULHENDI SENTOSA ABADY

(3) PT. AKABILURIY,

{4) PT. DIANLIA SETYAMUKTI,

Bahwa spaya TERLAPOR dalam mengarahkan dan mempenganshi

Pengadilan Negeri Jakana Barat secara jelas jupa dapat dicermani dan
urasart TERLAPOR dalas: suramiva tegsebut, antara lain deogan kaz-kata
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dimiliki sebagai pemegang saham kepada penerima godat..., .

12, Bahwa Surat TERLAPOR kepada Pengadilan Negeni Jakartz Barat secar
septhak dan berulang-ulang menyatakan :
s BECKKETT buhom pihak yang berkepentingon longsung.. ... "

i3, Bahwa pernyataan TERLAPOR merupakan pomvaisan yang ndak sesuai
dengan dokrin tdan yurisprudensi vang adz mengenal ketentuan Pasal 40
Peamarzn Jabaan Notaris (81880233

{5, Babwa P. Vellema dalam bukuovs “Hat Reglement ¢p he notarisamb in
“Nedsriands Indie” menyebutkan peadapay Berding, bahwa yapg dimaksnd
dengan “yapg langsung berkepenungan” ialah ndak hanya pibak-pihak
dalam Akta melainkan pula mereks vang mendapat gesvare hak secars
[angsung dant Alte, juga mereka yang mendagatican sesuacs bak dan suatu
voris Pengadilan di Amsterdars mengaiakan babwa yang dimaksud
dengen berkepentingan izlah wereka dalam sekalipun tidak dibuktikan
dengzn  pespbukdan yang semipemna, molainkan  dengan  perlirsan
{vermueden;) dapat dibuktikan bahwa dad isi Ala fe didapat suam hak,
kegunoan atau Kevntungan.

15.Babvn  berdasarkars  falda  bokum  pibak  DEUTSCHE  BanK
AKTIENGESELLSCHAFT yang disehmmian TERLAPOR semanr-raata
sesung ya henyalah pibak pemsgans gedai, bukan pemilik saham,
pemilik sabare adalel BECKKETTY, karenanya adslah pihak yang
berkepentingan langsung atas  kepemiliken barang bcrupa' sabmamm-
safimmnya.

16. Bahwa di luar dari pada 3w, TERLAPOR dalam suratnys kepada
Pengadilan Megeri Jakarta Bamat juga telzh menempatkan din sebagai
pihak yang terlibat langwunp dalam tanssksi dan felah membenkan
penilaian atas suats perjanjian, dengan waian gada butir 2, 3 dan 4 susat
dimaksud.
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17. Bahwa kemudian TERLAPOR juga secara faktual dan jelas hal mana
‘tidak perlu dibukrikan dengan alat bukti lain, telah menunjukan sikap dan
perilaku keberpibakan dan tidak mandin, dimanz TERLAPOR harus
meminta 1an kepada pihak lein, sementara faka hukum, BECKKETT
adalah pemilik saham, :

18, Bahwez kemudisn faki bubvm juge memmjukken TERLAPOR banu
memita tan darl Pengadilan Negert Jakars Barzr 3 (lima} bulan seselah
suatmya kepadas YAN APUL & Rekan vauy menyatakan hahwa
BECKKETT sebagal bukan pibak vang berkepentingan langsung

19, Bahwa sshobungan dengan bal tarsebur, kani mengajukan laporen inf dan
"mohon pemeriksaan terbadap dan menyatzkan TERLAPOR ;

(1} Melanggar Poranuran Jabatan Newsis (8. 1860.3) khususnva tevhadayp
Sunxpahi¥anii Jabaman sebasmimans dimaksud delam Al Pasai 17
dengan Hdak menjalanksn jabatan secars jujur, seksama, mandird dan
udak berpihak dan Pasal 40 dengan tndakan mencisk memberikan
Akia kepadz pihak yang berkepentingan (BECKKETT), amau dengan
setelah berlakukanys Usdang-Undang No. 30 Tabun 2004 Tenreng
Jabatzn Notaris, melangpar Pasal £, Pasal 16 hunsf (s}, dan Pasal 54,

{2} Melangzar Kode Enk Ikatan Motans Indonssia khusnsnya Pesal 5

mengenat Kewsjiban yang barus dilzaksanskan Notarls dan Pasal 4
mengenai Larangan bagi Notaris,

20, Berdasackan hal-hal tersebot, PELAYOR twish mencajukan permohanan
kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Penguius Pusat Ihatan Notaris
fclonesia sesual kKewenangan yang dimiliki untek selwma Laporan dan
Permohonan Pemeriksaan il sedang herjalan menjstuhkan  sanksi
pemberhentian Semeniaa dan apabila laposan ini terbukt menjatubikan
sanksi pemberhentian dengen tidak bormat. Dalam hal Majelis Peagawas
Wilayal danfotau Pepgurys Pusar Tkatan Notaris Indonesiz mempuanyal
pertignbangan lain, mehon pertimbangan vang seadil-adiinya.
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s PERL ANEEA £3 Agustus 2007 MAJELIS 1elah mengudakan rapat dan
mengambil keputusan membentul Tim Pemeniksa berkaitan deogan laporan
PELAPOR terhadap TERLAPOR.

Bahwa pada Tanggal 6 Uldober 2005 PELAPOR dan TERLAPOR teleh
didengar keteramgannya oleh Tim Pemeriksa sebagai berikue .
1, Bzeerangan PELAPOR -

Benmula dan sdanya hutany pismang, digeas DEUTSEE
BANK AXTIENGESELLSCHAFT selaky kyedinir ralab mansndatangami
Perjaniian (Gadal Saham deagan BECRETT, P, Lid, selaku Garamor s
pemberi Gadal wnoik menjamin peogembalisn pimpamen {loan). Padz szar
wmasty dalam negosiasi tba-tibe BECKETT diberitahy, bahwa sahamnyve
telah dijual secars dibawah tangan oleh DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT vang pada wakw rz diwakili oleh kuasanys
AMIR SYAMSUIN, SH. vang manz ade 12 (dua belas) Pensapan vang
dikelnatkan  Pengadilan Negeri Jakarta Seiatan Tahun 2001, vang
membesarkan juéi beli secara dibawzh tangan tewebut Oleh kurgnanya
BECKETT selaku perniiik saham yapg dijsal perdu meagetabui sehagmya
telah dijuad kepada  stapa ? (Buks Penctapan terfampin),

Baheg BECKETT mengajakan psrohonan penetapan kepada
Pengedilan Tingzl Jakerta wntuk membatslkan penctapan yang dikeluarkan
Pengedilan Negeri Jakara Selatan, dan posigd teraithie Pengadilan Tioegi
Jakars membatalkan puusan Pengadilan Negenl Jakanta Selatan tersebut
{Bukn Peogiapan Pengadilan Tinge: Jakana tedampic},

-=fefapun hubungan Notaris [ILMIAWAN DEXRIT SUPATMO,
8H. dengan Pengacwrz AMIR SYAMBUDIN, SH., yaie: sehubunzan
gengan Penetepan yang dikeluackan Pengadilan Nagesd Takatta Momor 53
sampai dengan SGPALIZ002/PN . Jak Sl dan rentunys telah ditedbitkan 8
{delapan} Ak dan Notarss yain: ;

R

il) Aka Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002,
{2) Aktz Nemor 18, auggal 15 Pebruari 2002;
{3) Akta Nomor 19, angeal 15 Pebruan 2002,
{4) Akta Nomor 20, tapgeal 15 Pebruari 2002,
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I 2K NOMOE L1, UNRERL 15 Pebruait 2002

{6 Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruar 2002;

{7} Akiz Womor 23, fanggal 15 Pebruari 2002,

(3) Akta Nomor 24, tanggal 13 Pebrusr 2002,

Dimana Akta-Akfa tevsebut terkait dengan Akta Berita Acera Eksekusi
Ciads] Saham dan Akia Jual Beli Saham milik BECKETT yang sehargsnya
peajuaiannya melalul “PUBLIC SALE” karena kepeutingan BECKETT
upa haras dilindungl.

Atas dasar bal wrsebun smaka PELAPOR telah memmea
kepada TERLAPOR ager mensrbitkan dan  memberkan  kepada
PELAPOR salinag dari 8 (delapan) Alzz sehagaimane dimaksud, pamun
jawsban dari TERLAPOR sesusi dengan surat vang dikiripekan kepada
PELAPOR adalah bahwa tindakan unnik vidai memberikan salinan Al
seheoanans dimaksud adalah bepar, karens @iah sesuzi depgan Peranman
Jabaran Notaris, hat mi berdasarkan aws Pensiapas Pengadilan Neger
Jakurw Barat,

Bahwz TERLAPOR sedemikiap rapa #2iah  melakukan
tindzkan menshalang-halzngt dan/atan menuniukan keberpiiakan danfataa
secara bersama-samea pihak vang disebotkan oleh Betaris sebagai “pibaks-
pihak vang betkepentiozan”.

Bahwa BECKETT adalah pihak yang paling borkepentingan dengan
_ Ekselost Gadai saham moiltkaya,

g Womun BECKETT fdak dapat memperolsh Akta-akta sebagaioana
g dirpaksud dalam 8 (delspan} akta tersebiet. Dan kami menganggep babwa
tndakan TERLAPOR merpakan tndakan yang udek berdasar. Qish

$ farens tu PELAPOR menghendaki TERLAPOR mau memberikan atau
" menerbitkan  alus-Akta  dimaksud kepads PELAPOR sebapal kuusa
i} BECKETT.

"-:j 2. Keterangan TERLAPOR :

IS e Berdasarkan  surat permohonan yang telah  disampaikan
kepada TERLAPOR olch pengscars PELAPOR yaitu YAN APULE
Rekan pada tahun 2003 dan OTTO CORNERLIS KALIGIS pada tabun
2005, vang pada intinya adalsh permohonan pada TERLAFPOR untuk

oty 2y
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e bk m e B s

0
SARECE X5 .

" 4 'W'% 3’;*! £
o

ikl -

;

I
4».

Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH Ul, 2009



mensrbitkan stau memberikan salinan Akia-Aktz antara lain Ne. 17 s/d 24
yang kesemmanys tertnggal 15 Pebruari 2002 yaug dibuat oleh
TERLAPOR berkaitan dengan eksekusi gadsi sahan anlama lsin mibk
BECKETT (hanya Akta-Akta No.2I dan 22) oleh DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT. Atas dasar hal tersebus TERLAPOR  telah
meminia tangeapsn kepads pibek yang berkepestingzn langsung atas
pennchonan dari pihak pengacers BECKETT dan mendepaian tanggapan
bafrwa selurnh pihak-pibak yapg berkepentingan langsung wlah menolak
stk memberkan izin kepads TERLAPOR, uonk megerbitkan salian
Akwa-Alna dimaksud. Hal ini miah disaropalkan TERLAPOR kepada para
penacara HECKETT,

- Bahwa Secama laoseologis, anwmre lain  BECKETT relab
memberikan jaminan berupa gadai aras sabam miliknys, wymasel kuass
peosh  unsk  memjual,  kepada  DEUTSCHE  BANK
AKTIENGESELLSCHAFT sebagainuang relah dinyamian dalam skt gadas
szham,

Kuszss tersebut dapat sepema dilaksanakan jika teradi cidera jandi, faopa
memperciel susty penmintsan untuk pombayaran atau pmnbcﬁmhm
maksud dag tanps mempersich suat: penetapan, putusan ata ie;gitimasi dari
pengadilan mana;:zm, sehovhnys ndak depar dibatalken den tenpa syarat
menghapus, dengan $evers atay pads wakte lafrmys vang ditenukas sendind
olel: DEUTSCHE BaNK AXTIENGESELLSCHALT wmiuk menjoud
selonthnya atau sebagian secara ¢ muke wmusn ataw di Bavah tangsn,

Atas dasar sk gudat saham tersebul, berilut kuasa yang telah dibenkan
kepadanys, DEUTSCHE BANKE AKTIENGESELLSCHATT melaksanakan
hak antuk melaksanakan eksekusi gadai saham secara juza! bali,

Uniuk kepertuan haknya berdasarkan Akia Gadai Saham, BECKETT telah
memberikan kewenangan dan kuasa peauh yang tidak dapat dibatalkan dan
tanpa syarst kepada DEUTSCHE BANK AXKTIENGESELLSCHAFT dan
kuasanya unhak i%z;:nycitsaikan dan melaksanakan tujuan tersebt dan uank
melaksamakan dan melakukan sczwp dan selimuh Sndakan vany diasggap
periu oleh DEUTSCHE BANK AXTIENGESELLSCHAFT atau pihak lain
yaog diperigkan atau pada waldunya wntek melaksanskan ekeekusi
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hak-haknya tersebut, Oleh karenanys, dalam pemikiran saya, kils
BECKETT telah memberikan kuasanya kepada pihak fertentu untuk
menjual, dalamn hel ini DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
berdasarkan Akts Gadai Saham, apakah diperiukan lagi kussa lain lagi,
dalam hal ini adalah para pengacars BECKETT 2.

ammmmeneneese S alywz pihak Pengacars telah memojtkan TERLAPOXK serta
terss-menerus memima TERLAPOR aptek megyershkan atau menerbitken
salinan Akt-Akia tersebut Aras tindakan ini kemudian TERLAPOR
meminta pendapar dan Ketua Peogadilan Negeri Jakama Barat sebagai
Pengawas Notarls, dan melalul suramya pads woggal 16 Oktober 2003 wlan
dijawsh bahwa tndakan vang sava Jakukan unndk ndak memberkan
skiaeakia dizakend adalzh telah sequsi dengan Pevenman Jabaun Moy
seria tidak melangear Kaidah dan Norma Etika sshagsi Nowris,

e 3, pilzk Pengacerz telah memmilild forocopl dan Salinan
Akta-akta dimaksud dan ssbenuloys mereks juga mengetabui siapa pikek
yang telah megjual saham Kliennya Keberadean TERLAPOR, untuk tidak
memberikan Salinan Akta-Akia dimeksud adalab semata-mata memjaga
tegaknya Profesi dan sumpah jabatan TERLAPOR scbagai Notaris, uniuk
tidak memberikan salinan zki kepada sispspun, Keowali hanya kepada
piukopibak yang berkepentingan hungsung. TERLAPOR, berkewaybas
mombasiakan segala sesustu mengonsi akia vang dibuatmya dan segals
kswranzan vang diperoich guna pepbustan skt sesuai dengan pihak yang
berkvpentingan  adalah para pihak yang hadic fangsung  dibadapan
TERLAPOR, dan karenanya hanya merekalah yang berhek atas salman
akta-akia dimaksud danfatau pikak yang diberikan kuasa oleh pitiak yang

langsung tercantumn dalam Akta.

s i3 3NE  Profesi dan Sumpak Jebatin TERLAPOR schagst
Notans wajib dilindungi Undamgs-Undang demi tercapainya kepastian
hulum,

10
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TENTANG PFERTIMBANGAN HURKUM

Menimbang, bahwa maksud dap tyuan PELAPOR seperti
tersebut di atag,

Menimbang, bahwa pada pokoknya TERLAPOR menolsk
memberiksn salinzp skta-akes vang pernah dibuatnva temiama akta-aka
sehagai berilug

i. Ak Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
2. Aka Nomor 1§, anggal 15 Pebmari 2002
3. Akta Nomor 19, tanggal 13 Pebruari 2002,
4, Alds Nomior 20, tanggal 15 Pebruari 20062,
3. Ajre Nomor 21, 1anggal 15 Pebruan 2002;
© 6 Ak Nomor 22, ranggal 13 Pebruan 2002;
7. Akta Nomor 23, Tangeal 15 Pebrari 2002:
2. Alta Momeor 24, sogeal 15 Pebriari 2002,
TOEBEan AlASAN (1ot iuvus covmaecrs crmmemee me oy e ek s e mamey g pan g a e aan sn s by as
a TERLAPOR telah memiota tanggapan kepada pihakpibak yang
beskepentingan langsupg dan pibakepihak tersebit menolak uanik
memberikan izin menebitkan salinan akta-akia dimaksud
b TERLAPOR telah meminta pendapat Peapadilan Neper Jakarts Barat
sebagal Peosawas Notaris melafui surainya tertanggal 16 Oktober 2003
dan telah dijawab oleh Peagadilan Negen Jakarta Baray bahwa tindakan
yang TERLAPOR Iakukn unni tidak membernkan akw-akue dimaksud
adalah telah segual demean Peramuran Jabatay Noewans seri tidak
melangear Kaidah dan Nonma Etika sebagai Notaris,
e wsammmne WEER A DA g, bahwa pada waktu pembuatan Ak dihadapan
TERLAPOR peogawssan Notaris beradz pada Pengadilen Negeri Jakanta
Baret berdosarkan Keputusan Besama Ketn Mahkamzh Agung dun
Menterl Kehakiman Republik Indonesiz Nomor KMAZAOG/SKB/ VIV 1987
tentany Tata cars Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Dint Notaris,
sedangkan Peogadilan Negeri Jakaria Barat telah menyatakan bahwa apa
yang difakukan TERLAPOR telah sesuai deagan Persturan Jabatan Notariy
di Indonesia seriz tidak medanggar Kaidah dan Notma Etikz Profesi Notaris.

[N
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—---—--—-—Menimbang, bahwa pada akta Nomor 21 dan 22 tanggal 15
Pebruan 2002, BECKETT adalah pemilik szham dari saham-saham yang
dijual berdasarkan akta-akia tersebut, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 teniang Undang—undan_g Jabatan Notars,
BECKETT adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam akta-akta
tersebut, s2dangkan pada akta Nomor 17, 18, 19, 20, 23, dan 24 tanggal 15
Pebruan 2002 pemilik szhmnyva adalah bukan BECKETT oleh karsnanya
BECKETT bukan pihak vang berkspentingan langsung terhadsp akta
ersebur.

- Menimbang, bahwa baik PELAPOR maupun TERIAPOR
masing-masing t=tap berpegang 12guh pada pendapamya.
—————Mewmperhatikan, Hasil rapai-rapat Tim Pemeriksa.

Memgerhatikan, Laporan hasil pemeriksazn oleh Tim
Pemertksa.

Mengingat akan pasal-pasal dari Peraturan Jabaman Nouars
S.1860-3 dan Undaung-umdang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkatan ©.....................

MAJELIS DENGAN SECARA MUSYAWARAH DAN

PR - b PR TR YT AR o S e LA T

1. Menyamkan PELAPOR merupakan pihak dalam akwa’/pihak vang
berkepentingan langsupg dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruan
2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002 yang kedua akia
tersebut dibuat dibadapanioleh TERLAPOR. Sedang terhadap akia-akra
yang lain sebagai berikut ;..o e
a Aldta Nomor 17, 1anggal 13 Pebruari 2002;

b. Akta Nomor 18, tanggzl 13 Pebruari 2002;
c. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruar 2002;
d. Akia Nomor 20, tanggal |5 Pebruari 2002;

e, Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruan 2002;
f. Akta Nomor-24, tangeal 15 Pebruan 2002,

PELAPOR bukan pihak dalam akia.

12°
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4, YERLAYOR dapat meageluarkan Salinapn Alaz Beritz Acam Elselusi
(3adai Sabam dan Alta Jual Beli saham tersebut kepeda PELAPOR
vaitu Akia Nomor 21, tanggal 13 Pebnman 2002 dan Akta MNomor 22,
tangeal 13 Pebruari 2002 veng kedus abia  tersebut  dibiat
aleh/dihadepan TERLAPOR sesust keweptuan pasal 34 Undang-undang
Nomer 30 Tabun 2004 Temang Jabatan Notars,

Diesmikian dipuzeskan dalam rapar MAJELIS, pade hasi Rabu,
tangeal 22 Maret 2004 dengan Ketue sidang Drs. MULKI MANRAPL
SH.MM, Ketwa MAJELIS bersamz NURMAX RIZAL, SH, Wakil Ketus
MAJELIS dan para Angeows MAJELIS serta Selreards MATELIS,

RETUA SEKRZE’I%.RIS
Brs, MULEKI MANRAFI, SH.MM. R HENRI MULIOND, SH.
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FUTUSAN

Nenor : 01/1/M).PPN/2006

DENGAN RAXHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS,

Majelis Perneriksa Pusat Notarls yang memeriksa permoehonan banding
atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notarls DK jukarta Nomor
O1/LM/IH/2006, tertanggal 22 Maret 2006, menjatubkon putusan dalam
perkara

Nama : Hmdawan Dokrit Supatme, SH.

Tempat/tgl lahir  : Ketiri, 5 juli 1959

Pekerjaan : Notaris
Agama . Islam
Alarnat : Jelan Raya Meruya Hlir Nomor 24, Kampieks

Qaryah Thayyibah Blok A No. 24,
Jakarta Barat 11630,
Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Pembanding;
melawan
Nama © Beckkett Pte, Lid, yang diwakili oieh kuasa
hukumnya Otta Cornelis Kaligis, SH. |
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum
Alamat : Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit
Permai Blok B 122-123, Blok C 101,
jakarta 10165;

Dahula disebut Pelapor, sekarang disebut Terbanding

/{V
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Maijelis Pemeriksa Pusat Notaris tersebut;

Setelah membaca Penctapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris
Nomor, M.O2-MPPN.03.03-Tahun 2006 tanggal 04 Soptember 2006 tentong
Pembentukan Majelis Perneriksa Pusat Nota;ris;

Setelah  membaca  berkas  perkara  banding  Nomor: M-

01/ BANDING/ MPPR/ VI 2008, tanggal 09 Agustus 2006;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terlapor dilaporkan oleh Pelapor, Beckkert Fte.,
Lud, sebuah perusahaan badan hukum asing vang didirikan menurnul hikum
Negara Singapura dan ber%ceda;du!-:an Ji Singapura berkontor di 4 Shenton Way
#04-03.5GX Centre 2, Singapura 068807, melalui kuasa hukumnya Otto Corrudis
Kaligis, S8H. sesual dengan suratnya Nomor @ 385/CCK /2005, tanggal 10
Maret 2005, dengan alasan-alasan sebagal berikuk:

“Bahwa Terlapor telah menerbitkan akta-akta Nomor 17, tanggal 15
Pebruari 2002; Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002; Nemor 19, tanggal 15
Pebruari 2002 Nemor 20, tanggal 15 Iebruari 2002; Nomor 21, tanggal 15
Pebruari 2002 Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002; Nomor 23, tanggal 15
Pebruari 2002, Nomor 24, tanggal 15 Pebruart 20027,

“Bahwa kedelapan Akta dimaksud adaloh Akta-akta yang terkait dengan
Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham”.,

"Bahwa dientara Akta Berita Acara Eksckusi Gadai Saham dan Akta Jual
Beli Saham dimaksud telah dilakukan Eksekusi Atas Saham-Saharm milik
BECKKETT, yang telah dijaminkan sehubungan dengan hutang piutang oleh

anak perusahaan pada turunan derajak ke-dua”,
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“Bahwa oleh karenanya Pelapor, berdasarkan fakta kepemilikan saham-
ssham adalaly pihak yang berkepentingan langsung dengan kepemilikan
saham-sahamnya pada anak perusahasnnys, termaosuk  berkepentingan
langsung atas kepemilikan sahame-sahamn oleh arak perusahaan BECKKETT
pada anak perusahaan di bawahnya lagi”.

Bahwa Yan Apul & Rekan, pada waktn ity bertindak dalam
kedudukannye selaku Kuasa Hokum BECKKETT, sebagaimana dalarn Buki 1
dan 2 telah mengupayakan untuk memperoleh Akta-Akta dimaksud pada butir
1 dasi Terlapor.

Bahwa Terlapor sebagaimana Bukti 3 secara nyata dan faktual tidak
mandiri, hal mana tidak pwlu,dibukl‘ikan lagi dengan alat bukti lain, dengan
meminta izin kepada pihak veng tidak mempunyal kewenarngan sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, yaknl dengan uraian Terlapor
sebagai berikut : “adapun tanggapmy dari pihax yang berkeperiingan langsung
tersebut selurnhinya ruenolak nrembertkan izin kepada saya ...7

Bahwa Pelapor selaku kuasa hukum karenanya bertindak untuk dan atas
nama BECKKETT, sebagaimana dalam bukti L-7 kembali mengupayakan
kepada Terlapor untuk memperoleh Akia-Akia sebagaimana dimaksud pada
butir 1.

Bahwa Terlapor sebagaimana ternyata dalam Bukti L-6 kembalt secara
nyata dan faktual, hal mana tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain,
menolak memberikan Akta dimaksud, antara lain menyatakan © ”...yang kamij
sampatkan kepada Kanter Advokef dan Konsulton }-}ukm:z' Yan Apul dan Rekari ppdn
prinsipnya berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat terionggal 16

Oktober 2003 Nomor W-7.Db.HE04.10.6419/2003 teloh sesuni dengan Peraturan
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Jabatar Notaris di Indonesia sertn Hdak melanggnr kaidah dan norma Etika Profest
Notaris”,

Bahwa tindakan Terlapor dengan mengnjukan surat kepada Pengadilan
Negeri Jakarta Barat agar Pengadilan Negert Jakarta Barat memberikan
penilaian atas Hndakan menclak memberikan Akta terkait eksckusi gadat
saham milik BECKKETT, telah salah alamat, karena sesuai dengan Kode Etik
Ikatan Notans Indonesia Pasal 7, teloh menegaskan bahwa pengawasan dan
pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh F’enguru*s Daerah lkatan Notaris
Indonesia dan Majelis Kehormatan Daerah pada tingkat perlama.

Sementara jika dibaca buku “Hukum Notaris Indonesia Suatu
Penjelasan®, karangan K. Soeéando Naotodisoerdjo, Edisi I, Cetakan kedua,
halaman 195, menguraikan secara jelas dalam hal ada keragu-raguan Notaris
membernkan salinan  atau  kutipan, sebaiknya wmiote sustu  kepuhusan
{beschikking) kepada Pengadilan, bukan mohon suatu pengarahan terhadap
tndakan yang tefah dilakukan Nolaris,

Bahwa disamping itu, membaca surat Terlapor kepada Pengadilan
Megeri Jakarta Barat secara jelas dan faktual telah mengarahkan sedemikian
rupa - dan secara faktual juga lelah berpihak - menempatkan BECKKETT,
sebagai bukan pihak yang berkepentingan langsung di mana Terlapor secara
jelas mengarahkan dan menempatkan pihak yang berkepentingan langsung
adalah:

(1) DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT;
(2) PT.MULHENDISENTOSA ABADI;
{3) PT. AKABILURLY,;

(4) PT. DIANILIA SETYAMUKTI,
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Bahwa upays Terlapor dalam mengarabkan dan mempengaruhi
Pengadilon Negeri Jakarta Barat secare jelas juga dapat dicermati dari uzraian
Terlapor dalam suratnya tersebul, antara lain dengan kata-kata “ ....felal
mernyeralikan seliap don selurul hak dan tocwenang yang dimiliki sebagai pemegany
saham kepads penerima gadei L.

Bahwa surat Terlapor kepada Pengadilann Negeri Jakarta Barat secara
sepihak dan berulang-ulang menyatakan @ © .., BECKKETT bukan pilwk yang
berkepentingan langsung....”,

Bahwa pernyatsan Terlapor merupakan pernyataan yang tidak sesuai
dengan doktrin dan yurisprudensi yang ada mengenal ketentuan Pasal 40
Peraturan Jabatan Notaris {S.1860-3).

Bahwa P. Vellems dalam bukunya "Het Reglement op he noturisanibl in
Nederlands Indie” menyelbutkan pendapat Bertling, bahwa yang dimaksud
dengan “yang langsang berkepentingan” iakah tidak hanya pihak-pihek dalam
akta, melainkan pula mereka yang mendapat sesuatu hak secara langsung dari
akta, juga mercka yang mendapatkan kepentingan dari akta, meskipun tidak
mendapatkan sesuatu bak dan suatu vonis Pengadilan di  Amsterdam
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berkepentingan laleh mereka dalam
sekalipun #idak dibuktikan dengan pembuktian yang sempurna, melinkan
dengan perkiraan {vermoedern) dapat dibuktikan bahwa dari isi Akta itu didapat
suatu hak, kegunaan atau keuntungan.

Bahwa berdasorkan fakta hukum  pihak  DEUTSCHE BANK

AKTTIENGESELLSCHAFT  yang  disebutkan  Terlaper  semata-mata

sesungguhnya hanyalah pihak pemegang gadai, bukan pemilik saham, pernilik
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saham adalah BECKKETT, karenanya adalah pitak vang berkepentingan

langsurig atas kepemilikan barang berupa saham-sahamnya.

Bahwa di luar dari pada itu, Terlapor dalam surntnya kepada Pengadilan
Negeri Jakarta Barat juga telah menempatkan diri sebagai pihak yang terlibat
langséng dalam transaksi dan telah memberikan penilaian atas suatu perjanjian,
dengan uraian pada butir 2, 3 dan 4 surat dimaksud.

Bahwa kemudian Terlalpar juga secara fakkual dan jelas hal mana tidak
periu dibuktikan dengan alat bukti Jain, telah menunjukan sikap dan perilaku
keberpihakan dan tidak mandin, dimana Terlapor harus meminta izin kepada
pihak lzin, sernentara fakia hukum, BECKKETT adalah pemilik saham.

Bahwa kemudian fakta hukum juga menunjukan Terlapor baru meminta
izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat 5 {lima) bulan setelah suratmya kepada
Yan Apul & Rekan yang menyatakan bahwa B8ECKKETT sebagai bukan pihak
yang berkepentingan langsung.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebug, kami mengajukan Japoran ini
dan mohon pemeriksaan texhadap dan menyatakan Terlapor:

1. Melanggar Peraturan Jebatan Notarls (5.1860-3) khususnya terhadap
Sumpah/Janji Jabatan sebagaimanz_: dimaksud dalam Akta Pasal 17 dengan
tidak menjalankan jabaton secara jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak
dan Fasal 40 dengan tindaksn imenolak memberikan Akt kepada pihak
yang berkepentingan (BECKKETT), atou dengan sctelah berlakunya
Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, melanggar

Pasal 4, Pasal 16 huruf (a}, dan Pasal 54,
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2. Melanggar Kode Elik lkatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 mengenai
Kewajiban yang harus dilaksanakan Notarks dan Pasal 4 mengenai Larangan

bagi Notaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pelapor telah mengajukan permohonan
kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Peagurus Pusat lkatan Notaris
Indonesia sesuai kewenangar yvang dimiliki ontuk selama lLaporan dan

Permohopan  Pemeriksaan  inl sedang  berjalan  menjatubken  sanksi

- H

- !
pemberhentian sementara dengan tidak hormat. Dalar hal Majelis Pengawas

Wilayah dan/ateu Pengurus Pusaﬁt_ katan Notaris Indonesia mempunyai
pertimbangan lain, mohon pertimbangan yang seadil-adilnys.

Menimbang, bahwa pada ranggal 6 oktober 2005 Terlapor telah didengar
keterangannya oleh Tim Permeriksa sebagai berikul

Berdasarkan surat permohonan yang telah disampaikan kepada Terlapor
oleh Pengacara Pelapor yaitu Yan Apul & Rekan pada tahun 2003 dan Otto
Comelis Kaligis pada tahun 2005, yang pada intinya adalah permohonan
Terlapor untuk menerbitkan atau memberikan salinan Akta-Akta antara lain
No.17 5/d 24 yang kesemuanya tertanggal 15 Pebruari 2002 yang dibuat oleh
Terlapor berkaitan dengan eksekust gadai saham antara lain milik BECKKETT
{hanya Akta-Akta No. 21 dan No. 22) eleh DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT. Atas dasar hal tersebut Terlapor telah merminta
tanggapan kepada pihak yang berkepentinegan fangsung atas permohonan dari
pihak pengacara BECKKETT dan mendapatkan tanggapan bahwa seluruh
pihak~pibak yang berkepentingan langsung telah menolak untuk memberikan
izin kepada Terlapor, untuk menertibkan salinan Akta-Akta dimaksud. Hal ini

telah disampaikan Terlapor kepada para pengacara BECKKETT.
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Bahwa secara kronologis, antara lain BECKKETT telah memberikan
jaminan berupa gadai atas saham miliknya, termasuk kuasa penuh untuk
menjual, kepada DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT a;ebagailnana
telah dinyatakan dalam Akta gadai saham. Kuasa tersebut dapat segera
dilaksanakan jika terjadi cidera janji, tanpa memperoleh suatu permintaan
urttuk pembayaran atau pemberitahuan maksud dan tanpa memperoleh suatu
penetapan, putusan atau legitnasi dari Pengadilan manapun, seluruhnya tidak
dapat dibalalkan dan tanpa syarat menghapus, dengan segera atau pada waktu
kinnya  yang  ditentukan  sendinn oleh  DEUTSCHE  BANK
AKTIENGESELLSCHAFT untuk menjual seluruhnya atau sebagian. secara di
muka umum ataw di bawah tar{gam

Bahwa atas dosar gadat saham tersebut, berikut kuasa vang ielah
diberikan  kepadanya, DEUTSCHE  BANK  AKTIENGESELLSCHAFT
melaksanakan hak untuk melaksanakan eksckusi gadai saham secara jual beli
Untuk keperluan haknya berdasarkan Akta Gadai Seham, BECKKETT telah
memtberikan kewenangan dan kuasa penuh yang tidak dapat dibatalkan dan
tanpa syarat kepada DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT dan kuasanya
untuk  menyelesaikan  dan  melaksanakan  tujuan  tersebut don  untuk
melaksanakan dan melakukan setiap dan seluruh tindakan yang dianggap
perfu oleh DEUTSTHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT atav pihak lain yang
diperhukan atau pada waktunya untuk melaksanakan eksekusi hak-haknya
tersebut. Oleh karenanya, dalam pemikiran saya, bila BECKETT telah
memberikan kuasanya kepada pihak tertentu untuk menjuzl, dalam hal ini

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT berdasarkan Akta Gadai Saham,
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apakah diperlukan lagi kuasa lain lagi, dalam hal ini adalah para pengacara
BECKKETT ?.

Bahwa pihak Pengacara telah memojokan Terfapor serta terus-mencrus
meminta Terlapor untuk menyerahkan ataun menerbitkan salinan Akta-Akta
tersebut. Atas tindakan ini kemudian Terlapor meminta pendapat dari Ketua
I;engadilan Neger: Jakarts Barat sebagsi Pengawas Notariz, dan melalul
suratnya pada tanggal 16 Oktober 2003 telah dijawab bahwa tindakan yang saya
lakukan untuk tHdak memberikan akta-akia dimaksud adalah telah sesual
dengan Peraturan jabatan Notaris serta tidak melanggar Kaidah dan Norma
Ftika sebagai Notaris.

Bahwa pihak Pengacara telah memiliki forckopi dari Salinan Akta-Akta
dimmaksud dan sebetulnya mereka jugs mengetshui stapa pihak yang telsh
menjual ssham Kliennya. Keberadaan Terlapor, untuk tidak memberikan
Salinan Akta-Akta dimaksud adalah semata-maka menjaga tegaknya profesi dan
sumpah jabatan Terlapor sebagai Notaris, untuk tidak memberikan salinan akta
kepada siapapun, kecuali hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan
langsung,. Terlapor berkewajiban merahasiakan segala sesuahs mengenai akias
yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoieh guna pembuatan akia
sesual dengan pihak yang berkepentingan adalah para pihak yang hadix
langsung dihadapan Terlaper, dan karenanya hanya merekalah yang berhak
atas salinan akta-akta dimaksud dan/ateu pihak yang diberikan kuasa oleh
pihak yang langsung tercantom dalam Akta,

Bahwa Profesi dan Sumpah Jabatan Terlapor sebagai Notaris wajib

dilindungi Undang-Undang demi terciptanya kepastian hukum.
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Merimbang, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2005 Pelapor telah didengar
keterangannya oleh Tim Pemeriksa sebagal berikut:

Bermula dari adanya hutang piutang, dimana DEUTSHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT, selaku Garantor atau pemberi Gadai untuk menjfamin
pengembnlian pinjaman {loan}. Pada saat masih Jalom negosiasi tiba-tiba
BECKKETT diberitahu, babwa sahamnya telah dijual secara dibawah tangan
oleh DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT yang waktu itu diwakili oleh
Arndr Syamgudin, SH. sebagal kuasa hukumnya, ada 12 {dua belas) Penetapan
yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jokarta Selatan Tabhun 2001, vang
membenarkan jual beli secara dibawsh tangan tersebut, Oleh karenanya
BECKKETT setaku pemilik saham yang dijual perfu mengetahui sahamunya telah
dujual kepada stapa? {Bukti Penetapan terlampir). '

Bahwa BECKXETT mengajukan permohonan  penetapan  kepada
Pengadilan Tinggi Jukarta Selatan, dan posisi terakhir Pengadilan Tinggi Jakarta
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jokarta Selatan fersebut {Bukti
Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta Terfampir).

Adapun hubungan Netaris limiawan Dekrit Supatmo, SH. dengan
Pengacara Amir Syamsudin, SH. yaitu sehubungan dengan Penetapan yang
dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33 sampai dengan
36/ PAtP/2002/ PN Jak Sel. dan tentunya telah diterbitkan 8 {delapan) Akt dari
Notaris yaitu:

1. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
2. Akta Nomor 1%, tanggal 15 Pebruari 2002;
3. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;

4. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;
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5. Akta Momor 21, tanggal 15 Pebruari 2002;

6. Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002;

7. Akta Nomor 23, tanggal 16 Pebruard 2002;

8. Akta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002.

Akta-Akta tersebut terkait dengan Akta Borita Acara Eksekusi Gadai Szhar dan
Akta Jual Beli Saham milik BECKKETT yang seharusnya penjualannya melahui
“Public Sale” karena kepentingan BECKKEET juga harus dilindungl.

Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Pelapor telah meminta kepada
Terlapor agar menerbitkan dan memberikan kepada Pelapor salinan dari 8
{delapan} Akta sebagaimana dimsksud, namun fawaban dari Terlapor sesuai
dengan surat yang dikirimkan kepada Pelapor adalah bahwa #indakan uniuk
tidak memberikan salinan Akta sebagaimana dimaksud adalah benar, karena
telah sesual dengant Peraturan Jabatan Notaris, hal ini berdasarkan atas
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Bahwa Terlapor sedemikian rupa telah  melakukan  Hndakan
menghalang-halangi dan/atau menunjukan keberpihakan dan/atau secara
bersama-sama pihak yang disebutkan oleh Notaris sebagai “pihak-pihak yang
berkepentingan”.

Bahwa BECKKETT adalah pihak yang paling berkepentingan dengan
Eksekusi Gadai saham miliknya. Namun, BECKKETT tidak dapat mer;%perolefz
Akta-Akta sebagaimana dimaksud dalam 8 (delapan) Akta tersebut. Dan kami
menganggap bahwa lindak_an Terlapor merupakan tndakan vang tidak
berdasar. Oleh karena itu Pelapor menghendaki Terlapor mau memberikan atau

menerbitkan Akfa-Akta dimaksud kepada Pelapor sebagai kuasa BECKKETT.
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Menimbang, bahwa terhadap loporan/ fmngad uan terscbuf, Majelis
Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, telah mengambil pulusen, yaitu
putusannya tanggal 22 Marct 2006 No.1 /LM/ 1172006 yang amarnya berbunyi:
1. Menyatakan Pelapor merupakan pihak dalam okta/pihak  yang

berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002
dan Akta Momor 22, tangal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta tersebut
dibuat dihadapan/oleh Terlapor. bedang terbadap akiz-akia yang lain
sebagai berikut:

a, Akta Nomor 17, tangga! 15 Pebruar 2002;

b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;

€. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;

d. Akta Nomor 20, tanggal 13 Pobruari 2002;

e Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;

f. Akia Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002;

Pelapor bukan pihak dalam akta.

2, Terlapor dapat mengeluarkan Salinan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai
Saharm dan Akta Juai Beli saham tersebut kepada Pelapor yaitu Akta Nomor
23, tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta Nomer 22, tanggal 15 Pebruari 2002
yang kedua akta tersebut dibuat oleh/ dihadapan Terlapor sesuai ketentuan
Pasal 54 Undang-undang Noemor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa otas putusan tersebut di atas, Terlopar relah
memohon pemeriksaan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris i
Jakarta, melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris DK Jakarta yang
disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris pada tanggal 09 Agustus

2006 dengan surat tanpa nomor dan tanpa tanggal, beserta memori banding

Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH Ul, 2009 /% ({/



13

Terlapor/Pembanding,  tercatat  dalam fegister Nomor : M-

01.Banding/ V111/2006, tanggat 09 Agustus 2006,

Menimbang, bahwa memori banding dari Terlapor/ Pembanding adalah
menolak Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI jakarta Nomeor :
01 /1L.M/ 11/ 2006 tanggal 22 Maret 2006, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding lelah menerime Pemberitahuan Putusan dan Salinan
Resmi Putusan No.Ol/ LM/ 111/ 2006 tanggal 22 Maret 2006 pada hari jum’at
tanggal 21 Juli 2006.

2. Bghwa Pembanding tclah mengajukan banding pada hari Kamis, tanggal 27
Juli 2006, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan
meenurut cara dan dalam te;zzggang waktu yang ditentukan yaitu 7 {tujuh}
hari kslender terhitung sejak putusan diterima berdasarkan Pasal 33
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusic RI No.M-02.PR.08.10
Tahun 2004

3, Bahwa Memori Banding ini disiukan FPembanding pada anggal 4 Agustus
2006 sehingga masih dalam tenggang wakiu 14 {ernpat belas) hari kalender
terhitung sejak banding dinyatakan,

4. Bahwa Memori Banding ini dizjukan berkaitan dengan adanya Putusan
Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor @ 01/ LM /11172006
tanggal 22 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut:

1} Menyatakan bPeIapczr merupakan pihak dalam akta/pihak yang
berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari

2002 dan Akta Nomor 22, tangal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta

tersebut dibuat dihadapan/oleh Terlapor, Sedang terhadap akta-akta

yang lain sebagai berikut:
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a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 200;?;
b. Akta Nomer 18, tanggat 15 Peliruari 2002;
¢ Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;
d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002%;
e. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;
£ Akta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002;
Pelapor bukan pihak dalam akta.

2} Terlapor dapat mengeluarkan Salinan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai
Saham dan  Akta Jual Beli saham tersebut kepada Pelapor yaitu Akta
Neamor 21, tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15
Pebruart 2002 yang kedu; akta tersebut dibuat oleh/ dihadapan Terlapor
sestas kelentuan Pasal 54 Undeng-undang Nomor 30 Tshun 2004
Tentang Jabatan Notaris.

5. Balowa Terbanding (maksudnya Terlapor/Pembanding) menerima Surat
Panggilan dari  Majelis Pengawas Wilaysh untuk  hadir  didengar
keterangannya  elalui Surat Panggilan Nomor W7.UM.01,.10-623.2005
terfanggal 6 Mei 2005 yang didasarkan Surat Laperan Terbanding
No.3850CK.II/2008 tertangpal 10 Maret 2008,

6. Bahwa Terbanding (maksudnya Terlapor/ I’embmdéng) kembali menerima
Surat Panggilan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk hadir dan didengar
keterangannya melalui Surat Panggilan Nomor W7.UM.01.10-1829.2005
tertanggal 30 September 2005 yang didasarkan Surat Laporan Terbanding
No.385/0OCK.I1/2005 tertanggal 10 Maret 2005,

7. bahwa pada halaman 2 putusan tentang pokok permasalahan angka I

Romawi disebutkan:
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3.

1>

“Balnwn PELAPCOR dengan surat laporannya lestanggel 10 Marct 2008
No, 385/CCK 72008 peribal taporan.... ... {dst)”.

Berdasarkan hal tersebut maka dusar adonya laporan adalah Surat Pelapor
tertanggal 10 Maret 2005.

bahwa pada halarnan 7 putusan angka Romawi 111 disebutkan:

“babnor pada tarnggal 6 Cktober 2005 PELAPOR ielak didengir keterangurorya oleh
Tir Pemeniksa.... .. {dst):”

bahwa pemecriksaan pada tanggal & Oktober 2005 tersebut didasarkan atas
surat Panggilan Ne, W.Z.UM.01.10-1829.2005 tertaniggal 30 September 2005
yvang didasarkan Surat Laporan Terbanding No.1355/OCKVII tertanggal 26
Juhi 2005 ;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka terlihat Majelis Penpawas Wilayah telah
keliru membugl puiusen didasari oleh ketgrangan-keterangan Pembanding
dan Terbanding berdasarkan laporan Terbanding tertanggal 26 juli 2005
padahal Majelis Pengawas Wilayah sendiri menyatakan bahwa putusan
didasarkan laporan Terbanding tanggal 10 Maret 2005

Bahwa surat panggilan bidak memenuhi syarat administrasi. Surat panggilan
pertama yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada
Pembanding dilakukan pada tanggel yang sama dengan tanggal
pemeriksaan yaitu tanggal 6 Mel 2005 namun faktanya surat éénggiian
tersebut Pembanding terima pada tanggal 4 Mei 20085,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum
dan Mak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomorn: M-02PR.08.18 Tahun

2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
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13.

16

Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis
Pengawas Notaris {("PERMEN") disebutkan bahwa:

“vemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekrelaris dalan waktu paling lambat 5
{fima) hari kerja sebeluny sidnng”.

Pemanggilan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pembanding tidak
dilakukan berdasarkan ketentuar yang berlaku vaitu paling lambat S {lima)
hari kerja sebelum sideng dilzkukan. Hal ini menunjukkan  proses
pemeriksaan yang dilakekan Majelis Pengawas Wilayah tdak mermnenuhi
syarat administrasi yang berlaku don terkesan sangat tergesa-gesa.

Bahwa Pembanding tidak pernah menerima surat laporan Terbanding.
Bahwa apabila terdapat péngzduan atas dogean terjadinya Pelanggaran
Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanoan jabatan Notaris atau
pelanggaran lainnya yang dilakukan seograng Neotaris, seharusnya Majelis
Pengawas Wilayah mempertemukan atau sekurang-kurangnya memberikan
informasi kepada MNetaris yang bersanpkutan tentang adanva pengaduan
teysebut guna pembelsan din Notags yang bersangkutan,

Bahwa dalam hal im Pembanding berhak melakukan pembelasn dird atas
dugaan yang telah disampaikan oleh Terbanding baik pada saat
disampaikarmya laporan awal maupun pada saat Terbanding/Pelapor
memberikan keterangan dimuka Majelis Pengawas Wilayah, Hak untuk
melakukan pembelaan diri tersebut telah diatur dalam pasal 74 ayat {2)
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN")
yang berbunyi:

“Notaris berhak wnluk membela dirl dolam pemeriksnan dalon sidang Majelis
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Faktanya Pembanding fidak pernah ﬁlen‘gatahui apa yang menjadi
keinginan Terbanding selaku Pelapor, apakah mengenai bhal-hal yang
Berhubungan dengan pasal 21 ayat (2} atau pasal 21 ayat (3) PERMEN serta
apa yang menjadi daser laporannya tersebut mengingat Pembanding tidak
pernahh memperolch tembusan surat yang disampaikan kepada Majelis
Pengawas Wilayah atau informasi lainnya.

14. Bahwa pemeriksoan yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah melewati
batas waktu 30 {tiga pnlﬁh} hari kalender. Bahwa laporan yang diajukan
Terbanding tanggal 10 Maret 2005 langsung kepada Majelis  Pengawas
Wilayah karena pada waktu laporan diajukan Mnjelis Pengawas Daerah
belum terbentuk, sahingga'fmenumt Pasal 38 PERMEN memgenai adanya
laporan tersgbut tugas dan kewenangarmya dilaksanakan oleh Majelis
Pengawas Wilayah.

15. Bahwa dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangan Majelis Pengawas
Daerah, maka acara pemeriksaan juga seharusnya sesual dengan acara
pemerikssan Majelis Pengawas Daerah yang itu sudah memeriksa laporan
tersebut paling lambat 7 {tujuh) hari kalender setelah laporan diterima dan
sudah harus menyelesaikan pemeriksaan dan mengeluarkan putusannya
dalam jangka wakt: 30 hari kalender sejuk laporan diterima sesual
ketentuan Pasal 26 ayat (4) PERMEN yaitu:

“Prtusan diucapkan dalam jangka wakhiu paling lambat 30 (Fgapulidt) fari kalender
sejuk diterime”.
Faldanya pemeriksaan terhadap Pembanding i Majelis Pengawas Wilayah

ternyata memakan waktu Jebih dari 12 {dua bélasz bulan yaitu sejak
laporan Terbanding tanggal 10 Maret 2005 sampai putusan dari Majelis
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18

Pengawas Wilayah tertanggal 22 Maret Zﬁéé«mengan demikian terbukii
bahwa proses pemeriksasn yang dilakukan Majells Pengawas Wilayah
terhadap Pembanding telah melewalti jangka waktu yang ditentukan.

Bahwa salinan Potusan Majelis Pengawas Wilayah dilaporkan kepada
Pembanding melebihi jangka waktu 38 {tiga puluh) hari kalender.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5) PERMEN, Salinan Putusan Majelis
Pengawas Wilayah dilaporkan kepada Menteri, pelapor, terlapor, Majelis
Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat fkatan Notaris Indonesia dalam

jangka waktu paling lambat 30 {figa puluh) hari kalender terhitung scjak

putusan diacapkan. Dengan demiikian salinan putusan Majelis Pengawas
Wilayah terhadap Pembanding tertanggal 22 Maret 2006 scherusnya telah

diterima_oleh Pembanding paling lambat tappgga! 22 April 2006, namun

faktanya salinan putusan baru diterima Pembanding tanggal 21 Juli 2006

yasng beragti 4 bulan seteiah putusan dibacakan.

17. Keputusan  Majelis  Pengawas  Wilnyah  Dbertentangan  dengan  surat

18

Pengadilan Negeri Jakasta Barat. Bahwa Pembanding telah imeminta
pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai  Pengawas Notaris
melajui surat tertanggal 16 Okiober 2003 mengenal apakah tindakan
Pembanding yang menolak untuk memberikan akta-akta yang diminta
Terbanding merupakan pelanggaran terhadap kaidah dan norma etika
profesi Notaris, ' N

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2003 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
membalas  swrat  dari  Pembanding melalui  suratnya Nomor

W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 yang menjelaskan bahwa tindakan Pembanding

yang tidak memberikan akta-akta yang diminta oleh Terbanding telah sesuai
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dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, serta Hdak melanggar

kaidah dan Norma Ebika Profesi Notaris,

Dengan demikian keputusan Majelis Pengawas Wilayah jelas bertentangan
dengan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Pengawas
Notaris berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/5KB/VII/1987
tentang Tata Cara Penindaken dan Fembelaan Diri Notaris yang merupakan
ketentuan hukurmn yang berlaku sebelum berlakunya UUJN.

19. Bahwa terhadap pokok persoalan yang diajukan Terbanding telah diperiksa
dan diputuskan oleh Ketua Pengadilan MNegeri jakarta Barat selaku
Pengawas Notaris, berdasar;(an Keputusan Bersama Ketus Mahkamah
Agung dan  Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia  Nornor
KMA/D06/8KB/ VII/1987 tentang Tata Cara Penindakan dan Pembeloan
Din Notaris yaity melalui surainya Nomor W72.0b. Hk.04.10.4119/2003
tertaniggal 16 Oktober 2003

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris {("UUN"} Notarls dalam  menjalankan  jabatannya
berkewajiban antara lain:

a. bertindak jujur, seksarma, mendir, tidak berpihak, dan menjaga

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

b. merahasiakan segala sesuatu mengenat akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembustan akta sesuai dengan
sumpab/janji jabatan, kecuali undong-undang menentukan Jain.

21. Bahwa pada bagian Penjelasan pada Pasal 16 UUIN huruf e Notaris

berkewajiban untuk mershasiakan segala sesuaty vang berhubungan
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dengan akta dan surat-surat lainnya untuk m;elirzdungi kepentingan semua
pihak yang terkait dengan akia tersebut,

2Z. Bahwa kewajiban untuk merahasiskan scgala sevuatu mengenat akta yang
dibuat Notaris juga sesuai dengan ketentuan pasal 4 UUJN mengenai
sumpah/ pnji jabatan yaitu:

“Bahuwa_sgyn oken merchgsiokay isi akin dan keterangnn yang diperoleh delem

peloksanaan jubatan saya”.

Atas dasar tersebut maka sudah menjadi kewajiban apabila Pembanding
merzhasiakan segala sesuatu mengenal akts yang dibuatnya berdasarkan
ketentuan undang-undang dan karena terikot sumpah jabatan demi
melindungi kepentingan se'z;xua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Hal
ini bertujuan untuk mercegah segala bentuk penyalahgunaan baik terbadap
akta Hu sendiri maupun ferhadap isinys, juga demi menciptakan kepastian,
ketertiban dan perlindungan hokum bagi pihak-pihak vang terkait dalam
akta serta pertanggungjawaban kepada Tuhan YME terhadap sumpah yang
telah diurapkan.

23 Bahwa Terbanding tidak mempunyai kepentingan atas akta. Bahwa
Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah
pada halaman 12 putusannya yang menyatakan bshwa BECKKETT
{Terbanding} adalah pemilik dari sshar-saham yang dijual berdasarkan
akta Nomor 21 dan Nomor 22 sehingga berdasarkan Pasal 54 UUIN
Becckkett adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam akta-akta
tersebut,

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUIN Notaris hanya dapat

memberikan, memperlihatkan, memberitahukan isi akta, grosse akia, salinan
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akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada

akta, ahli waris, atau orang yang mempergleh hak, kecwali ditentukan lain

olgh peraturan perundang-undangan,

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 43 UUJN yang dimaksud dengan”

pihak yang berkepentingan” adalah penghadap atau pihak vang diwakili

gieh penghadap,

25. Bahwa Tim Kesatuan Sikap dan Pemahaman Dalam Pelaksanaan Undang-

26.

Undang Jabatan Notaris berdasarkan SK PP-INI Nomor 333/8K /1172006 18

Pebruari 2005 juga ielah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 30

funi 2005 bahwa yang dimaksud dengan pihak vang beckepentingan

langsung pada akta adalah:

1) Untuk dinl sendiri yaity yang lsngsunp menandatangani dan menjadi
pihak dalam akta atau yang mermnperoieh hak al“au penggantinya.

2) Untuk pihak yang diwakili dajam akta baik berupa badan maupurn
oTaANg.

3} Penerima kvasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya disebut
boleh mengambal salinan akta.

4} Pihak yang meminta dibuatkan akia, khususnya untuk akea relas.

Drengan demikian oleh Terbanding tidak memenuhi syarat yang ditentukan

oleh ketenivan hukum tentang “pihak yang berkepentingan”, maka

permintazn dari Terbanciing untuk menerbitkan atau memberikan sajinan

Akta yang dibuat oleh Pembanding jelas dilarang oleh undang-undang.

Bahwa pada awalnya Beckkett (Terbanding} telah menjadikan saham

miliknya sebagai jaminan hutang berupa gadai saham dan menjadikan

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT sebagai pernegang hak gadai.
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Sebagaimana telah dinyatakan dalam akta gadai sabam, DEUTSCHE BANK

AKRTIENGESELLSCHAFT selaku pemegong hak gadai dapat menjual

sgluruh afau sebagian sahamn terscbut, tanpa perlu suatu permintaan atau

permehonan_terlebih dahulu apabila debitur cidera japdi. Dengan lain

perkataan Pemepang Gadai dengan ptas kekuasaan gendiri (Tak Pemegang

Cadai untuk menival barane oadat tanba title eksekutorial disebut PARATE

EXSEKUSH. Pemegang padai berdasarkan Parate elsekusi menjusl barang

gadai seakan-akan seperti meniual barangnya sendiri Peinegang Gadai

dengan hak tersebut mempunval sarana pengambilan pelunasan yang

disederhanakan dan dipermudah.

Hahwa atas permohonan }*;ng telah disampaikan kepada Pembanding olch
pengacara Terbanding yaitu Yan Apul & Rekan pada tahun 2003 dan Otto
Cornelis Kaligis pada fshun 2003 yang memchon Pembanding untuk
mererbitkan atau memberiken salinan Akia-akta antara lain Nol7 s/d 24
yang semuanya tertanggal 15 Februari 2002 yang dibuat oleh Pembanding
berkaitan dengan eksekusi gadai saham oleh DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT, Pembanding telabh meminta langgapan kepada
pibak yang berkepentingan langsung atas akta-akea tersebut sesuai
ketentuan yang beriaku. Dan ternyata pihak-pihak yang berkepentingan
langsung tersebut yaitu DEUTSCHE BANMK AKTIENGESELLSCHAFT, PT
MULHENDI SENTOS0A ABADI, PT AKABILURU, dan PT DIANLIA
SETYAMUKTI tidak memberikan izin ktepat::’za Pembanding untuk

menerbitkan salinan akta-akta dimaksud kepada Terbanding.
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Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU}Ni dalam hal untuk kepentingan

preses peradilan, penyidik, penuntul umum, atau  hakim  dengan

persetujuan Majelis Pengawas Dacrah burwenang untuk:

1} Mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pe\mcriksaan yang berkaitan
dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Motaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris.

3} Pengambilan fotokopt Minuta akta atau surat-surat dibuat berita acara
penyerzhan,

Dengan demikian oleh ké;ezta Pombanding tidak memperoieh izin dari

pihek yeng berkepentingan atas akta-akia tersebut kepada Terbanding.

Bahkan untule kepentingan proses peradilan-pun Notaris hanya dapat

memberikan fotokopi akta saja, jika dimintakan oleh penyidik, penuntut

umum, atay hakim.

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah melebibi wewenang dalam memeriksa

pengaduan/ laporan dan dalam menjatuliken putusan. Bahwa laporan yang

diajukan oleh Terbanding/Pelapor ke Majelis Pengawas Wilayah adalah
memehon supaya dilakukan pemeriksaan terhadap dan menyatakan

Terlapor {Pembanding):

1) Melanggar Peraturan Jabatan Notaris (5,1880-3) khususnya terhadap
Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pasal 17
dengan tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, mandiri dan
tidak berpihak dan Pasal 40 dengan tindakan menolak memberikan akta

kepada pihak yang berkepentingan, atau dengan setelah berlakunys

Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH Ul, 2009 %f
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Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, melarggar
Pasal 4, Pasal 16 huruf (a), dan Pasal 54.

2) Melanggar Kode Gtk Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3
mengenai Kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4
mengenai Larangan bagi Notaris,

Dengan melibat dan membandingkan isi lJaporan Terbanding dan putusan

dari Majelis Pengawas Wilayah terlihat jelas bahwa isi_putusan Maielis

Pengawas Wilayah melebihi dar spa vang dilsporkan dan diminta oleh
Terbanding. Tuduhan Pelapor adalah pelangparan Peraturan  Jabatan
Notaris dan Pelanggaran Kode Etik, namus Majelis Pengawas Wilayah

bukannya memberikan peringatan atau sanksi tapi justru memutuskan

bahywa Pelapor merupakan Pihal dolam akis den_menyaiaken bahwa

Terlapor dapat mengeluarkan salinan Akia kepada Pelapor yang (i) tidak

pornab dimintakan  olgh Terbandine, dan i) jelas merupakan suaiu

L.
“hukuman/sanksi” bagi pihalke-pibak lain (pihak ketiga) yvairu DEUTSCHE

BANK AIET}ENG%EL{SCHAPT , PT MZILHE?\}Z}i SENTOSA ABADIL, T

AKABILURU, dan PT DIANLIA SETYAMUKTL

. Bahwa berdasarkan Pasal 70 UUJN kewenangan Majelis Pengawas Daerah

antara lain

1) Menyeclenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  adanya  dugaan
pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanoan jabatan
Notaris;

4) Menerima  Japoran  dari masyarakat mengenai  adanya dugpan
pelangparan kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam

Undang-undang ini.
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Sedangkan kewerangan Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan Pasal 73

UUIN antara lain sebagai berikut:

1} Mtzrzycjicnggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan
atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majells Pengawas
Wilayah;

2} Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan
di atas;

3} Memberikan sanksi berupa teguran lisan atay tertulis;

4) Mengusulkan momberikan sanksi terhadap Notaris kepada Majelis
Pengawas Pusat berupa :

-pemberhentian sementara 3 {tiga} bulan sampai dengan 6 (enam} bulan

akaw;

~pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan ketetuan tersebut Majelis Pengawas Wilayah berwenang
untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan jabatan Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas
Wilayah ini diketahui oleh Terbanding yang dalam laporannya tidak
meminta hal-hal dijuar pelanggaran kode etk Notarts, nanwin ternyata
\ Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan teguran ataa sanksi rapi
fustru  memerintahkan Nﬁtzufi:s untuk menyérahkan akta yang
dibuatnya dan bahkan mez;z:iptakan suatu keadaann hukum baru

dengan adanya amar putusan yang menyatakan Terbanding sebagai

\ Pihak dalam Aktat
Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas terbukti bahwa sepanjang

pemeriksaan Pembanding oleh Majelis Pengawas terdapat bariyak hal-hal yang
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bertentangan dengan ketentuan yang berlaku antara lain Pasat 4, Pasal 16 Ayat
(1} huref e dan Pasal 54 UUJN dan PERMEN serta berfentangan dengan
Kesepakatan Bersama Tin Kesatuan Stkap dan Pemahamaon dalam Pelaksanaan

UUIN

Dengan demikian Pembanding mohon kepada Majelis Pengawas Pusat
yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut

1. Mernerima permohonan banding dari Pembanding;

2. Membatalkan Pubtusan Majelis Fengawas Wilayah Nomor. 01/LM/111/2006
tanggal 22 Maret 2006; |

3. Menyatakan bahwa Pembanding tidak melanggar UU No. 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Tkatan Notaris Indonasia;

4. Menyatakan bahwa tindakan Pembanding dengan tdak memberikan
satinan akta yang dibuatnya kepada Terbanding sudah tepat dan sesual
dengan Surat Ketoa Pengoedilan Negeri Jakarts Barat  Nomor
W7.DbHk.04.10.411%/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 dan Undang-lindang
Jabatan Notaris mengikat Terbanding {(Beckkett) bukanlah pihak yang
berkepentingan langsung ?acia akta.

Atau apabila Majelis Pengawas Pusat berpendapat jain, mohon putusan
vang seadil-adilnya {ex acgua ct bono);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI
Jakarta Nomor : 01/LM/HI/2006, tanggal 22 Maret 2006, Pelapor tidak
menyampaikan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding
dari Terlapor, tetapi Pelapor mengejukan banding pada tanggal 11 Agustus

Z)06 dengan menyampaikan memori barwding sebagai berikut ;
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Bahwa Pembanding/Pelapor sangat keberatan atas putusan Maijelis
Pengawas tersebut di atas karena Majelis tidak memberikan pertimbangan
hukum yang cukup dan keliru, seperti yang akan Pembanding/Pelapor uraikan
dibawah ini:

1. Bahwa dalam perfimbangan hukam putusan majelis, dinyatakan bahwa
Terlapor/Terbanding menolak memberi salinan akta-akta yang pernah
dibuatnya masing-masing akta Nomor : 17 sampai dengan Akta Nomor ¢
24, masing-masing tertanggal 15 Februard 2002, karena
Terlapoy/Terbanding telah meminta langgapan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan langsung dan pihak-pihak tersebut menclak untuk
memberikan izin menerbitkan salinan akta-akta dimaksud.

Tanggapan:

Bahwa tindakan Terlapor/Terbanding yang meminia tanggapan kepada
pihak-pihak lain dan pihak-pihak fain tersebut menolak untuk memberikan
izin menerbitkan salinan akta-akta tersebut adalahy tindakan Tedapor/
terbanding yang secara nyata dan faktual melanggar Pasal 16 ayat (1) bubir
“d” Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang berbonyi

" Dalam menjalanken jnbaiannys, Netnris berkewajiban

& . -

b,

d. membesikan pelayapan sesual dengan ketentuan Undang-Undang inj,
kecuali ada alasan untuk menolaknya;
e dst. ...

dalam penjefasannya Pasal 16 ayat (1) butir “d” menegaskan :

¢
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“ Yang dimeksud dengan 7 slasun untuk n;e;za!ﬁknyn “ ndalal alasan yang
mengakibatkan Notaris tidak berpilink, seperti adanyn huebungaen daral atas
semendanyya desigan Notaris atau dengan swmuifistrinys, solaht sabu pihak g
tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakikan perbusten, atau
hal lain yang tidak diperbolehkan undang-undang”.
Demikian tindakan Terlapor/ Terbanding yang menolak untuk memberikan
izin mencrbitkan salinan akta-akta kepada Pelapor/Pembanding karena
Terlapor/ Terbanding telah meminta tanggapan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan langsung dan pibhak-pihak tersebut menolak  untuk
memberikan  izin  menerbitkan  salinan skta-akia déma?&ud jelas
membuktikan Terdapor/Terbanding tidak mandiri dan berpihak dalam
menjalankan tugasnya karenanya melanggar Sumpah Jabatan sebagaimana
terurai dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan divraikan
lebih lanjut dajam Pasal 16 ayat (1} huruf “a”;
« Bahwa terlapor/Terbanding yang meminta pendapat Pengadilan Negeri
Jokarta Barat sebagai Pengawas Notaris melald surainya tertanggal 16
Oktober 2003 dan surat tersebut lelah dijawab cleh Pengadilan Negeri
jakarta Barat bahwa tindakan vang Terlapor/Terbanding lokukan untuk
tidak memberikan akta-akia di;naksud adalah telah sesuai denpan
Peraturan Jabatan Notaris serta tidak melanggar Kaidah dan Ncrrﬁa Etika
sebagal Notaris.
Tanggapan:
Bahwa tindakan Terlapor/Terbanding yang meminta pendapat Pengadilan
Negeri Jokorta Barat sebagal Pengawas Notaris untuk tidak memberikan
akta-akia yang di maksud adeiah tindakan yang tidak tepat, karena

sebagaimana. dimaksud dalam  “Hukwum Notaris  Indonesia  Suat
Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH Ul, 2009
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Penjelasan” karangan R. Scegondo Notodisoerdjo, Edist I, Cetakan kedua,

halaman 195, dikutib sebagai berikut : bahwa dalam hal ada keragu-raguan

Notaris dalam memberikan salinan atay kutipan, sebaiknya minta suatu

keputusan _{beschikking} kepada Pengadifan_ bukan wmohon sualu

pengaraban terhadap tindakan vang telah dilakukan Notaris,

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan disebutkan bahwa akia
Nomor @ 21 dan 22 tanggal 15 Februari 2002, PelapoyPembanding adalah
pemilik saham dard saham-saham yang dijual berdasarkan akta-akia
tersebut, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Undang-Undang Notaris, Pelapor/Pembanding adalah pihak
yang berkepentingan langsung dalam akta-akta tersebut, sedangkan pada
akta nomor 17, 18, 19, 20, 23 dan 24 tanggal 15 Februari 2002 pemilik
sahamnya adalah  bukan Pelapor/Pembanding oleh  karenanya
Pelapor/Pembanding bukan pihak yang berkepentingan langsung
terhadap akla tersebut.

Tanggapan :

Bahwa pertimbangan putusan Majelis yang menyatakan bahwa akta Nomor
17,18, 19, 20, 23 dan akta 24 tertanggal 15 Februari 2002 tidak berhubungan
langsung dengan Pelapor/ Pemban\ciing karena pemilik sabamnya bukan
Pelapor/Pembanding sehingga pihak Pelapor/Pembanding bukan pihak
yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut adalah tidak
beralasan, sebab aklz-akita tersebut berhubungan langsung dengan
Pelapor/ Pembanding.

Bahwa Pelapor/Pembanding adalab pihak yang berkepentingan langsung
dengan seluruh skta-akta yang diminta oleh Pelapor/Pembanding masing-
masing No.17 sampai dengan No.24, yang keseluruharnya tertanggal 15

Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH Ul, 2009
'



30

Februari 2002, karena Pelapor/Pembanding adalah pemilik dan pemegang
saham yang menggadaikan seluruh sahamesaham yang dimilikinya yakni
sejumiah 7.420 {tujub ribu empat ratus dua pulub) soham yang mewakiii
74,2 % (tujuh puluh empat 2/10 persen) di dalam PT. Swabara Mining &
Energy; - selanjuinya PT. Swabara Mining & Energy adalak pemilik dan
pemegang  saham  yang menggadatkan  sefurah  salam-saham  yang
dimdlikinya yakni sejumlah 6.499 (enam ribu empat ratus sembilan puluhb
sembilan} saham yang mewakili 92,95 % (sernbilan puluh sembilan 957160
persen) di dalam PT. Asminco Utama; - selanjutnya PT. Asminco Utama
adalah pemilik dan pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham-
saham yang dimilikinya ya!.-{ni sejurndah 200320 {dua puluh ribu tiga ralus
dua puluh} saham yang mewakili 40 % {empat puluh persen) di dajam PT.
Adaro Indonesia, demikian juga PT. Asmince Bara Utama adalah pemilik
dan pemegang saham yang menggaciaikan seluruh saham-saham yang
dimilikinys yakrd sejumlah 10,000 (sepuiuh ribu) saham yang mewakili 40 %
{empat pulub persen) di dalam FT. Indonesia Bulk Terminal;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon/Pembanding adalah pemegang
saham tidak langsung/terafiliasi pada PT. Asminco Bara Utama, PT. Adaro
Indonesia dan PT. indonesia Balk Terminal;

Bahwa  landasan  hukum  pemilik  tidak  fangsung/terafiliasi
Pemohon/Pembanding, karenanya adalah pihek yang mempunyai
kepentingan langsung dengan akta-akta No.17 sampat dengan No.24, yang
keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002, dibuat dan diterbitkan oleh
Terlapor/ Terbanding, bertitik tolak pada ketentuan peraturan perundang-

undangan berikut :
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8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1395 tentang Perseroan Terbatas
{("UuPT”"}
Bab IV Pagal 56 UUPT tentang Laporan Tabunan dan Pengguoaan Laba
berbunyi sebagai berikut
“"Dalam wakte § bulan setelah lahun bukua  Perseroan ditutup, Dirckst
mesyusun laporan tohwsan nntuk dicfuken RUPS, yang memuat sckurang-
kurangnya
1} Perhitungan tahunan yang terdiri dari .., dan seterusnya ... ;
2} Neraca gabungan dari persercan yang tergabung dalam satu grup, di

samping neraca dari masing-masing Perseroan tersebut;
3 ... B
4y ... dst
Penjelasan Pasal 56 huruf b UUPT tersebubt di atas mengemukakan :
¥ Yang dimaksud dengan “neraca gabungan” adalah neraca kosolidasi,
sesual dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku”
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan {"PSAK") No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi, yang
dikelvarkan oleb Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan sebagai berikut :
“PSAK ind mengatur penyajia&z laporan keuangan konsolidasi dari suatu
kelompok perusahaan di bawah pengendalian suatu induk pez;u sahaan.”
Selanjutnya dalam PSAK No. 4 diatur mengenai definisi:
1} Kelornpok (grup) perusahoan, yaitu kumpulan induk perusahaan dan
seluruh anak perusaheannya;

2} Induk perusshaan {parent company) adalah perusahaan yang

memiliki satu atau Jebih anak perusahaan;
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3} Anak perusahaan termasuk cucu/cicit perusahaan,

b. Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1993 tentang Pasar Modal

{"UU Pasal Modal”}.

Pasal 1 angka 1 UU Pasal Modal mengenai definisi afilias

bernyanyisebagai berikut

“Aflinsi adalah :

4)

5}

6}

..............

Hubungan antara perusahaan don pihak, baik langsung maupun
tidak langsung, meﬁgendaﬁkan atau dikendalikan oleh perusahaan
tersebut:

Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik
langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
Hubungan antara perusaban dengan pemeganyg sazham vama”
Berdasarkan fakia-fakla ketentuan hukum di  atas, Pelapor/
Perabanding dapat membuktikan bahwa Pelapor/Pembanding
adalah pemegang soham tidak langsung atau terafiliasi dengan I'T,
Asminco Barat LHama, PT. Adare Indonesia serta PT. Indornesia
Bulk Terminal, sehingga Pelapor/Pembanding m;zzmpunyai
kepentingan dengan akta-akta Ne. 17 sampai dengan No. 24, vang
keselurahannya tertanggal 15 Februari 2002, dibuat dan diterbitkan
oleh Teslapor / Terbanding tersebut,

Balwa selain itu, karena kedudukan Pelapor/Pembanding selaku

pemegang saham ilah yang menyebabkan Pelapor/Pembanding
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mau dan sedia menggadaikan keseluruhan saham-sahamnya untuk
kepentingan afiliaginya (anak perusahaan pada derajat kedua, yakni
PT. Asminco Baru Utama) yang terkait pada transaksi hutang-
piutang; jika tidak ada hubungan kepemilikan saham itu niscaya
Pelapor/Pembanding tidak mungkin menpgadaikan keseluruhan
salwm-saham miliknya dan mengizinkan direksi FT. Swabara Mining
& Energy yang diangkat berdasarkan RUPS yang dihindari Pelapor/
Pembanding untuk juga menggadaikan saham-saham milik PT.
Asmincho Bara Utama yang ada di PT. Adaro Indonesia dan PT.
Indonesia Bulk ferminat;
Bahwa dengan :ﬁ,empunyai kepentingan langsung  terhadap
kepemilikan sahanvsaham pada anak perusahaannya termasuk pada
cucu dan cicit, maka tecpa perlu dibukitkan lebih lanjut lagi
Pelapor/Pembanding  berhak mendapatkan seluruh akta yang
berkaitan dengan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta
jual Beli Saham, sehingga bukan saja Akts Nomor 21 dan 22
tertangeal 15 Februari 2002 tetapi juga Pelapor/Pembanding berhak
mendapatkan akta-akta masing-masing Nomor: 17, 18, 19, 20, 23 dan
akta Nomor 24 yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2882.
Berdasarkan uraian Pembanding/Pelaper seperti tarsebut di atas, mohon

Maijelis Pengawas I’ﬁsat Notaris Daerah Khusus jakarta yang memeriksa dan

mengadili perkara a guo tersebut memberikan putusan sebagal berikut:

1. Menerima permohoran Banding Pembanding/Pelapor vang diajukan oleh

Pembanding;

2. Mengabulkan perrnohonan Pembanding/Pelapor untuk selurahnys;
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3. Membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wi]:ayah Notaris Daerah Khusus
fruketa Jakarta No. 01/ LM/ /720086, tanggal 22 Maret 2006;

4. Maenyatakan bahwa Pembanding/ Pelapor merupakan pihak dan pihak yang
berkepentingan lansung atas akta sebagat berikut:

a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;
¢. Akta Nomeor 19, tanggal 15 Pebruari 2002
d. Akta Nomeor 20, tanggal 15 Pebruar: 2002;
e. Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruar: 2002;
. Akia Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002;
g. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;
h, Akta Momor 24, tanggal 15 Pebruari 2002
Dimana akta-akta tersebut di atas Jibuat dihadapan/oleh Terlapor.

5. Menyatakan bahwa pihak Pembanding/Pelapor berhak untuk mendapatkan
salinan resmi atas akta-akta masing-masing nomor: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73,
dan Alta Nomor 24 yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002;

6. Menyatakan bahwa pibak Terbanding/ Terlapor wajib memberikan salinan
resini atas akta-akia masing-masing nomwr: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan akta
Nomor 24 yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002 tersebu_t kepada
Pelapor/Pembanding;

7. Menjatuhkan  sanksi kepada  Terbanding/Terlapor  sesuai  dengan
kewenangan yang dimilki Majelis berdasarkan peraturan dan Undang-
Undang yang berlaku,

Atau dalam hal Majelis Banding mempunyai pertimbangan lain, mohon

pertimbangan yang seadil-adilnya.
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Menimbang bahwa Terbanding Terlapor ‘telah menyampaikan kontra
memori banding yang intinya sebagai berikuti »

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil memori banding pada butir 3
yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Terbanding yang meminta
tanggapan kepada pihak-pibak lain dan pihak-pihak lain tersebut menolak
arituk memberikan izin menerbitkan salinan akla-akia tersebut merupakan
pelanggaran Pasal 16 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004

2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 30
tahun 2004 temabut’ justry menguatkan alasaan bagt Terbanding untuk tidak
menyershkan akta-akta dimaksud kepada Pembanding oleh karena adanya
alesan bagi Terbanding untuk melakikan tindakan tersebut.

3. Hahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUIN  Notaris hanyz dapat
memberikan, memperlihatkan, memberitabukan isi akta, grosse akea, salinan

akia atsu kutipan akta kepada grang yang berkepentingan jangsung pada

akta, ahli waris, atau orany yang memperoleh hak, kecuali ditentukan Jain
oleh peraturan perundang-undangan.
Dan berdasarkan Penjelasan Pasal 43 UUIN yang dimaksud dengan "pihak
yang berkepentingon” adalah penghadep atau pihak vang diwakili oleh
penghadap.

4. Bahwa Tim Kesatuan Sikap dan Pemohaman Dalam Pelaksanaan Undang-
Undang Jabatan Notaris berdasarkan SK PP-INI Nomor 333/SK/11/2005
tanggal 15 Pebruari 2005 juga telah membuat kesepakatan bersama pada

tanggal 30 Juni 2005 babhwa yang dimaksud dengan pihak yang

berkepentingan langsung pada akta adalah:
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13 Untuk diri sendiri yaitu yang langsung menandatangani dan menjadi
pihak dalam akta atau yang memperoleh hak atau penggantinya.

2} Untuk pihak yang diwakili dalam akts baik berupa badan maupun
orang.

3) Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalarn kuasanya disebut
boleh mengambil salinan akta.

4) Pihak yang meminta dibuatkan akta, Khususnya unituk akta relas.

Dengan demdikian oleh karena Pembanding tidak memenuhi persyaratan

yang ditentukan oleh ketentuan hukem tentang “pihak  yang

berkepentingan™ atos akta-akta tersebut, maks Terbanding iclas mempunyai

alasan untuk menolak ;}erm{z’;taan Pembanding untuk menyerahkan akta-

akta tersebut padanya karena Notaris hanya menjalankan tugasnya

berdasarkan Sumpak Jabatan untuk berstkap mandirl dan tidak berpihak.

. Bahwa Teranding menolak dengan tegas dalil memori banding butir 2 yang

pada intinya menyatakan bahwa tindakan Pembanding vang meminta

pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk tidak memberikan akta-

akta vang dimaksud adalah tindakan yang tidak tepat.

. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam hal ini merupakan

Pengawas Notaris berdasarkan ketentuan hukum yaitu  berdasarkan

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kelf;ai-{iman

Republik Indonesia Nomor : KMA/006/$KB/ VII/1987 tentang Tata Cara

Pengawasan, Penindakan dan Pembulaan Diri Notaris yang merupakan

ketentuan hukum yang berlaku sebelum berdakunya UUIN.

. Bahwa sikap Terbanding dengan meminta pendapat Pengadilan Neperi

Jakarta Barat sebagai Pengawas MNotaris melalui surat tertanggal 16 Oktober
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2003 adalah untuk menanyzkan mengenai %pakah tirdakan Terbanding
yang menolak untuk memberikan akia-akta yang diminta Pembanding
merupakan pelanggaran terhadap kawdah dan norma etika profesi Notaris,
Dengan demikian tindakan Terbanding untuk meminta pendapat dari
Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sudah wepat sesuai dengan tugas dan
wewenang yang diberikan urdang-undang,

8. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Memwori Banding butir 3
yang pada intinya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Pengawas
Wilayah Notaris DKI Jakarta yang menyatakan tahwa akta Nomor 17, 18,
19, 20, 23, dan 24 tertanggal 15 Pebruari 2002 tidak berhubungan langsung
dengan Pernbanding karené?pemilik sahamnya bukan Permnbanding schingga
Permnbanding bukan pihak vang borkepentingan langsung ierhadap akta
tersebut adalah tidak beralasan.

9. Bahwa atas permohonan yang telah disampaikan kepada Terbanding oleh
Pengacaranya yaitu Yan Apul & Rekan pada tahun 2603 dan Otto Cornelis
Kaligis pada tahun 2005 yang memohon supaya Terbanding menerbitkan
atau memberikan salinan Akta-akta antara lain Nomor 17 s/d 24 yang
semnuanya tertanggal 15 Pebruard 2002 yang dibuat oleh Terbanding,
Terbanding telah meminta tanggapan kepada pihak yang berkepentingan
langsung atas akta-akta terscbut sesual ketentuan yang berlaku. Dan
ternyata pihak-;;ihak vang berkepentingan langsung tersebut yaitu
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, PT. MULHENDI SENTOSA
ABADI, PT. AKABILURU, dan PT. DIANLIA  SETYAMUKT! tidak
memberikan izin kepada Terbanding untuk menerbitkan salinan akta-akta

dimaksud kepada Pembanding;
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Dengan demikian oleh karena Terbanding tidak memperpieh izin dari pthak
yang berkepentingan atas Akia-akta tersebul, maka Terbanding tidak berhak
dan tidak berwenang untuk menyerahkan salinan Akta-akta tersebut sesuai
permintaan Pembanding.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris
dalam hal untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuniut umom,
atou hakim dengan persetujuan  Majelis Pengawas Daerah berwenang
untuk ;

1. Mengambil foto copy Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyienpanan Notaris;

2. Memanggil Notaris uﬁ;uk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan akta yvang dibuatnya atou Protokol Netarls yang berada dalam
penyimpanan Netaris;

3, Pengambilan foto copy Minuta Akta atau surat-surat dibuat berita acara
penyerahan.

Berdasarkan hal ind kepentingan proses peradilan-pun Notaris hanya dapat

memberikan fote copy akta sajs, jika hal itu dimintakan  oleh penyidik,

penuntut umom, ataun hakim.

11. Bahwsa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang jabatan Notaris, Notaris dalam hmm}aimkan jabatannya
berkewajiban antara lain :

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga

kepentingan piliak yang terkait dalam perbuatan hukumy
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b. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akia sesusi dengan
sumpah/janjt jabatan, kecuali undang-undang menentukan faing

12, Bahwa pada bagian penjeiasan pada Fasal 16 Undang-Undang [abatan
Notaris huruf e, Notaris berkewajiban untuk merabasiakan segala sesuatu
yvang berhubungan dengan akia dan surat-surat lainpya untuk meiindungi
kepentingan semua pihak yang teckait dengan akta tergebut;

13, Bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenal akta yang
dibuat Notaris juga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang
Jabatan Notaris mengenai Sumpah/Janji iabatan yaitu:

"Baluon sgya akan merahpsiakar isi ki dan keterangan yang diperoleh deinm

peldksanaan jrbatan saya”,

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukii secara sah dan meyakinkan bahwa

Pembanding tidak mempunyai kepentingan atas akta-akta dimaksud termasuk

akta Nomor 21 dan 22 tanggal 15 Tebruari 2002 karena pihak yang

berkepentingan atas akta-akta tersebut hanvalah DEUTSCHE BANK

AKTIENGESELLSCHAFT, PT. MULHEND] SENTOSA ABADIL FPT.

AKABILURU, dan PT. DIANLIA SETYAMUKTI schingga berdasarkan Pasal 54

Undang-Undang Jebatan Notaris Beckkett tidak mempunyai kepentingan atas

akta-akta tersebut |

Atas dasar tersebut maka sudah menjadi kewajiban apabila Terbanding untuk

merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya berdasarkan

ketentuan undang-undang dan karena terikat sumpah jabatan demi melindungi
kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Hal ini bertujuan
untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan baik terhadap akta ifu sendiri
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maupun terhadap isinya, juga demt menciptakén kepastian, ketertiban dan

perlindungan hukum bagi pihak-pihak vang terkait dalam aktz serta

pertanggungjawaban kepada Tuhan YME terhadap sumipah yang telah
diucapkan!

Bahwa dalam laporan Pembanding ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang

menjadi petitum dalam Japorannya adalah memohon supaya dilakukan

pemeriksaan ierhadap dan menyatakan Terlapor (Terbandingy:

1. Melanggar Peraturen Jabatan Notaris (5. 1860-3) khosusnya terbadap
Sumpah/Jeni Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pasal 17 dengan
tidak menjafankan jabatan secara jujur, scksama, mandir dan tidak berpihak
dan Pasal 40 dengan tindakan menolak memberikan Akta kepada pihak
vang berkepeniingan, ataw dengan setelah sctelall berlukunya Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, melanggar Pasal 4,
Pasal 16 huruf (3}, dan Pagal 54 ;

2. Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 mengenai
Kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 mengenai Larangan
bagi Notaris.

Tuntutan Pemohon Kasast ird kemudian berubah dalam Memori Bandingnya

ini, dengan demikian sudah sepatutnya Memori Banding Pembanding ini tidak

dipertimbangkan oleh Majelis Pengawas Pusat.

Dengan demikian Térbanding mohon kepada Majelis Pengawas Pusat yang

mermneriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan putusan sebagai

berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
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2. Meinbatalkan putusan Majelis Pengawas ‘ Wilayah Notaris Nomor :
01/1L.M/1i1/ 2006 tanggal 22 Maret 2006;

3. Menyatakan bahwa Terbanding tidak melanggar Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik lkatan Notaris
Indoncsia;

4. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding dengan tidak memberikan salinan
akta yang dibuatnya kepada Pernbanding sudah tepat dan sesuai dengan
surat  Ketua Fengadilan  Negeri  lakarfa " Barat  Nomor
W7.0b.Hk . 04.10.411372003 tertanggal 16 Cktober 2003 dan Undang-Undang
jabatan Notans mengingat Pembanding {Beckkett] bukaniah \p,ihak yang
berkepentingan langsung ;};&da akta.

Atau apabila Majelis Penigawas Pusat Notaris berpendapat fain, mohon putusan

yang seadil-adilnya {ex aeque ¢f bons).

Menimbang bahwa untuk menanggapi memori banding Pembanding
Terlapor, Terbanding Pelepor telah menyampaikan kontra memori banding
sebagai berikut:

1. Alasan Banding pada halaman 2 - 3 angka 1 ~ 5 Memori Banding
PEMBANDING yang menvatakan;

“... Berdasarkan hal diatas maka terlihat Majelis Pengawas Wilayah telah
keliru membuat putusan didasari cleh keterangan-keterangan Pembanding
dan Terbanding berdasarkan laporan Terbanding fertanggal 26 Juli 2006
padahal Majelis Pengawas Wilayah sendiri me'rzyatakan bahwa putusan
didasarkan laporan Terbanding tanggal 10 Maret 2005."

Adapun alasan-alasan penyanggshan dari TERBANDING terhadap alasan
tersebut dif atas adaiah sebagai berikut:
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a. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PEMBANDING untuk mencapai
kesimpulan tersebut di atas merupakan bagian dari ” Tentang Fokok
Permasalahan ” yang merupakan bagian yang mencerilerakan mengenai

kronologis perkara dan posisi para pihak dan bukan merupakan bagian

“"Tentang Pertimbangan Hukum “ yang merupakan bagian yang
menjadi dasar Putusan Majelis Pengawas Wilayah Netaris. Oleh karena
it dalil-dalil yang diajukan oleh ?EMBﬁ‘NDiNG untuk mencapai
kesimpulan tersebut di atas dapat diterima dan harus ditolak.

b. Bahwa PEMBANDING telah berusaha menyesatkan Maielis Pengawas

Pusat Notaris dengan tdak menuliskan seluruh katipan halaman 2
Patusan Majelis Pezzgaéas Wilayah Naotaris Nomor © 81/LM/11/ 2006
tanggal 22 Maret 2006 yang dijadikan dalil untuk mencapai Kesimpulan
di atas. Sesunggubnya, kutipan lengkap halaman 2 Putusan Majelis
Pebgawas Wilayah Notaris Nomor : 01/LM/HI/2006 tanggal 22 Maret
2006 adalah sebagal berikut : 7 Bujiwa PELAPOR dengan sural laporusinys
lertanggal 10 Maret 2005 No. 385/QCKHIRZ005 perdal laporan dan mohon
pemeriksaan yang diregister dalaw Agenda Nemor ; 1355/QCK. V2008 telah
mengemukakan hal-hal berikut =*

Dari kutipan i atas, dapat dilihat bahwa Maijelis Pengawas Wilayah
Notaris Nomor : 01/1LM /11 /2006 tanggal 22 Maret 2006 mencatumkan 2
{ dua} pucuk Surat Laporan TERBANDING, masing-masing Surat No.
385/QCKNI/2006  tertanggal 10 Maret 2005 dan Surat No.
1355/ OCK. VH/ MG tertanggal 26 Juli 2005 pada halaman 2 Putusan

tentang  Pokok Permasalahan. Dengan demikian, PEMBANDING

terbukti telah berusabia memanipulasi fakta dalem Putusan dengan cara
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tidak mencantumkan kutipan secara keseluruhan demi tujuannya

mencapai kesimpulan bahwa Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Nomor @ 81/LM/NIL/2006 tanggal 22 Maret 2006 keliru karena tidak

didasarkan pada Surat Ne, 1355/OCK. VII/2005 tertanggal 26 Juli 2005

yang merupakan dasar Pemeriksaan 6 Oktober 2005.

. Majelis Pengawas Wilayah Notaris tidak pernah menyatakan bahwa

putusan hanya didasarkan pada laporan TERBANDING tanggal 10

Maret 2005 tetapi dalam Perbmbangan Hukunnya Majelis menyatakan

bahswa putusan yang diambil didasarkan pada:

¢ Maksud dan twjuan TERBANDING sebagai PELAPOR, yang
termaktub dalam Sté;at No. 385/OCK /2005 tertanggal 10 Maret
2003 dan surat No. 1385/0OCK.VII/2005 tertanggal 26 Juli 2005,
dimana keduanya dicantumkan keberadaannya pada halaman 2
Putusan tenteng Pokok Permasaiahan.

«  Klarifikasi PEMBANDING sebagai TERLAPOR yang dijelaskan pada
halaman 11 Putusan tentang Pertimbangan Hukum.

» Hasil rapat-rapat Tim Pemeriksa.

» Laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

¢ Pasal-pasal dari Peraturan Jabatan Notaris 5. 18603 dan Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta
ketertuan itukam lainnya yang bersangkutan.

Dengan demikian kesimpulan PEMBANDING pada halaman 3 Memori

Banding PEMBANDING  yang menyatakan putusan didasarkan pada

laporan Terbanding tertanggal 26 Juli 2006 adalah salah karena terang-

terangan pada halaman 11-12 Putusan, Majelis menyatakan bahwa
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Putusan diambil dengan memyerﬁmbanékan banyak hal seperti vang
telah diuraikan TERBANDING di atas.
2. Alasan Banding pada halaman 3 « 4 angka 8 - 9 Memori Banding
PEMBANDING yang menyatakan :
7. Faktanya Persbanding tidok peruslt nengeiahui apa yang menjadi keinginan
Terbanding seleku Pelapor, apakslr mengenei hal-hal yang berhubungan dengan
pasal 21 ayat (2] atag pasal 21 ayat {3) PERMEN seria apa yang mirnjadi dasar
laporannyn lersebul mengingat Pesnbrnding tidak pernah memperoleh femibusan
surat laporan yang dissmpnikan kepada Majelis Pengawas Wilayoh atau informasi
Intnnya.” |
Bahwa untuk mencapai kesimpulan tersebut, PEMBANDING mengajukarn
Pasal 74 ayat (2} Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
yang berbunyi @ Notaris beriwk untuk membela divi dation pe;;zcn"k;,sa&n dulan
sidang Majelis Pengnwaes Wilayelt” sebagal dasar hukum harus diberikan
tembusan  surat  laporan yang dikirimkan TERBANDING kepada
PEMBANDING.

Bahwa Pasal 74 ayat (2} maupun Penjelasannya sama_sekali tidak

menyatakan kewajiban bagi Majelis Pengawas Wilayah Notaris untuk

memberikan salinan Surat Laporan yang dikirimkan TERBANDING

kepada PEMBANDING untuk pembelaan diri PEMBANDING sebagai

TERLAPOR,

Bahwa hak PEMBANDING untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang
Majelis Fengawas Wilayah telah digunakan oleh PEMBANDING dalam
Pemeriksaan terhadap dirinya oleh Majelis Pemeriksa Pengawas Wilayah

Notaris DKI Jakarta pada tanggal 06 Okiober 2005 yang memberikan
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kesempatan bagi PEMBANDING  untuk mengungkapkan keterangan-
keterangan dan bukti-bukti yang dimilikinya.

Dengan demikian, dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa dia tidak
memperoich kesempatan melakukan pembelaan dini sebubungan dengan
Surat Laporan TERBANDING adalah keliru karena ia telah menggunakan
hak pombelaan dirinya melalui pemerikssan tanggal 06 COktober 2003
maupun penjelasan-penjelasan Yang dilakukan melalui surat kepada Majelis
IPengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta.

. Alasan Banding yvang diajukan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya
halaman 4 angka 13-14 yang menyatakan

“Buairen pada fanggal 16 Okiober 2003 Ketar Pengaditan Negeri Jekaria Barat
membabas  surat  dari  PEMBANDING  melalid suratnya Nomor
W2 Db Hk.04.10.4118/2003 yang menjelaskan balupa ludaken PEMBANDING
yang tidak membenkan okla-akle yang diminta oleh TERBANDING ielofi sesuai
dengan Peraturan febatan Nolarts di Indonesin, serta lduk wmclanygar Kaidal dan
Norma Profesi Nolaris™,

Selanjutnya PEMBANDING mengemukakan dalil pada halaman § yang
menyatakan bahwa:

“Dengan demikian kepu tusan Majells ?cngawas Wilayah jelns bertentangan dengan
surat dari Ketun Pengnditan Negeri jakarta Barat selaku Pengmoas Na!m*ié e
Bahwa tindakan PEMBANDING dengan mer'xgajukan surat kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat
memberikan penilaian atas tindakan menolak memberikan Akta terkait
eksekusi gadai saham milik BECKKETT adalah suatu tindakan yang tidak

tepat, karena scbagaimana dimaksud dalam bukue “Hukum Notaris
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Indonesia Suatu Penjelasan” karena R Soeg&xdo Notodisoerdje, Edisi L
Cetakan Kedua, halaman 195, dikutip scbagai berikut - Bahwa dalam hatl
ada keragu-raguan Notaris dalam memberikan salinan atan kutipan,
sebaiknya minta suatu keputusan {beschikhing) kepada Pengadilan, bukan
muhon suatu pengarahan terhadap tindakan yvang telah dilakukan Notaris.
Bahwa surat PEMBANDING kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara
jelas dan faktual telah mengarahkan sedemikian rupa - dan faktual juga
telah berpihak - menempatkan BECKKETT, sebagai bukan pihak yang
berkepentingan langsung dimana PEMBANDING secara jelas mengarahkan
dan menempatkan pihak vang berkepentingan langsung adalah
1. DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT;
2. PT. MULHENDI SENTOSA ABADI
3. PT. AKABILURU;
4. PT.DIANLIA SETYAMUKTL
Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya alasan yang dikemukakan
PEMBANDING dalam halaman 4 dan halarnan 3 angka 16 Memori Banding
ditoiak.
. Alasan Banding yang diajukan PEMBANDING dalam Mernori Bandingnya
halaman 5 angka 15 yang menyatakan:
“Bahww lerhadap pokok persoalan yang diajuban TERBANDING telah diperiksa
dan diputuskan oleft Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Baral selaku Pengawns
Notaris berdasarkan Keputusan Bersama Ketun Maldamah Agung dan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/OCE/SKB/VI/1987 tentang Tala Cara
Pengatwasan, Penindnkan dan Pembeloan Diri Notarfs, yaitu melalut suratiya

Nomeor W7 Db.Hk.04.10.4719/2003 fertanggal 16 Oktober 2003."
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Adapun alasan-alasan penyanggahan dari ‘I“E%%BﬁNDING terhadap alasan

tersebut dt atas adalah sebagai berikut

a. Bahwa yang dimaksud dengan asas nebis in idem adalah Pengadilan
tidak boleh memutus hal yang sama. Bahwa laporan diajukan
TERBANDING tidak nebis in idem karena Majelis Pengawas Wilayah

Notaris DKI lakarta bukan lembaps vudisial, melainkan merupakan

lembaga yang dibentuk melalai UlJ No. 30 Tahun 2004 tentang Jubatan
Motaris untuk memeriksa pelanggaran kode etik notaris atau
pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Selain i, Pengadilan Negeri
Jakarta Barat juga tidak menerapkan kewenangannya sebagai lembaga
yudisial karena hal tersel‘;at di atas dikemukakan olsh Pengadilan Negeri
jakarta Barat dalam suatu surat yang bukan merupakan Penetapan
ataupun Putusen, Dengan demikian, Keputusan Majelis Pengawas
Notaris DKI Jakarta maupun Surat Jawaban Pengadilan Negeri Jakaria
Barat atas pernyataan PEMBANDING tidek dapat digolongkan sebagai
keputusan hukum dan oleh karenanya asas Nebis in Idem tidak berlaku.
b, Bahwa pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat hanya didasarkan
pada arahan manipulasi fakta PEMBANDING yang sedemikian rupa
berusaha menempatkan TERBANDING sebagai bukan pihak yang
kerkepentinagn langsung, antara lain dengan kata-kata :
“...telah :::enye}airkm: setinp dan seluruh hak dan wewenang yang dinski
sebagal peregang salum kepada penerisma gadni...”
“...Beckett bukan pihak yang berkepentingan langsung.”
Bahwa pernyatean secara sepihak PEMBANDING telah secaraz nyata

mengarahkan dan mempenganihi Pengadilan Negeri Jakarts Barat
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dalam menjawal) suratnya kepada {’engadiian Negeri Jakarta Barat
tertanggal 25 September 2003, Bahwa pernyatean secara pihak
PEMBANDING telah mengesampingkan fakta bahwa Duetsche Bank
hanyalah pthak pemegang gadai dan bukan pemilik saham dan bahwa
TERBANDING adalah pernilik saham dan karenanya berkepentingan
langsung  atas  sahamessham  terscbut, Bshwa dengan  demikian,

PEMBANDING telah menunjukkan sikap dan perilaku keberpihakan

dan tidak mapdiri karens menerbitkan akta-akta tersebut tanpa

meminga izin kepada TERBANDING, selaku pemilik saham,

¢. Bahwa jawaban Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam  Surat
NQ.W’}’,Db.}ik,{}é.lﬂ‘%llg:fZﬂ[}Ei tertanggal 16 Oktober 20023 kepada
PEMBANDING yang menyatakan bahwa tindakan PEMBANDING telah
sesuai dengan Pasal 40 Peratutan Jabatan Notaris di Indonesia tidak
didasarkan pada Penetapan Penpadilan Tinggi DKl Jakarta Nemor
PTLKPT01L2005 tanggal 25 Pebruari 2005, Nomor PTILKPT.02.2005,
Nomor PTLKPT.03.2000 tanggal 2% Pebruas 2005 dan Nomor
PTLKPT 04.2005 tanggal 25 Pebruari 2005 yang membatalkan 16 { enam
belas ) Penetapan Pengadilan Negert Jakarta Selatan yang merupakan
dasar FPEMBANDING menjustifikasi penerbitan akta-akta notariil. Oleh
karena itu, pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah hdak
dapat diterima iagi karena tidak up-lo-date dengan bukti-bukt baru yang

bermunculan,

DALAM POKOK PERKARA
5. Alassan Banding yang diajukan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya

pada halaman 8 angka 16 - 18 yang mengatakan bahwa:
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"..sudaly menjadi kewejiban bogi PEMBANDING merakasiakan segala sesualu
mengenal akla yang dibunbnya berdasarkan keleninan andang-undang dan karena
terikat sweonpals jabaian.,.”

Hahwa dalil yang dikemukakan oleh FEMBANDING di atas menyangkut
dengan kewajtban Notaris untuk merahasiakan sesuatu mengenai akta yang
dibuainya adalah menyangkut pihak-pihak yang tidak berkepentingan
langsung akata tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang
Iabatan Notarsis disebutkan bahwa:

“Notaris hanya dapat menmbenkan, wemperiihatkan, momberitalukan Isi akis,
grosse okin, salinay akia otae kulipan akin kepadn orang yang berkepentingon
langsiung pada akta, ablim weris, ainu vrang yang nemperoleh hak, keeuali
ditenfukan lotn olel: peraturan perundang-indangan”

Berdasarkan Pasal 54 Undapg-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris tersebut maka terhadap TERBANDING dapat diberikan salinan akta
karena TERBANDING, sebagat pemilik dan pemegang saham yang
menggadaikarn seluruh saham-saham yang dimilikinya, dalam hal ind
merupakan orang yang berkepentingan langsung pada akta tersebut.
Berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya alasan yang dikemukakan
PEMBANDING pada angka 16 - 18 Memori Banding ditolak.

- Alasan Banding yang dizjukan PEMBANDING dalam Mermori Bandingnya
pada halaman 6 angka 20.

PEMBANDING memberikan definisi “orang yang berkepentingan langsung
pada akta” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 Undang-undang

No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dihubungkan dengan
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definisi”pihak yang berkepentingan “ yang diatur dalam penjelesan Pasal
43 Undang-undang No, 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang pada
pokoknya mengatur hal yang berbeda. Pasal 43 Undang-undang No. 30
Tahun 2004 tentang jabatan Notaris berada da;]am subjudul Bentuk dan

Sifat Akta sedangkan Pasal 84 Undang-undang No. 30 Tahan 2004

tentang Jabatann Notaris berada dalam sub-jedul Grosse Akia, Salinan

Akta, dan  Kutipan Akta, Dengan demikian, terlihat bahwa

PEMBANDING berusaha membodohi Majelis Pengawas Pusat Notaris
dengan memberikan definisi “pihak yang berkepentingan” dalam pasal 54
Undang-undang tentang Jabatan  Notaris  dengan penjelasan  Pasal 43
Undang-undang tentang I::baian Notaris.

. Alasan Banding  yang disjukan  PEMBANDING  dalam  Memeori
Bandingnya pada balaman 6 angka 21 yang menyatakan bahwa -

“Dengun  demikion oleh karena  TERBANDING  Hdak rmememonf syaral yang
difentukap oleh kekentuan hukwrn fonteng “pilak yong berkepentinagan,“maka
permintagn dari TERBANDING antuk menerbitkan atau menbegrikan salinan
akia dan datamn kaasanye discbut boleh mengarmiil salinan Akta yang dibuat oleh
PEMBANDING jelas dilarang oleh Undang-uridang.”

Bahwa TERBANDING adalah pihak yang berkepentingan dengan seluruh
akla-akta yang diminta cleh TERBANDING masing-masing HNO. 17
sampal dengan No. 24, yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002,
karena TERBANDING adalah pemilik dan pemegang saham yang
menggadaikan selurub saham-saham yang dimilikinys, yakni sejumlah
7420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) saham yang mewakili 74,2%

(tujub puluh empat koma dua persen) di dalam PT. Swabara Mining &
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Energy; selanjutnya PT. Swabara Mining & Energy adalah pemilik dan
pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham-saham yang
dimdlikinya yakni sejumdak 6499 {enam ribu empat ratus sembilan puiuh
sembilan) saham yang mewakili 99,95% (sembilan puluh sembilan koma
sernbilan puiub lima persen) di dalam  PT. Asmince Bara  Utama;
selanjuimya PT. Asminco Bara Utama adalah pernilik dan pemegang saham
yang menggadaikan seluruh saham-saham yang dimdlikinya vakni sejumdah
20320 (dua puluh ribu tiga ratus dun puluh} saham yang mewakili 40%
{empal puluh persen) didalam PT. Adaro Indonesia, demikian juga "I,
Asminco  Bara Utama adalsh pemilik dan pemegang saham  yang
menggadaikan seluruh sa};amwaaham yang dimilikinya vakni sejumiah
10000 {sepuluh ribu} sabam yang mewakii 30% {empat puluh perseny di
dalam PT. indonesia Bulk Terminal.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, TERBANDING adaleh pemegang saham
tdak langsung/terafiliasi pada PT. Asminco Bara Utama, PT. Adaro
indonesia dan PT. Indonesia Bulk Terminal yang akibat hukumnpya
adalah TERBANDING merupakan pihak yvang berkepentingan langsung
péda akta-akta No. 17 sampal 24 tertanggal 183 Februari 2002 yang
dibuat dan diterbitkan oleh PEMBANDING.

Babwa selain itu, karena kedudukan TERBANDING selaku pemegang
saham itulah yahg menyebabkan TEKBANDING mau dan bersedia
menggadaikan keseluruhan saham-sahamnya untuk kepentingan afiliasinya
{anak perusabaan pada derajat kedua, yaitu PT. Asminco Bara Utama)
yang terikat pada transaksi hutang piutang, Jika tidak ada hubungan

kepemilikan saham Bu niscaya  TERBANDING  tdak  mungkin
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menggadatkan keseluruhan saham-saham miiiimya dan mengiiinkan anak
perusahaan TERBANDING, yaknil PT. Swabara Mining & Energy untuk
juga menggadaikan selurub saham-sahamnya kepada pemberi utang,
demikian juga niscaya tidak mungkin mengijinkan direksi PT. Swabara
Mining & Energy yang diangkat berdasarkan RUPS  yang dihadirt
TERBANDING untuk menggadaikan saham-saham milik PT. Asminco
Bara Utarma yang adadi PI. Adaro Indonesiz dan PT. Indomesin Bulk
Terminal.

Bahwa dengan mempunyal kepentingan langsung terhadap geyeﬁzﬁlikan
saham-saham pada anak perusshaannya, termasuk pada cucu dan gicit
perusahannya, maka tanpa ;)eriu dibuktikan febih lanjut lagi TERBANDING
berhak mendapatkan seluruh akia yang berkaitan dengan akta berita acara
eksekusi gadai saham dan akta jual beli saham sehingga bukan saja akta
Nomor 21 dan 22 tertanggal 19 Februari 2002 tetapi TERBANDING
juga berhak mendapatkan akia-akta masing-masing Nomor 17, 18, 19, 20,
23 dan akta Nomor 24 yang keseluruhannya tanggal 15 Februsrl 2002
dan dibuat serts diterbitkan oleh PEMBANDING.

Bahwa PEMBANDING sebagai pihak yang diberl wewsenang oleh undang-
undang untwk membuat akta otentik, maka PEMBANDING \hamslah
menyakini bahwa akia yang dibuatnya adalah berisi hal-hal vang
mengandung kebenaran, tidak ada penyimpangan yang dilakukannya dan
tidak ada itikat yang tidak baik yang merugikan pihak lain dan atau pihak
yang berkepentingan dalam arti kata akta yang dibuat oleh PEMBANDING

tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
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Bahwa dengan meyakini Akta yang dibuat adalah Akta yang mengandung
kebenaran dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka
scharusnya PEMBANDING ldak menolak untuk memberikan Akta
tersebut kepada TERBANDING.

Bahwa tindakan PEMBANDING yang menolak untuk memberikan salinan
aAkla kepada TERBANDING selaku orang yang berkepentingan langsung
pada Akta, maka secara nytata ¢dan foktual  FPEMBANDING telzh
melanggar Pasal 16 ayat (1) butir “d” Undang-undang Nomer 30 Tahun
200¢ tentang Jabatan Notaris yang berbunyi®

" Datam menelankon jzz&;:rmz?zya, Notaris berkeroajiban:

-

a ...

b ..

T ..

d. memberikan pelayanan sesual dengan kelentunn: Undaug-undang int kecunfi
ad alasan wntuk menolvion

e dsi..”

Palam penjelasarnya Pasal 16 ayat (1) butir’d” menegaskan:

“Yang dimaksud dengan “olasan untuk  menolaknya” adsloh elasen yeng

mengakibatkan notaris Hdak Berpiltak, seperti ndanyax hubungan darch atau

semendanye denger Notaris alme dengan summifistringa, sabalt satu pﬁ:ak wang

tidak mempunyei keampuan bertindak uniuk melnkukan perbuatan, afau hal lain

yang tidak diperbolehkan undang-undang”,

Melihat pada ketentuan Undang-undang tersebut di atas, fidek gda alasan

bagi PEMBANDING  untuk menolak smemberikan salingn akta-ukfa

tersebut di atas kepada TERBANDING.
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8. Alasan Banding pada halaman 6 anéka 22 Memori  Banding
PEMBANDING yang menyatakan
“Bahwa pada mealnya Beckett (TERBANDING) telndt menjadikan salunm nuliknya
sebagai juruinan hulang berupn gadai soham dan menjadikan DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT  schagai pemegang hak gadai,  Sebagaimana ielah

dinyetekan  dalmm akie  gadal  snham, PELITSTCHE BANK

AKTIENGESELLCHAFT sclnkie pamegang hok gadai dapat nienjuad selurull elou

sebagian seham tersebut, tanpa perly sunty permintaan atwe permolionan teriebiir

dahuly_apabila debitur cidery japji. Dengan  latny perkoiuan Pemegang Ceadai

meninal_dengan plas kekuaspan sendirt (Hok Pempgong Godal uniuk mennal

barene gadal feipn Hide skseluiorial disebil PABATE ERKSEKLISIY.  Penmppong

cadml berdasnrkan  Parate  Eksekasi  menjun! Brrane qodai senkan-nkps seperti

menjual barangnya sendivi.  Penegeng  Gadar  dengan hnk ferselnil memipungné

sarang pengambilm velunasan yane disederlannkan daw diperdal.”

Bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam pencrapan parate eksekusi

yang akan diuraikan di bawah ini:

a. Bahwa sebelum terjasdi eksekusi saham, harus ada pervataan gagal
bayar terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan pengajuan somasi seperti

yang dipersyaratkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Dalam hal ini,

hal tersebut tidak dilakukan.

b, Bahwa sesuai prakteknya, seharusnya pihak Deutsche Bank mengajukan
gugatan meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi bila
TERBANDING wanprestasi  dan  tidak  memaksakan  pengajuan

penatapan eksekusi gadai saham karena sifat dari kasus ini adalah
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Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam pazf:imbangan hukum Pengtapan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor PTLKPT.01.2005, Nomor
PTLKPT.O22005, Nomor PTLKPT.O3.2005, Nomor PTLKPT.04.2005
yang kesemuanya tertanggal 25 Pebruari 2005 membatalkan 16
Perctapan Pengadilan Negeri jakarta Selatan sebagai berikut:

“Meninmbung, bafnon selelah membacn dan mempelajari secara seksamn
perkara permohonan lersebul di alas (in casu permohonan Deulsche  Bank
lerkait dengan ke-12 penetapan Pengadilan Negeni [akartaz Selaion dimaksud
No. 332/Pdt. F/2001/PN. jak Sel. sampni  dengan Nao.
343/Fdt. FA2001/PN Jak.5el,  kesemnuanyz  tanggal 11 Desember 2001 dan
yang hrkait dengan ke-4-"Penelfapan Negéﬁ jukarta Sciatan dinaksud No.
33/PdLPR2002/PN Jak.Sel,  sampai  dengan No.  36/Pdi PL2002/PN Juk Sel,

kesemmusnya tangget 19 Februpri 2002} sebeparnya bukan perkara

polunlair tetapi secara jelas tennasuk perkara sepvketa vang nda vara

pikaknya yang saling berkepentingau ... sehingga sehanisnya perkara
tersebut digiukan dalam beutuk perkara gugatan ... .~

. Bahwa sesual Pagal 1155 KUHPerdata dan prakiek.prakiek
kebiasaan, objek gaééi dijual melalui mekanisme lelang di depan umum
sedangkan dalam kasus ind pen%ualzm saham dilakukan secara privat dan
tidak melalui lelang. Lelang ini dimaksudken sebagai periindungan
terhadap debitur untuk mendapatkan harga yang wajar, yang sama
sekali tidak didapatkan oleh TERBANDING pada kasus ini.

Berdasarkan uralan-uralan terscbut di atas dapat disimpulkan bahwa telah

terjadi kesalahan prosedur dalam penerapan parate eksekusi oleh Pihak

Deutsche Bank. Oleh karena ity, parate cksckusi tidak dapat diterapkan

dalam kasus int, €
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9. Alasan Banding pada halaman 7 ~ 8 'angké 25 - 26 Memori Banding

PEMBANDING yang menyatakan:

“...Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah ini diketehei oleh TERBANDING

yang dalam laperannys Udek wennta hal-hal  di lnar pelanggaran kode etik

Notaris, namun ternyata Majelis Pengawnas Wilnyahs  Hedak memberikan tegu ran

atau sanksi fapl justru memerinialkan  Noferis wiluk menyeralikan skin yang

dibuatrya dan bahkan menciptakar suatu keadoan hukww baru dengnn adanya asar
putusan yang menyatnkan TERBANDING sebogai Piwk dalam Akta.”

Bahwa untuk mencapai kesirnpuian di atas, salah satu dalil yang diajukan

oleh PEMBANDING adalah:

“.Bahwa  laporax yang dfajkkx%zz oleh TERBANDING/Felapor e Maelis

Pengawas Wilayalt adaieh memohon supaya dilakukan pereriksean terhadap don

menyataxar Terlupor (PEMBANDING):

1. Melanggar  Peraturan  Jabainn  Notaris { 5.1860-3 } Mwususm lerhadap
Sumpait/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalmn  Akta Pasni 17 dengan
tidak menjalankan jobatan secara jufir, seksama, mandivi don Hdok berpitnk
dan Pasal 40 dengen lndokan menolak memberikan Akla kepada pihak yang
berkepentingan atay dcrzgarr setelah berlnkunya Undang-undang No. 30 Tahun
200% lentang jebatan Noteris, n;zciafzggnr pasal 4, Posul 18 huruf (1), dan
Pasal 54;

2. Melanggar Kode Elik Jkntan Noteris indonesin  khwsusnya  Pasal 3
mengenai  Kewspiban  yang harus diloksprnkan  Notaris  dan Pasal 4
mengenai Larangan dagi Nolaris.

Dengen  melihat dan pembandingkan isi laporan dari TERBANDING  dan

putusan dari Majelis Pengawns Wilnyah ferlihat jelas bafvea isi Pulusan Majelis
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Pengmwas Wilayah  melebitd dort apa gzmé dilaporken dan diminte oleh
TERBANDING.”

Bahwa sekali lagi, terbukti bahwa PEMBANDING berusaha menyesatkan

Maijelis Pengawas Pugat Notaris dengan tidak mengutip keseluruhan

permintaan  PEMBANDING  dalam  Lapeoranpya Kepada  Majells

Pengawss Wilayah DKI lakarta Raya Ne. 385/0CK /2005 tertanggal

10 Maret 2008,

Bahwa pada kenyataannya, setelah mencantumkan kedua hal tersebut di
atas, PEMBANDING juga mencanturakan kalimat tersebut di bawah ini:

#Ataw dalar ol Maiclis FPenvawas Wilaynl danfataun Pencurus Pusgt

fkatan Notaris  Indoresia  mempunyai pertimbangan lain, mohon

perfimbanean gany seadil-adilnyg,®

Bahwa kalimnat tersebut di atas merupakan perwujudan asas #x arquo ef bone,
yang memberikan kewenangan bagi Majelis Pengawas Wilayah pada saat
ita untuk memberikan putusan yang berbeda yang dipikir adil oleh Majelis.
Oleh karena itu, Majelis Pengawas Wilayah tHdak melebihi wewenang
dalam memeriksa pengaduan/laperan dan dalam menjatuhkan putusan.
Maka berdasarkan urajan TERBANDING sepe;zi tersebut di atas, mohon
Majelis Pengawas Pusat Namris' Daerah Khusus Jakarts yang memeriksa
dan mezxga;diii perkara a quo tersebut memberikan putusan seba géi berikut:
1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING.

2. Membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah

Khusus Ibukota Jakarta No. 01/LM/I/2006 tanggal 22 Maret 2006,

3. Menyatakan  bahwa  TERBANDING  merupakan pihak yang

berkepentingan langsung atas akta sebagai berikut
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a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
b Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;
¢. Akta Nomor 19, tanggal 13 Pebruari 20%2;.
d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;
e. Akta Nomor 2, tenggal 15 Pebruari 2002;
f. Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruagi 2002
g Akta Nomor 23, taniggal 18 Pebruari 2002
h. Alkta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002
Dimana akta-akta di atas dibuat diladapan PEMBANDING.

4. Menyatakan bahwa pihak TERBANDING berhak untuk mendapatkan
sallnan resmi atas akia-aizta masing-masing nornor : 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 dan akta Nomor 24 yang keseluruhannya tertanggal 15 Pebruari
2002,

$. Menyatakan bahwa piliak PEMBANDING wajib memberikan salinan
resmi atos akta-akta masing-masing nomor : 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan
akta Nomor 24 vang kecluruhannya tertanggal 15 Pebruari 2002
kepada TERBANDING.

6. Menjatuhkan - sanksi kepada  PEMBAMNDING  sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki Majelis berdasarkan peraturan dan undang-
undang yang berlaku.

Atau dalam hal Majelis Pengawas Pusat Notaris  mempunyai

pertimbangan Iain, mohon pertimbangan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan inf, maka

segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang dan dicatat dalam berita acara
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sidang, dianggap telah dimasukkan dalam pumsa;t ini serta merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Terlapor telah mengajukan banding atas putusan
Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI jakarta Nomor 01/ LM/ /2006 tanggal
22 Maret 2006;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DK
Jakarta Nomor 017LM/111/2006 tanggal 22 Maret 2006 diucapkan tanggal 22
Maret 2006, tarpa kehadiran Terlapor;

Menimbang, bzhwa bérrdasaz‘kan Pasal 33 ayat {3) Peraturan Menteri
Flukum dan Hak Asasi Manusia Republik Inciénf;sia Nomor M.0Z2PRO810
Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Permmberhentian Anggota,
Susunan Organisasi Tata kerja, dan Tata {ara Pemeriksaan Majelis Pengawas
Notaris menyatakan bahwa dalam hal putusan diucapkan tnpa kehadiran
Terlapor, upaya hukam banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah
Notaris dinyatakan dalam jangka wakiu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak putusan diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majells Pengawas Wilayah Notaris DKI
Jakarta Nomor 01/LM/111/2006 tanggal 22 Maret 2006 divcapkan tanggal 22
Maret 2006, tanpa kehadiran Terlapor dan diterima oleh Terlapor tanggal 21 Juli
2006, dan pernyataan banding diajukan tanggal 27 Juli 2006, sehingga sesuaj
dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri tersebut, dan oleh
karenanya permchonan banding Pemchon harus dinyatakan dapat diterima

dan selanjutnya Majelis akan memeriksa permohonan banding;
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Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan jabatan Notaris, dan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MO PR.OB10

Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemnberhenitian Anggota,

Susunan Organisasi Tata Kerja, dan Tate Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas

Notaris;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa keveratan-keberatan  yang

diajukan sekarang Pembanding dabwlue Terlapor, Majelis Pemeriksa teriebih

dahulu menelit:

1.

“apakah Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan :z-xemums
permohonan banding yang dia;@kan oleh Femohon Banding atau tidak™;
“apakah permohonan  banding  dari Pembanding/Terlapar  dan
Pembanding/ Pelapor dapat diterima oleh Majelis Pemriksa Pusat;

apakah  Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan untuk
menafsirkan ‘pihak yang berkepentingan® sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya atau tidak:
apakah perbuatan Netaris “tidak memberikan salinan akta yang dibuatnya”
kepada Pelapor, merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris atau
tidak;

“apakah amar putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI lakarta yang
menafsirkan ‘pihak yang berkepentingan’ dan memerintahkan TERLAPOR
untuk memberikan salinan akla yang dibuaitnya kepada PELAPOR telah
mclampaui kewenangan dimilikinya atau tdak”;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangsn Majelis Pemeriksa Pusat

untuk memeriksa permohonan banding Pemohon Banding, Majelis Pemcriksa
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Pusat berpendapat bahwa berdasarkan kekuatan hukum Penetapan Ketua
Majelis Pengawas Pusat Nomor M-02.MPPN.03.01 Tahun 2006, tugas Majelis
Pemeriksa Pusat adalah memeriksa dan nmwmutus permchenan banding dari
Notaris lImiawan Dekrit 5., SH terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilyah
Notaris DKI Jakarta  tanggal 22 Maret 2006 Nomor 01/LM/I11/2006
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M-02PROB.I0 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggots,
Pemberhentan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kena dan Tata Cara
Pemeriksan Majelis Pengawas Notaris dan pemeriksaan masih dalam lingkup
pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan pelanggaran Kode Etik Notaris,
maka Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berwenang memeriksa dan mengambil
keputusan permohonan banding Pembanding:

Menimbang, bahwa mengenai apaksh permohonan banding telzh
diajukan menurut cara dan dalam lenggang wakw vang ditentukan, Majelis
Pemeriksa berpendapat bahwa karena pungajuan banding dilakukan dalam
tenggang wakiuy 7 {tujuh) hari sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (3)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M-02PR.08.10 Tahun 2004 maka sudah sepatutnya permohonan banding
Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kepada TERLAPOR tidak pernah disampaikan
laporan PELAPOR sehingga TERLAPOR Hdak mengetahul atas tuduhan
pelanggaran apa ia diperiksa Majelis Pemertksa Wilayah yang mengakibatkan
TERLAPOR kehilangan kesernpatan untuk melskukan pembelaan diri dalam

proses pemeriksaan dihadapan Majelis Pemeriksa Wilayah DKL Jakarts;
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Mengenai hal ini Majelis Pemeriksa Pusat Eerpmdapat bahwa dalam
perneriksaan terhadap TERLAPOR Pasal 74 avat {2) Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Notaris berhak untuk membela diri
dalam sidang pemneriksaan Majelis Pengawas Wilayah ‘belum secara patut
ditaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKl Jakarta;

Menimbang, bahwa laporan PELAPOK pada intinya menyatakan
bahwa TERLAPOR telah melanggar Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris yaitu
tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak
dan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris (5. 1860 -3} kazena menolak memborikan
salinan akta kepada pihak yang berkepentingan (BECKKEIT) atau melanggar
Pasal 4, Pasal 16 huruf (a) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notariz dan melanggar Kode Etik fkatan Notaris Indonesia
khususnya Pasal 3 mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan
Pasal 4 mengenai larangan Notaris. Apakah menolak mermberikan salinan akta
dapat ditafsirkan telah melanggar pelaksanaan sumpah/jonji jabatan dan kode
etik Notaris Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan bahwa TERLAPOR
tidak memberikan salinan akia kepada PELAPOR (BECKKETT) karenz adanya
kewajiban untuk merahasiakan st akia dan segala informasi yang diperoleh
oleh Notaris guna pembuatan akta, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1)
huruf e Undangi)ndarzg Nompor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan
karenanya Majelis Pemeriksa Pusat tidak menemukan hubungan langsung
antara perbuatan tidek memberikan salinan akta vang dibuatrya dengan
pelangparan kode etik Notaris sebagaimana dikemukakan PELAPOR dalam

laporannys;
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Menimbang, bahwa PELAPOR menyamﬁzzikan tuduhan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 16 ayat {1} huruf (a) dan Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pelanggaran
terhadap Kode Etik Notaris dan meminta agar TERLPOR dijatubi sanksi
pemberhentian  dengan  tidak .hormat sebagaimana dalam  laporannya.
Ketentuan Pasal 27 ayat {3} dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02PRO8.10 Tahun 2004,
menyatakan bahwa dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis
Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak
dann TERLAPOR dirchabilitasi nama batknya dan dalam hal laporan dapat
dibuktikan, maka TERLAP(;R dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat
pelanggaran yang dilakukan, Terhadap laporan tersebut Majelis Pengawas
Wilayah DKI Jakaria telah menjatuhkan putusan dengan amar yang tidak sesuai
dengan permintaan dalam laporan atau dan keluasr dari lingkup kewenangan
yang dimiliki Majelis Pengawas Notarls sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dengan amar
putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelapor merupakan pihak dalam  akta/pihak  yeng
berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 23, tanggal 18 Pebruari 2002
dan Akta Nomor 22, tangal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta tersebut
dibuat dihadapan/oleh Terlapor. Sedang terhadap akta-akta yang lain
sebagai berikut:

a. Akt Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebraari 2002
¢. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;
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d. Akts Nomor 20, kanggal 15 Pebruari 2002;
e. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002,
f. Akta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002;
Pelapor bukan pihak‘ dalam akta,

2. Terlapor dapat mengeluarkan Salinan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai
Saham dan Ak!a Jual Bel saham tersebut kepada Pelapor yaitu Akta Nomor
21, tanggal 15 Februari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebroari 2002
yang kedua akta tersebut dibuat oleh/dihadapan ’%&riapor sesuai ketentuan
Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentany, Jabatan Notariy, _
Terhadap arnar putusan Majells Pengawas Wilayah DKL Jakarta Nomor
DI/LM/HL 2006 tanggal 23 *‘Mamt 2006 tersebut Maielis Pemeriksa Pusat
berpendapat bahwa penafsiran terhadap norma hukum iz cisu "pihak yang
berkepentingan’ berada di Iuar kewenangan Majelis Pengawas  Notaris.
Oleh karenanya putusan Majelis Pengawas Wilayah DKJ tersebut harus
dibatalkan karena telah melampaut kewenangannya;

Menimbang, bahwa setelab memeriksa dan mempertimbangkan laporan,

Berita Acara Sidang, Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, permohonan banding,

memori banding Pernbanding/ Terlapor, memaori banding

Pembanding/Pelapor, kontra memori banding Terbanding Terlapor dan

Terbanding Pelapor Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa Putusan

Majelis Pengawas Wﬂayah DKI Jakarta Nomor 01/LM/11/2006 tanggal 22

Maret 2006 telah mememberikan putusan kin dari yang diminta Pelapor

sehingga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Majelis Pemariksa Pusat

menyatakan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI jakarté Narnorn

01/1LM/ 11/ 2006, tertanggal 22 Maret 2006, harus dibatalkan
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Menimbang, balwa karena putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI
Jakarta Nomor 01/ LM/ 111/2006 tanggal 22 Maret 2006  harus dibatatkan maka
Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa pemeriksa;an permohonan banding
PEMBANDING yang menyangkut keberatan yang lain tdak perlu
dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Peraturan Jabatan Notaris, Undang-
Undang Nomor 30 Tahan 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri
Hukum dan FHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-OZPR.GB.10
Tahun 2004 tentang Tatz Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
Susanan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksan Majelis Pengawas
Notaris. o

MEMUTUSKAN :

1. Majelis Pengawas Pusat berwenang antuk memeriksa permohonan banding
dari Pembanding/ Terlapor dan Pembanding / Pelapor;

2. Menyatakan permohonan banding dari  Pembanding/Terlapor dan
Pembanding/ Pelapor dapat diterima;

3. Menyatakan Majelis l;enga*;&as Notaris tidak berwenang untuk menatsirkan
‘pihak yang berkepentingan’ dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
terz"%ang Jabatan N(?taris;

4. Membatalkan Putg!;}ézn Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta

%ﬁhggﬂi 22* Maret 2006 Nomor O01/LM/il/2006 dan selanjuinya

memutuskan  sendiri  permohonant  Pembanding/Terlapor  dan

Pembanding/ Pelapor;

5. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sependapat dengan surat Pengadilan

Negeri Jakarta Barat Nomor: W7.Db.Hk.04.10.4119/ 2003, tanggal 16 Oktober
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2003, sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan
terhadap Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Maijelis Pemeriksa Pusat
Notaris pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2006, yang terdiri atas Drs.
Soegeng Santoso, SH., MH. sebagai Ketua, Prof. Hikmashante fuwana, SH.,
LLM., PhD. dan Zulkarnain Yunus, SH., MH., masing-masing sebagai
Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Jum’at, tanggal 18 Novernber 2006 oleh Majelis Pemeriksa tersebut, dibantu
oleh Drs. Suparno, SH., MH,, sjgzbagai Sekretaris Majelis, yang dihadini leh

Pembanding/ Terlapor dan Kuasa Terbanding/ Pelapor. £

Ketua,

Drs. Soegeng Santoso, 5H., MH,

Anggota,

Prof. Hikmahanto Juwana, SH., L.LLLM,, Ph.

Zujkarmain Yunus, SH,, MH.

Sekretaris Sidang

Drs. Suparno, SH., MH. /
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